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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wh.

Dunia keperawatan di Indeonesia terus mengalami perkem-
bangan.Perkembangan ini menuntut tenaga kesehatan, termasuk
perawat, untuk menyumbangkan keahliannya di bidang kesehatan.
Hal ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas,
kemampuan, dan kualitas pelayanan para tenaga keperawatan.
Peningkatan pelayanan serta kualitas adalah bagian yang integral,
berbagai hal yang htrhuhungan dengan peningkatan kapasitas itu
akan menjadi hal yang natural untuk dilakukan.

Selanjutnya, tenaga profesional perawatan harus bisa men-
jamin terlaksananya tugas keperawatan dengan baik. Yang ter-
penting adalah tenaga keperawatan profesional harus bisa
mempertanggungjawabkan segala tindakan keperawatan yang
dilakukannya secara etis dan moral. Oleh karena itu, perawat
wajib memahami kode etik keperawatan, yang merupakan bagian
penting dari pelaksanaan etika kesehatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan masyarakat.

Buku Etika Profesi & Hukum Keperawatan ini menjadi bagian
dari upaya penulis untuk membantu tenaga perawat meningkatkan
kompetensi dan kualitas pelayanannya. Buku ini mengulas
beragam pandangan mengenai masalah etika profesi dan hukum
keperawatan profesional yang dapat dijadikan acuan atau sumber
bagi mahasiswa keperawatan sebelum melaksanakan praktik
keperawatan, Materi yang diulas antara lain tentang pemahaman
konsep profesi keperawatan; pengantar etika dan hukum
keperawatan; teori dan prinsip etika dalam keperawatan; kode etik
keperawatan; hak dan kewajiban keperawatan profesional; konsep
pengambilan keputusan etik keperawatan; kelalaian, malapraktik,
dan dilema etik dalam keperawatan; isu-isu etik keperawatan; serta
organisasi profesi keperawatan. Buku ini sangat direkomendasikan
bagi kalangan akademisi keperawatan sebagai pendamping bahan

ajar perkuliahan,
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r kata, semoga referensi ini bisa menambah Wawasy,
utama orang-orang yang berkecimpung dalam dyp;,
keperawatan. Serta yang lebih pe nu‘flg lagi adalah para calon tenag,
perawat dapat memahami dasar etika darf hukum yang Menaung;
profesi keperawatan. Dengan memahaminya, mereka akap Siap
jika ada berbagai hal yang berkenaan dengan masalah etikg dan
hukum. Kami harap buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangy;,
keahlian keperawatan profesional. Saran serta kritik yang bersiyt
membangun dari para pembaca, sangat kami harapkan untyj,
kesempurnaan buku ini ke depannya.

Wassalamualaikum Wr. Wh.

Akhi
pemhﬂ:ﬂ,- ter

Yogyakarta,

Tim Penyusun
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BAB 1

KONSEP PROFESI
KEPERAWATAN

PROFESI, PROFESIONAL, DAN PROFESIONALISME

Profesi, secara etimologi, berasal dari bahasa Latin,
profecus, yang berarti mengakui, adanya pengakuan, menya-
takan mampu, atau ahli dalam melakukan pekerjaan. Secara
terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan
yang mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dan
ditekankan pada pekerjaan mental. Selain itu, profesi juga
diartikan sebagai semua jenis pekerjaan yang membutuhkan
pelatihan khusus atau keterampilan tertentu, seringkal
merupakan pekerjaan yang dihormati karena melibatkan
tingkat pendidikan tinggi.

Profesi juga didefinisikan kelompok individu dalamsebuah
disiplin ilmu yang mematuhi standar etika tertentu, Kelompok
ini memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam
bidan pembelajaran yang diakui secara luas yang berasal dari
penelitian, pendidikan, dan pelatihan pada tingkat tinggl,
serta diakul oleh masyarakat. Sebuah profesi juga diper-
siapkan untuk menerapkan pengetahuan dan melatih kete-
rampilan tersebut untuk kepentingan orang lain. Dari hal
tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tiga pilar pokok yang
ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian,
dan persiapan akademik.
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1.

merupakan fenomena yang diketahy;
i sedemikian rupa schingga memilik da

lontrol, dan daya aplikasi tertenqy, Pad,
pengetahuan bermakna kﬂﬂasnﬂi
seseorang melalul proses hﬂiﬂja;-

pengetahuan

disistematisas
prediksi, daya kon
tinghkat yang lebih tinggi,
kognitil yang dimiliki oleh
Keahlian bermakna penguasaarn substansi keilmuan y,,

> dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Keahlian juga
permalkna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu g,
dibedakan dengan kepakaran lainnya,

3. Persiapan akademik mengandung makna bahwa untyy

derajat profesional atau memasuki jenis profesi terteny,
diperlukan persyaratan pendidikan khusus, berupa
pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembag;
pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan tinggi.

Pekerjaan dan profesi adalah dua kata yang sering

digunakan secara bergantian. Namun, banyak yang tidak
tahu perbedaan antara kedua kata tersebut. Kedua kata ini

sebenarnya mengacu pada dua hal yang sangat berbeda
Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan imbalan nilai
moneter. Sebuah profesi, di sisi lain, adalah sebuah pekerjaan

yang didasarkan pada pelatihan pendidikan khusus. Untuk

lebih jelas melihat perbedaan antara pekerjaan dan profesi

lihat table di bawah ini.

—

Pekerjaan

Profesi

. Pekerjaan adalah kegiatan
yang dilakukan dengan im-
balan nilai moneter,

. Pekerjaan sering kali ber-
jangka pendek dan dilaku-
kan untuk memenuhi kebu-
tuhan hidup.

1. Sebuah profesi adalah pe

. Biasanya, profesi diatur oleh

kerjaan yang didasarkan
pada pelatihan pendidikan
khusus,

badan pemerintahan dan
mungkin  mengharuskan
seseorang untuk lulus vjla"
yang telah ditentukan ag
dianggap memenubhi syard!
dalam profesi tersebul. __~

Etika Profess & Mubum Keperawwatan



. Pekerjaan tidak membuat
dampak signifikan bagi
kehidupan masyarakat dan
biasanya jangka pendek.

. Jika seseorang tidak senang
dengan pekerjaan, mereka
cenderung beralih ke peker-
jaan yang lebih baik.

. Adaberbagai jenis pekerjaan
termasuk pekerjaan purna
waktu, paruh waktu, musi-
man, sementara, kontrak,
wirausaha.

. Pekerjaan, tergantung jenis-
nya, mungkin juga memer-
lukan studi khusus,

. Jam kerja juga tergantung
pada jenis pekerjaannya,
tapi juga bisa berkisar dari
satu jam sampai 9 jam

3. Seseorang mungkin f.iiminTI
ta untuk melakukan pelati-
han, magang, atau kegiatan
lainnya sebelum menyan-
dang profesinya. Sebagai
contoh: seorang dokter ha-
rus belajar selama beberapa
tahun, melewati ujian, dan
menyelesaikan residensi un-
tuk memenuhi kualifikasi
sebagai dokter.

4. Beberapa profesi termasuk
akuntan, advokat, arsitek,
dokter gigi, dokter, perawat,
ekonom, insinyur, analis
keuangan, jurnalis, terapis
okupasi pengacara, apote-
ker, dokter, pendeta, pen-
deta, pilot, psikolog, ilmu-
wan, pekerja sosial, insinyur
perangkat lunak, guru, dok-
ter hewan, dll.

Tabel 1.1. Perbedaan antara pekerjaan dan profesi

Seperti yang telah disinggung sebelumnya ada perbedaan
mendasar antara profesi dan pekerjaan. Profesi adalah
suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi
kebutuhan diri dan keluarganya di mana profesi tersebut
diatur oleh etika profesi yang berlaku bagi profesi tersebut.
Sementara itu, pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan
untuk menafkahi diri dan keluarganya yang pekerjaan itu tidak
ada yang mengatur dan dia bebas karena tidak ada aturan atau
etika yang mengikat. Dengan kata lain, perbedaan pekerjaan
dan profesi adalah adanya etika yang mengatur dan ada
tidaknya campur tangan orang lain dalam kegiatan tersebut.

Konsep Profest Keperawatan @



dia of Education (20

d :
fesi. I{gsepuluh ciri IEI‘SEhuI ada]ii

Menurut Guthri
h

adasepuluh cirl khas
berikut: . -
sebagal Ehidang pekerjaan yang ternrg{aj.mﬁalsi dari Fenig jy,
? IEL:{HI::;I yang terus herkembang dan diperiuas;
e

suatu teknik intelektual;

s dari teknik intelektual pada g,

Penerapan prakti
tis;
praktis g untuk pelatihan dan sertifikag;.

4. Suatu periode panjan ‘
Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang =

diselenggarakan; .
Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendj;.

?: Asosiasi dari anggota profesiyang menjadi su atu kelompg
yang erat dengan kualitas komunikas yang tinggi anty,

anggotanya;
8. Pengakuan sebagai profesi;
Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yan
bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;

10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.

Istilah profesisecaraumum merujuk padabidang pekerja
yang dilandasi pendidikan keahlian, sedangkan istilah profs
sional merujuk pada orang yang mempunyai profesi ata
pekerjaan purnawaktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan
mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Profesional adalat
seseorang yang hidup dengan mempratikkan suatu keahlia
tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentt
yang menuntut keahlian, sementara orang lain melakukan hil
yang sama sebagai sekeaar hobi, untuk senang-senang
untuk mengisi waktu luang,

Secara tradisional, seorang “profesional” adalah seseor
yang memperoleh penghasilan dari keahlian atau hakatSFﬁim
yang mereka punyai, berbeda dengan hobi atau amatir. Namu?
seiring dengan pengetahuan dan keahlian yang berubah des®”
cepat saat ini, seka rang umumnya d|pahamj hahwa orang Fﬂnﬂ

Eiika Profers & Hudwm Keperroatan



hanya memperoleh pendapatan dari tugas tertentu disebut
ahli sedangkan profesional memiliki makna yang lebih luas.
Profesional diatur oleh kode etik. Mereka memiliki komitmen
terhadap kompetensi, integritas dan moralitas, altruisme, dan
promosi kepentingan publik di dalam domain ahli mereka.
Profesional bertanggung jawab kepada mereka yang dilayani
dan masyarakat pada umumnya (Cruess, 2002).

Seorang profesional harus memiliki profesionalisme dalam
menjalankan profesinya. Apa itu profesionalisme? Profesio-
nalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu
profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya
dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang
digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan
profesinya tersebut. Dengan kata lain, profesionalisme terdiri
dari keyakinan pribadi tentang perilaku seseorang sebagai
seorang profesional. Profesionalisme juga sering dikaitkan
dengan penegakan prinsip, hukum, etika, dan konvensi
profesi sebagai cara praktik. Seseorang dikatakan memiliki
profesionalisme apabila:

1. Mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang
serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersang-
kutan dengan bidang tersebut,

2. Mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam
menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca
situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil
keputusan terbaik atas dasar kepekaan,

3. Mempunyai sikap berorientasi ke depan sehingga punya
kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan
yang terbentang di hadapannya.

4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan
kemampuan pribadisertaterbukamenyimakdan menghar-
gal pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih
yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Konsep Prefest Keperuatan @




RAWATAN
|mu dan seni merupakan i""PIF-‘mE

B. HHSUR-L‘HSUR KEPE
perilaku manusia, dan ilmy et l,lk_

1, Keperawatan sebagatl

Imu fisika biologl
}t? ) Ilzr:n:-mtan sebagai profesi berorientasi pada pelay,
2. Keperaws

tk membantu orang lain dalam mengatasi perypy,
_';::E timbul akibat gﬂngguﬂl'l kESEhﬂtﬂﬂprn}iakit_
Sasaran: individu/pasien, keluarga, kelompok Masyargl,

dan masyarakat.
Jasa keperawatan mencakup pelayanan kesehatap oleh

para perawat yang bekerja sama dengan tenaga lain daj,
pencegahan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan keg,.
hatan, serta penyembuhan dan pemulihan kesehatan,

C. TUJUAN PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL

1. Membantu individu dan masyarakat untuk mandiri.
2. Mengajak individu dan masyarakkat berpartisipasi dalam
bidang kesehatan.

3. Membantu individu dan masyarakat mengembangkan po-
tensi untuk memelihara kesehatan secara optimal agar tidak
tergantung pada orang lain dalam memelihara kesehatan,

4. Membantu individu dan masyarakat memperoleh derajat
secara optimal.

D. RUANG LINGKUP KEPERAWATAN PROFESIONAL

Ruang lingkup keperawatan adalah membantu individs
untuk bereaksi secara positif dalam melaksanakan kegiata?
sehari-hari, termasuk dalam menghadapi pgnyakjtfmasalah
_Iresehal;an lainnya bahkan dalam menghadapi kematian. Gelain
ftu, ruang lingkup keperawatan profesional mencakup:

1. Supervisi Perencanaan dan tindakan perawatan PaSEEn
secara menyeluruh,

an

) ::l:ngimaﬁ. Mengintervensi, dan mengevaluasi keluh™
eluhan pasien, hajk Secara mental maupun fisik.

a 1 n
3. Melaksanakan Instruksi dokter mengenai obat-obata” »
Pengobatan yang akan diberikan

@ Ettka P@;’f Ef.ﬁ.l.hm H'FME.!



4. Mengawasi anggota tim kesehatan yang memberikan pela-
yanan perawatan kepada pasien

5. Melaksanakan prosedur dan teknik perawatan, khususnya
pada tindakan yang membutuhkan keputusan, penyesuai-
an, dan pertimbangan berdasarkan data teknis.

6. Memberikan bimbingan kesehatan dan partisipasi dalam
pendidikan kesehatan,

7. Membuat catatan dan laporan fakta-fakta secara teliti dan
mengevaluasi perawatan pasien.

E. KEPERAWATAN SEBAGAI PROFESI

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang
Keperawatan, keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan
kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik
dalam keadaan sakit maupun sehat. Sementara itu, perawat
didefinisikan sebagai seseorang yang telah lulus pendidikan
tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang
diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Menurut Hasyim dkk. (2014), pada hakikatnya kepera-
watan adalah suatu profesi yang mengabdi pada manusia dan
kemanusiaan, artinya profesi keperawatan lebih mendahulukan
kepentingan kesehatan masyarakatdiatas kepentingan sendiri.
Saat ini, keperawatan bisa dikatakan sebagai sebuah profesi
karena memiliki beberapa hal sebagai berikut:

1. Landasan ilmu pengetahuan yang jelas (scientific nursing)

Landasan ilmu pengetahuan keperawatan yang dimaksud
antara lain cabang ilmu keperawatan klinik, ilmu kepe-
rawatan dasar, cabang ilmu keperawatan komunitas, dan
cabang ilmu penunjang.
2. Mempunyai kode etik profesi

Keperawatan termasuk sebuah profesi salah satunya
dikarenakan telah mempunyai kode etik tersendiri. Kode
etik keperawatan pada tiap negara tidak sama, tetapi
pada prinsipnya berlandaskan etika keperawatan yang

Konsep Profes Keperowatan @



iimu keperawatan dan Pengary,
modern, berlanjutnya ]‘Efgrmasj
dalam pendidikan keperawatan telah dilakuk:n .seja]( tf'hun
1982, Pendidikan keperawatan telah berubah dari paradign,,
biologis menjadi paradigma humamstlka.itau holistik. Reformyg;
mencakup berbagai bidang, mulai dari pengembangan kyr;.
kulum, isi, metode pengajaran hingga aspek‘ sumber day,
manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3g
Tahun 2014 tentang Keperawatan memuat bab yang secarg
khusus membahas pendidikan tinggi keperawatan. Disebutkan
hahwa pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia terdirj
atas pendidikan vokasi (diploma keperawatan), pendidikan
akademik (sarjana, magister, dan doktor keperawatan), serta
pendidikan profesi (program profesi dan spesialis kepera-

watan).

Lebih banyak upaya telah dilakukan dalam merancang dan
pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan sosiologi,
psikologi, imunologi, dan psikoterapis. Materi yang disam-
paikan terutama adalah materi yang berhubungan dengan
perawatan klinis dan peningkatan kesehatan masyarakat
sesuai kebutuhan, Mengenai metode pengajaran, selain penga-
jaran kelas tradisional, pengajaran multimedia telah banyak
digunakan. Selain itu, pengajaran internet juga menarik lebih
banyak minat (Nursalam & Efendi, 2008).

Menurut Dermawan (2013), peningkatan kualitas organi-
sasi profesi keperawatan dapat dilakukan melalui berbagai
cara dan pendekatan antara lain:

1. Mengembangkan sistem seleksi kepengurusan melalui
penetapan kriteria dari berbagai aspek kemampuan, pen-
didikan, wawasan, pandangan tentang visi dan misi orga-
nisasi, dedikasi serta keseterdiaan waktu yang dimiliki
untuk organisasi.

Dengan berkembangnys
konstan konsep pendidikan

2. Memiliki serangkaian program yang konkret dan diter-
jemahkan melalui kegiatan organisasi dari tingkat pusat
sampal ke tingkat daerah. Prioritas utama adalah program
pendidikan berkelanjutan bagi para anggotanya.
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3. Mengaktifkan fungsi collective bargaining, agar setiap ang-
gota memperoleh penghargaan yvang sesuai dengan pendi-
dikan dan kompensasi masing-masing.

4. Mengembangkan program latihan kepemimpinan, sehing-
ga tenaga keperawatan dapat berbicara banyak dan memi-
liki potensi untuk menduduki berbagai posisi di pemerin-
tahan atau sektor swasta.

5. Meningkatkan kegiatan bersama dengan organisasi profesi
keperawatan di luar negeri, bukan hanya untuk pengurus
pusat saja tetapi juga mengikut sertakan pengurus daerah
yang berpotensi untuk dikembangkan.

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan
kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh perawat, perawat yang menjalankan praktik
keperawatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
STR adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Keperawatan
kepada perawat yang telah diregistrasi. Masa berlaku S5TR
adalah selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap
lima tahun. Hanya perawat yang memenuhi persyaratan yang
dapat memiliki STR. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan;

2. Memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;

3. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental,

4, Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/
janji profesi; dan

5. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan keten-
tuan etika profesi.

Selain harus memiliki STR, perawat yang menjalankan
praktik keperawatan wajib memiliki izin berupa Surat lzin
Praktik Perawat (SIPP). SIPP merupakan bukti tertulis yang
diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada
perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan
praktik keperawatan. Untuk mendapatkan SIPP, perawat harus
memenuhi beberapa persyaratan berikut:
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BAB 2

PENGANTAR ETIKA DAN
HUKUM

PENGERTIAN ETIKA, NILAI, DAN NORMA

Pengertian yang paling sederhana dari etika adalah
sistem prinsip-prinsip moral. Etika mempengaruhi bagaimana
orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka.
Etika berkaitan dengan apa yang baik untuk individu dan
masyarakat. Selain itu, etika juga digambarkan sebagai filsafat
moral. Istilah ini berasal dari kata Yunani, ethos, vang bisa
berarti kebiasaan, watak kesusilaan, karakter, atau disposisi.
Etika mencakup dilema: bagaimana menjalani hidup yang baik,
hak dan tanggung jawab, bahasa yang benar dan yang salah,
keputusan moral (apa yang baik dan buruk).

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup dan tata cara
hidup yang baik di dalam kehidupan seseorang dan masyarakat.
Kebiasaan hidup tersebut merupakan warisan dari paraleluhur.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata etika
memiliki arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk
dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika baru
menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas
dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) begitu
saja diterima dalam suatu masyarakat dan seringkali tanpa
disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis



dan metodis. Etika dalam pengertian ini sama artinya dengan
filsafat moral, yakni cabang filsafat yang berbicara tentang
tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan
manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia
harus bertindak, berdasarkan norma-norma tertentu, sepertj
norma hukum, norma agama, dan norma sopan santun.

Jika orang berbicara tentang etika orang Bugis, etika Islam,
etika Katolik, dan sebagainya, maka yang dimaksud dengan
etika di sini bukan etika sebagai ilmu, melainkan etika sebagai
sistem nilai. Sistem nilai dapat berfungsi dalam hidup manusia
secara perorangan maupun pada taraf sosial kemasyarakatan,
Selain itu, dalam KBBI, etika juga diartikan sebagai kumpulan
asas atau nilai akhlak (moral). Yang dimaksud di sini adalah
kode etik. Misalnya: Kode Etik Keperawatan, Kode Etik
Jurnalistik, dan lain-lain,

Etika juga dapat mendeskripsikan suatu pola atau cara
hidup, sehingga etika menggambarkan sifat, prinsip, dan
standar seseorang yang memengaruhl perilaku profesional.
Dengan demikian, etika memberi semacam batasan dan
standar yang mengatur seseorang dalam kelompok sosialnya.

Jika teori etis berguna dalam praktik, mereka harus
bisa mempengaruhi cara manusia berperilaku. Beberapa
filsuf berpikir bahwa etika dapat melakukan hal ini. Mereka
berpendapat jika seseorang menyadari bahwa secara moral
akan baik untuk melakukan sesuatu maka akan menjadi
tidak rasional bagi orang tersebut untuk tidak melakukannya.
Namun, manusia sering bersikap tidak rasional, manusia sering
mengikuti naluri, bahkan ketika pikirannya menyarankan
tindakan yang berbeda. Untuk menjalankan fungsinya, etika
menyediakan beberapa piranti untuk memikirkan masalah
moral.

1. Etika bisa memberikan peta moral

Sebagian besar masalah moral membuat seseorang
mengalami dilema, misalnya ketika memikirkan tinda-
kan aborsi dan eutanasia. Masalah tersebut merupakan
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masalah emosional, di mana seseorang lebih memen-
tingkan perasaan daripada pikiran rasional. Namun, ada
cara lain untuk mengatasi masalah ini, dan di situlah
para filsuf mengatakan bahwa etika dapat menyelesaikan
masalah ini. Etika memberi kita peraturan dan prinsip yang
memungkinkan seseorang untuk mengambil pandangan
yang bertentangan dengan masalah moral]adi, etika
memberi peta moral: kerangka kerja yang dapat seseorang
gunakan untuk menemukan jalan kita melalui masalah-
masalah sulit.

Etika bisa menunjukkan ketidaksepakatan

Dengan menggunakan kerangka etika, dua orang
yang memperdebatkan sebuah isu moral seringkali dapat
menemukan bahwa apa yang tidak mereka setujui hanya-
lah satu bagian tertentu dari masalah ini, dan bahwa
mereka secara luas menyetujui hal-hal lain. Hal ini bisa
menghilangkan banyak perdebatan dan terkadang malah
mengisyaratkan cara untuk menyelesaikan masalah
tersebut. Namun, terkadang etika tidak memberi orang
jenis bantuan yang benar-benar mereka inginkan.

Etika tidak memberikan jawaban yang benar

Etika tidak selalu menunjukkan jawaban yang benar
terhadap masalah moral. Pada kenyataannya, memang
banyak orang berpikir bahwauntuk masalah etika tidak ada
jawaban yang benar/pasti, melainkan hanya seperangkat
prinsip yang dapat diterapkan pada kasus tertentu untuk
memberi mereka pilihan yang jelas. Namun demikian,
beberapa filsuf berpendapat bahwa semua etika dapat
mampu menghilangkan kebingungan dan mengklarifikasi
sebuah isu moral, Setelah itu terserah kepada masing-
masing individu untuk sampai pada kesimpulan mereka
sendiri.

Etika bisa memberikan alternatif jawaban

Banyak orang ingin ada satu jawaban yang benar
untuk pertanyaan etis. Mereka menemukan ambiguitas

Prengantiar Ktita Dan Hubuni @



moral yang sulit dipercaya karena mereka benar-beng,
ingin melakukan hal yang “benar’, bahkan jika mere.
ka tidak dapat menemukan hal yang benar, mereks
menyukai gagasan bahwa pasti ada satu jawaban yang
benar. Namun, seperti yang telah disinggung sebelumny,
bahwa seringkali tidak ada satu jawaban yang benar
dalam masalah etis. Mungkin ada beberapa jawaban yang
benar atau beberapa jawaban paling buruk,dan individu
harus memilih di antara keduanya.Bagi sebagian besar
masyarakat, ambiguitas moral merupakan hal yang sulit
karena memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas
pilihan dan tindakan mereka sendiri, daripada tunduk
pada peraturan dan kebiasaan yang mudah dilakukan.

Sebelumnya telah disinggung bahwa ketika membicarakan
etika, nilai dan norma juga harus turut diperbincangkan,
Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan etika juga berarti
sistem nilai dan sistem nilai yang dibuat oleh kelompok tertentu
bergantung pada norma. Ketaatan kepada orang tua dianggap
sebagai nilai yang baik dan juga norma sopan santun dalam
masyarakat kita. Begitu pula, siswa yang menunjukkan rasa
hormat kepada guru mereka sama-sama memiliki nilai baik dan
norma santun di semua masyarakat dan budaya. Pengertian
yang saling berkelindan inl seringkali membingungkan
kebanyakan orang dalam membedakan antara norma dan
nilai dalam masyarakat karena kesamaan mereka yang nyata.
Norma sebagian besar adalah perilaku sosial yang diharapkan
untuk diikuti masyarakat. Di sisi lain, nilai adalah keyakinan
kita tentang apa yang baik, benar, atau salah.

Mari membahas dulu apa itu norma.Cara perilaku yang
diterima secara sosial disebut norma. Dengan kata lain, norma
adalah cara untuk mendorong keseragaman dan menjaga
masyarakat dari perilaku menyimpang. Masyarakat juga
merancang cara untuk menyingkirkan perilaku menyimpang
karena orang-orang dihukum ketika mereka melihat norma-
norma dilanggar oleh anggota masyarakat. Namun, norma
tidak seperti hukum yang ditulis /dikodifikasikan dan mereka
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yang melanggarnya dihukum oleh pengadilan. Norma adalah
kode etik tidak tertulis yang diinginkan anggota masyarakat,
yang mengabaikan norma-norma ini dipandang rendah dan
dicemooh oleh masyarakat. Norma adalah petunjuk tingkah
laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam
hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu
dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman/akibat yang
akan diterima apabila norma tidak dilakukan (Widjaja, 1985).

Pada zaman dahulu, ketika norma belum dirancang
sebagai cara membuat orang mematuhi kode etik, masyarakat
harus bergantung pada perilaku tabu. Hal ini dilakukan untuk
mencegah orang terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan.
Dengan berkembangnya norma, menjadi mungkin untuk
menegakkan tatanan sosial secara informaljika seseorang
menghadiri pemakaman, orang tersebut tidak diharapkan
untuk mulai tertawa terbahak-bahak atau mengeluarkan
rokok dan mulai merokok. Demikian pula, berjabat tangan
dengan pesaing setelah selesainya pertandingan tenis adalah
norma sosial yang harus dilakukan apabila menang atau kalah.
Sebagai orang asing, lebih baik bagi seseorang untuk belajar
lebih banyak tentang norma sosial di suatu negara untuk
berperilaku secara sosial di mana ia berada.

Sulit bagi seseorang untuk hidup dalam pengasingan
dan terpisah dari masyarakat. Oleh karena itu, ketika hidup
dalam masyarakat sangat penting untuk memiliki sistem nilai
untuk menghadapi orang lain dan situasi dalam kehidupan
seseorang. Menurut Fraenkel (Moehadjir dan Cholisin, 1989),
nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam
menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak.
Orientasi dalam masyarakat menjadi mudah dengan nilai-nilai
yang dikembangkan selama periode waktu di benak individu
dalam masyarakat tentang benar dan salah, adil, baik dan
buruk. Sebagian besar nilai dipelajari dari orang yang lebih
tua, orang tua, gury, dan buku agama meskipun ada juga
kepercayaan pribadi. Keyakinan kebanyakan bersifat kultural
dan religius. Beberapa nilai yang ditemukan secara universal
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lintas budaya adalah kasih sayang. kejujuran, integritas, cint,

persahabatan, dan lain-lain.
rguna untuk hidup di masyarakat.

Meskipun sama-sama be
eberapa perbedaan, antara lajp

nilai dan norma memiliki b

sebagai berikut.

1. Nilai adalah kumpulan keyakinan yang dimiliki individ
untuk menuntun tingkah lakunya sementara norma adalah
kode etik yang ditetapkan oleh masyarakat.

2. Norma adalah hukum tidak tertulis dari sebuah masyarakat
dan yang melanggarnya akan menerima sanksi sosial,
sedangkan nilai adalah prinsip panduan yang membanty
individu bergerak maju dengan percaya diri dalam situasi

sulit.

3, Norma berperan dalam membangun nilai-nilai dalam piki-
ran seseorang.

4. Norma dikenakan dari luar sedangkan nilai dibuat di
dalam pikiran seseorang.

5. Norma adalah panduan spesifik untuk perilaku sedangkan
nilai hanya memberikan panduan tidak langsung.

B. HUBUNGAN ETIKA DENGAN NILAI

Nilai dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang penting
atau dihargai oleh seseorang baik individu maupun kolektif
(kelompok). Adanya nilai berperan penting bagi individu
atau anggota kelompok untuk membuat penilaian, menilai
kemungkinan hasil tindakan yang sedang dipertimbangkan,
dan memilih alternatif tindakan. Yang terpenting, nilai
menempatkan semua anggota "di selembar kertas yang sama’
berkenaan dengan apa yang dianggap penting oleh masyarakat.

Jadi bagaimana nilai berhubungan dengan etika? Salab
satu kunci adalah ungkapan "nilai adalah apa yang kita, sebagai
sebuah profesi, nilai benar”. Secara individu atau organisasi,
nilai menentukan apa yang benar dan apa yang salah, dan
melakukan apa yang benar atau salah adalah apa yang kita
maksud dengan etika. Bertingkah laku etis adalah berperilaku
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AOMAN Cara vang sesual dengan apa yang benar atau hermaoral,
Tempat pertama untuk melihat sesuatu benar atau salah adalah
masyarakat, Hamplre setlap masyarakat membuat beberapa
determinast perflaku yang benar secara moral, DI negara-
negara Islam, penentuan apa yang benar atau moral terkait
dengan struktur agama, Dalam masyarakat yang lebih sekuler,
pengaruh kepercayaan agama mungkin kurang jelas, namun
tetap menjadi faktor kunel. DI Amerlka Serlkat, sebagian
hesar darl apa yang diyakini benar atau salah didasarkan pada
warisan Yudeo-Kristen,

HUBUNGAN ETIKA DAN MORAL

Moral adalah Istilah yang merujuk pada prinsip-prinsip
perilaku benar dan salah serta kebalkan atau keburukan
karakter manusia. Istilah moral berasal darli bahasa Latin,
yaltu mos (dalam bentuk tunggal)danmores(dalam bentuk
jamak) yang mempunyal art keblasaan atau adat. Apabila
dibandingkan dengan artl kata ‘etika) secara etimologis kata
‘etlka’ sama dengan kata ‘moral’ karena kedua kata tersebut
sama-sama mempunyal arti kebiasaan dan adat, Moral dalam
istilah dipahaml juga sebagal:

1. Prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah,
batk dan buruk,

2. Kemampuan memahami perbedaan benar dan salah.
3. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku baik.

Moral adalah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika.
Moral terbagl menjadi dua, yaitu balk dan buruk. Baik adalah
segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagal baik,
sedangkan buruk adalah tingkah laku yang dikenal pasti oleh
gtika sebagal buruk. Moral dapat diukur secara subjektif dan
objeletif, Ukuran subjektif diberilcan oleh hatl nurani, sementara
ukuran objekt!l ditentukan norma yang berlaku. Apabila hati
nuranl Ingin membisikkan sesuatu yang benar, maka norma
akan mencarl kebalkan moral,

Freugrenitaor Etgba han Hubwm @



Moralitas (dari kata sifat Latin moralis) mempuny,) art
yang pada dasarnya sama dengan 'moral;, hanya ada nadg lebij,
abstrak. Berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan’, Arting,
segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatyy,
tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhay a%ay
dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, Ajaran
moral memuat pandangan tentang nilai dan norma mop,
yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran mora| Juga
mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran mopy
merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang
apa yang bernilai serta kewajiban manusia.

Kamus Chambers Dictionary (1998) menyoroti perbedaan
penting antara etika dan moral. Etika diartikan sebagai ilmy
moral; cabang filsafat yang berkaitan dengan karakter dap
perilaku manusia; sistem moral; aturan perilaku; sebuah
risalah tentang moral. Sementara itu, moral adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan karakter atau perilaku yang
dianggap baik atau jahat: etis: sesuai atau diarahkan benar;
berbudi luhur. Untuk bertindak sesuai dengan moral, seseoran g
memerlukan moralitas, yakni mutu menjadi moral, Moralitas
adalah apa yang membuat tindakan benar atau salah: praktik
kewajiban moral selain agama; kebajikan; doktrin tindakan
sebagai benar atau salah,

Perbedaan Etika Moral

Definisi Aturan perilaku | Prinsip atau kebia-
yang diakui masya- | saan berkenaan de-
rakat sehubungan | ngan perilaku benar
dengan  tindakan | atau salah. Moral
manusia  tertentu | juga  menentukan
atau kelompok atau | hal yang boleh dan
budaya tertentu, tidak boleh dilaku-
kan, moralitas pada
akhirnya  adalah
kompas pribadi un-
tuk benar dan salah.
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Mereka berasal dari
mana?

sistem sosial (eks-
ternal)

InIJdeIu (internal)

Mengapa kita mela-
kukannya?

Karena masyarakat
mengatakan itu ada-
lah hal yang benar

untuk dilakukan.

Karena kita percaya
pada sesuatu yang
benar atau salah.

Fleksibilitas

Etika  tergantung
pada definisi orang
lain. Mereka cende-
rung konsisten da-
lam konteks ter-
tentu, namun dapat
bervariasi  antar-
konteks.

Biasanya konsisten,
meski bisa berubah
jika kepercayaan in-
dividu berubah.

Dilema

Seseorang yang se-
cara ketat mengikuti
prinsip etis mungkin
sama sekali tidak
memiliki moral. De-
mikian juga, sese-
orang dapat melang-
gar prinsip etika
dalam sistem atu-
ran tertentu untuk
menjaga integritas
moral,

Orang moral meski-
pun mungkin terikat
oleh perjanjian yang
lebih tinggi, dapat
memilih untuk me-
ngikuti kode etik
karena akan berlaku
untuk sebuah sis-
tem.

Asal bahasa

Kata Yunani "ethos”
yang berarti "karak-
ter”

Kata Latin "mos”
vang berarti "kebia-
saan”

Keberterimaan

Etika diatur oleh
pedoman profesio-
nal dan hukum da-
lam waktu dan tem-
pat tertentu

Moralitas melam-
paui norma budaya

Tabel 2.1 Perbedaan antara etika dan moral
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Keraf (2006) menerangkan bahwa arti harafiah yay,
antara etika dan moral juga berpengaruh pada Pengim .
mentasiannya Keduanya berarti sistem ntlall tentang 1, 1
mana manusia harus hidup baik sebagai manusig Yany
telah diinstitusionalkan dalam sebuah adat kebiasaay yan
kemudian terwujud dalam pola perilaku yang tetap 4,
terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana bajyy,
sebuah kebiasaan., Etika dan moralitas memberi Petunjy,
konkret tentang bagaimana manusia harus hidup secary baik
sebagai manusia begitu saja, kendati petunjuk konkret bisa
disalurkan melalui dan bersumber dari agama dan kebudaya,,,
tertentu.

D. HUBUNGAN ETIKA DENGAN ETIKET

Pengertian etiket dan etika sering dicampuradukkan,
padahal kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbed;,
walaupun ada persamaannya. Istilah etika sebagaimang
dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan moral (maores)
sedangkan kata etiket adalah berkaitan dengan nilai sopan
santun, tata krama dalam pergaulan formal. Etika biasanya
menangani pertanyaan-pertanyaan yang benar dan yang salah
secara umum dan memberikan panduan perilaku yang harus
diterapkan pada situasi spesifik. Misalnya, aturan umum bahwa
pembunuhan itu salah tapi masih ada perbedaan pendapat
antara pembunuhan untuk kesenangan atau pembunuhan
dalam pertahanan diri.

Sementara itu, etiket adalah seperangkat aturan yang
menceritakan dengan tepat apa yang harus seseorang Jakukan
dalam situasi tertentu, M isalnya, orang yang baru saja datang
harus menyapa orang yang sudah berada di dalam ruangan.
Perbedaan lainnya adalah alasan di balik etika biasanya tidak
memerlukan penjelasan, sedangkanaturan etiket terkadang
hanya seperangkat aturan kaku yang dibuat dengan car
tertentu karena kebiasaan atau rutinitas yang tidak terlalu
berarti atau memiliki alasan yang lebih dalam di belakangny®
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Etiket menunjulkan cara berperilaku sopan dan benar
dalam lingkungan sosial, Ini adalah kode perilaku yang
diterima dalam masyarakat, Etiket juga dipahaml sebagal
pedoman yang mengatur cara seseorang harus bersikap baik di
masyarakat. Etiket pada dasarnya mengacu pada sopan santun
atau adat Istindat, Mengatakan maaf dan terima kasih dengan
tepat, datang tepat waktu, sopan santun di meja makan adalah
beberapa perilaku sosial atau etiket yang dapat diterima di
banyak budaya.

Namun, beberapa bentuk etiket mungkin unik di antara
anggota profesi tertentu, Mereka juga dapat bervariasi sesual
dengan budaya, etnis, dan agama yang berbeda. Artinya, apa
yang dianggap sopan dalam satu budaya bisa dianggap tidak
sopan di masyarakat lain, Misalnya, menyeruput makanan
sering dianggap tidak sopan, tapi di negara-negara seperti
Jepang dan Korea, menyeruput makanan dipandang sebagal
cara untuk memuji makanan,

Meskipun berbeda, etika dan etiket memiliki beberapa
persamaan, yakni sama-sama menyangkut perilaku manusia.
Selain itu, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia
scara normatif, yakni memberi norma bagi perilaku manusia
sehingga dapat menyatakan apa yang harus dilakukan dan
tidak boleh dilakukan. Untuk lebih memahami perbedaanetika
dan etiket, perhatikan tabel berikut,

Etika Etiket

Etika menyangkut cara mela’
kukan suatu perbuatan seka-
ligus memberi norma dari
perbuatan itu sendirl. Misal:
dilarang mengambil barang
milik orang lain tanpa lzin
karena ~mengambil barang
milik orang lain tanpa izin
sama artinya dengan mencuri,
“langan mencuri”

Etiket menyanghut cara (tata
acara) suatu perbuatan harus
dilakukan manusia. Misal: ke-
tika saya menyerahkan sesuatu
kepada orang lain, saya harus
menyerahkannya dengan meng-
gunakan tangan kanan, Jika
saya menyerahkannya dengan
tangan kiri, maka saya dianggap
melanggar etiket.
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merupakan suatu norma etika.
Di sini tidak dipersoalkan
apakah pencuri tersebut men-
curi dengan tangan kanan atau
tangan kiri.

Etika selalu berlaku, baik kita
sedang sendiri atau bersama
orang lain. Misal: larangan
mencuri selalu berlaku, baik
sedang sendiri atau ada orang
lain, Atau barang yang dipinjam
selalu  harus  dikembalikan
meskipun si empunya barang
sudah lupa.

Etiket hanya berlaku dm
situasi  dimana  Kkita tiday
seorang diri (ada orang lajy
di sekitar kita). Bila tidak
ada orang lain di sekitar kit
maka etiket tidak berlaky
Misal: saya sedang makan ber.
sama bersama teman sambij|
meletakkan kaki saya di atas
meja, maka saya dianggap me.
langgar etiket. Tetapi kalau
saya sedang makan sendirian,
maka saya tidak melanggar
etiket jika saya makan dengan
cara demikian.

Etika bersifat absolut. “Jangan
mencuri’, “]angan membunuh”
merupakan prinsip-prinsip
etika yang tidak bisa ditawar-
tawar.

Etiket bersifat relatif. Yang
dianggaptidaksopandalamsatu
kebudayaan, bisa saja dianggap
sopan dalam kebudayaan lain.
Misal: makan dengan tangan
atau bersendawa waktu makan.

Etika memandang manusia dari
segi dalam.

Etiket memandang manusia
dari segi lahiriah saja.

Tabel 2.2 Perbedaan antara etika dan etiket

E. HUBUNGAN ETIKA DAN HUKUM

Secara umum, hukum dibuat berdasarkan nilai moral
masyarakat tertentu. Mereka menggambarkan perilaku dasar
manusia. Dengan kata lain, hukum mewakili standar minimurm
perilaku manusia, yaitu perilaku etis. Selain itu, baik hukum
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maupun etika sama-sama sistem yang menjaga seperangkat
nilai moral dan mencegah orang untuk tidak melanggarnya.
Hkum dan moral memberi panduan kepada orang tentang apa
yang mungkin dilakukan atau yang tidak mungkin dilakukan
dalam situasi tertentu. Singkatnya, kedua hal tersebutbertujuan
membuat orang mendapatkan keuntungan dari menjadi
anggota masyarakat yang diatur dengan baik.

Beberapa persamaan lain antara etika dan hukum adalah
keduanya merupakan alat yang dibuat untuk mengatur
tertibnya hidup bermasyarakat, objek dari etika dan hukum
adalah tingkah laku manusia, keduanya mengandung hak
dan kewajiban bagi anggota masyarakat agar tidak saling
merugikan, keduanya menggugah kesadaran untuk bersikap
manusiawi, serta bersumber dari pemikiran para pakar dan
anggota senior,

Menurut Supriadi (2001), hukum adalah kumpulan
peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum, sementara etika
adalah sekumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah
nonhukum, yaitu kaidah-kaidah tingkah laku (etika). Hukum
ada di dalam masyarakat pada dasarnya berlaku untuk ditaati,
sehingga dapat tercipta ketentraman dan ketertiban. Pada
dasarnya hukum bertujuan untuk mencapal kepastian hukum,
sehingga dapat mengayomi masyarakat secara adil dan damal.
Dengan demikian akan tercipta kebahagiaan dalam masyarakat.

Ada beberapa jenis hukum dalam masyarakat. Pertama,
hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur
pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap
kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan
sanksi pidana tertentu.Bentuk atau jenis pelanggaran dan
kejahatan dimuat didalam kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).Kedua, hukum perdata (privat). Hukum
perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan-
kepentingan orang perorangan. Dalam ilmu pengetahuan
hukum, hukum perdata diantaranya adalah hukum perorangan
(pribadi), hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris,
dan hukum dagang.
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Menurut anggaran das;, "

ndonesia {PERHUH;]J huk:;'
m

Ketiga, hukum kesehatan.

|
impunan Hukum Kesehatan
::;:-F;mmn adalah semua ketentuan hukum yang hﬂrhubun

langsung dengan pemeliharaan E‘Itﬂl.'li EE]EI}':"IHEIH kusehahn
dan penerapannya. Hukum ini meliputi “mF“”E“‘kﬂmpunm
hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dey,,
lainnya, yaitu hukum kedokteran, hl.fkum keperawmnl
hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesepg,
masyarakat, hukum kesehatan lingkungan, dan lain se h-‘igainﬁ

(PERHUKI, 1993).

Ada banyak perbedaan antara etika dan hukum. Pertam,
etika berasal dari kesadaran masyarakat akan apa yang benar
dan apa yang salah,sedangkan hukum ditulis dan disety,;
oleh pemerintah. Artinya, etika dapat bervariasi dari Orang
ke orang karena orang yang berbeda mungkin memiji;
pendapat berbeda mengenai masalah tertentu, namun hukyp,
menerangkan dengan jelas apa yang ilegal tidak pedy
bagaimana orang berdebat. Sampai batas tertentu, etika tidaj
didefinisikan dengan baik, namun hukum didefinisikan dag
bersifat kaku,

Kedua, etika juga bisa dibedakan dengan melihat apakah
orang-orang dihukum setelah melanggar peraturan, Tidak ada
yang akan dihukum bila melanggar etika; tapi siapapun yang
melanggar hukum akan menerima hukuman yang dilakukan
olehotoritas terkait. Ketiga, sebuah tindakan bisa sajailegal, tapi
secara moral benar. Misalnya, di Tiongkok kuno, beberapaorang
merampok harta benda dari orang kaya, dan memberikannya
kepada orang miskin, dan dianggap secara moral benar tapi
ilegal. Sebaliknya, tindakan yang legal bisa salah secara moral
Misalnya, beberapa orang menghabiskan ribuan dolar untuk
hewan peliharaan mereka sementara bebe rapa orang miskin di
jalan tidak dapat memiliki cukup makanan. Keempat, beberap
hukum tidak ada kaitannya dengan etika, seperti mobil harus
berada di sisi kiri jalan. Terakh ir, etika lebih menekankan padd

aspek positif sementara hukum lebih memperhatikan tin daka?
negatif,
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Seperti vang telah disinggung sebelumnya, bahwa etika
dan hukum memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Salah
satu perbedaan tersebut adalah etika hanya berlaku untuk
lingkungan profesi sementara hukum berlaku untuk umum,
Selain itu, ada beberapa perbedaan antara etika dan hukum,
antara lain etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota
profesi sementara hukum disusun badan pemerintah, etika
tidak seluruhnya tertulis sementara hukum tercantum secara
terperinci dalam kitab undang-undang dan lembaran atau
berita negara, sanksi terhadap pelanggaran etika berupa
tuntunan sementara sanksi terhadap pelanggaran hukum
berupa tuntutan, serta penyelesaian pelanggaran etika tidak
selalu disertai bukti fisik sementara penyelesaian pelanggaran
hukum memerlukan bukti fisik.

ETIKA DAN HUKUM KEPERAWATAN DI INDONESIA

Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia
(PERHUKI) mendefinisikan hukum kesehatan sebagai semua
ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya,
serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap
lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan
maupun dari pihak penyelenggara kesehatan dalam segala
aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu
pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber
hukum lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang
Kesehatan menyebutkan bahwa setiap kegiatan dalam upaya
untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan
prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan
dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indo-
nesia. UU Kesehatan tersebut merupakan produk hukum
kesehatansebagai fondasi pelaksanaan praktik peningkatan
kesehatan di Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai
praktik keperawatan. Di dalam UU tersebut termaktub aturan-
aturan mengenai sumber daya di bidang kesehatan, perbekalan
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kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, "E’fﬂﬂﬂ kﬂﬂﬂhah
fasilitas pelayanan kesehatan, obat/obat tradisional, tEknmuE'l
kesehatan, dan upaya kesehatan.

Menurut UU Kesehatan, upaya-upaya kesehatan Yang
dilakukan di Indonesia harus dilakukan secara terpag,
terintegrasi dan berkesinambunan untuk memeliharg danl
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bepp,,
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobaty,
penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/at,
masyarakat. Upaya-upaya kesehatan tersebut dapat berup,
pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehahilitatlﬂ
dan pelayanan kesehatan tradisional,

Indonesia juga telah memiliki UU khusus tentang kepe.
rawatan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomg;
38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Di dalam UU tersehyt
tersedia keterangan mengenai jenis perawat, pendidikap
tinggi keperawatan, registrasi/izin praktik keperawatan
hak dan kewajiban perawat/klien, praktik keperawatan,
organisasi profesi keperawatan, kolegium keperawatan,
konsil keperawatan, sanksi administratif bagi perawat, serts
pengembangan, pembinaan, dan pengawasan keperawatan.

Lahirnya UU Keperawatan ini didasarkan pada asas bahwa
penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus diwujud-
kan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terma-
suk pelayanan keperawatan. Penyelenggaraan pelayanan
keperawatan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab,
akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang
memiliki kompetensi, kewenangan, etik, dan moral tinggi. Oleh
karena itu, segala sesuatu mengenai keperawatan perlu diatur
secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan
guna memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada
perawat dan masyarakat,

Selainsumberhukumberupaundang-undang,adabeberap?
produk hukum lain yang mengatur praktik keperawatan di
Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundangan yant
terkait dengan praktik asuhan keperawatan:
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan R1 Nomor 161/MENKES/
PER/1/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1796/MENKES/
PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan
di Rumah Sakit Khusus

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asis-
ten Tenaga Kesehatan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Nomor YM.00.03.2.6.7637 tentang Berlakunya Standar
Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit,
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BAB 3

TEORI DAN PRINSIP ETIKA
DALAM KEPERAWATAN

A. TEORIETIKA

1. Utilitarisme

Filsuf Inggris abad ke-18 dan abad ke-19, |eremy
Bentham dan John Stuart Mill berpendapat bahwa sebuah
tindakan benar jika ia cenderung mempromosikan keba-
hagiaan dan sebaliknya sebuah tindakan dianggap salah
apabila cenderung menghasilkan kesedihan. Kebahagiaan
yang dimaksud bukan hanya kebahagiaan pelaku aksi
tapi juga semua orang yang terkena dampaknya. Teori
semacam ini bertentangan dengan egoisme, pandangan
bahwa seseorang harus mengejar kepentingan dirinya
sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain, dan
pada teori etika apa pun yang menganggap beberapa
tindakan atau jenis tindakan benar atau salah terlepas dari
konsekuensinya. Utilitarianisme juga berbeda dari teori
etika yang membuat kebenaran atau kesalahan tindakan
tergantung pada motif agen, karena menurut Utilitarian
hal yang benar untuk mungkin dilakukan dengan motif
yang buruk.

Utilitarianisme adalah upaya untuk memberikan jawa-
ban atas pertanyaan praktis “Apa yang harus dilakukan
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nnya adalah hﬂ_]"w“ di_a harus bertj,,
untuk menghasilkan kgnsfelﬂl.le"m terball-:l.{ o Penge,.
tian kﬂ,ngekuensi,ul.'i]itarlanllsrI'-E lTIEl'lL"a up semy, by
baik dan buruk yang dihasilkan oleh tindakan erseby, |
baik yang muncul setelah tindakan tersebut I:iilaltn.:],;;I
atau selama kinerjanya. Jika perbedaan k“"“k“'-‘nsi
tindakan alternatif tidak besar, beberapa utilitariap tiday,
menganggap pilihan di antara men:eka s?hagai Isu Mory
Menurut Mill, tindakan harus diklasifikasikan sebagy
benar atau salah secara moral hanya jika kﬂnifkuensinﬁ
sangat penting sehinggﬁ seseorang ingin melihat agen
tersebut dipaksa untuk bertindak dengan cara yang lebiy
disukai.

Dalam menilai konsekuensi tindakan, utilitarianisme
bergantung pada beberapa teori nilai intrinsik: sesygy,
dianggap baik, terlepas dari konsekuensi lebih lanjut, dap
semua nilai lainnya diyakini memperoleh nilai mereky
dari hubungannya dengan kebaikan intrinsik ini sebagaj
alat. Bentham dan Mill adalah hedonis, yaitu mereks
yang menganalisis kebahagiaan sebagai keseimbangan
kesenangan atas rasa sakit dan percaya bahwa perasaan
ini sendiri adalah nilai intrinsik dan disvalue. Utilitarian
juga berasumsi bahwa membandingkan nilai intrinsik yang
dihasilkan oleh dua tindakan alternatif dapat dilakukan.
Selain itu, seseorang juga dapat memperkirakan mana
yang akan memiliki konsekuensi yang lebih baik.

Bentham percaya bahwa kalkulus hedonik secara
teoritis mungkin terjadi. Sebagai seorang moralis, ia men-
pertahankan, dapat meringkas unit kesenangan dan unit
rasa sakit untuk semua orang yang mungkin terpengaruf
segera dan di masa depan, dan dapat menganggap Kes¢

- imbangan itu sebagai ukuran keseluruhan kecenderunga®
baik atau jahat suatu tindakan. Pengukuran yang tep®
seperti yang diramalkan Bentham mungkin tidak penting
namun tetap diperlukan bagi utilitarian untuk memb#

beberapa perbandingan interpersonal mengenai nilal efek
dari tindakan alternatif,
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Dalam pendekatan utilitarian, keputusan dipilih ber-
dasarkan jumlah manfaat terbesar yang diperoleh untuk
jumlah individu terbanyak. Ini juga dikenal sebagai
pendekatan konsekuensialis karena hasilnya menentukan
moralitas intervensi. Pendekatan ini dapat menyebabkan
kerugian bagi beberapa individu sedangkan hasil bersihnya
adalah keuntungan maksimal. Pendekatan ini biasanya
dipandu oleh keuntungan atau kerugian yang dihitung
untuk tindakan atau intervensi berdasarkan bukti.
Beberapa contoh pendekatan utilitarian dalam perawatan
medis termasuk menetapkan target rumah sakit untuk
resusitasi bayi baru lahir prematur (usia gestasi) atau
perawatan pasien luka bakar (tingkat cedera) berdasarkan
ketersediaan waktu dan sumber daya.

Ada dua varian utilitarianisme: utilitarianisme tinda-
kan dan utilitarianisme peraturan, Utilitarianisme tinda-
kan berkaitan dengan keputusan yang diambil untuk
setiap kasus yang menganalisis manfaat dan kerugian
yang mendorong konsekuensi yang lebih baik secara
keseluruhan. Setiap tindakan/keputusan yang tiba untuk
setiap pasien dihadapkan dengan pengukuran kese-
imbangan manfaat dan kerugian, tanpa memeriksa penga-
laman atau bukti masa lalu. Metode ini akan menghasilkan
pemborosan waktu dan energi dalam pengambilan kepu-
tusan dan cenderung bias.

Dalam utilitarianisme aturan, tidak ada prediksi
atau perhitungan manfaat atau bahaya yang dilakukan.
Keputusan ini dipandu oleh peraturan preformed ber-
dasarkan bukti dan karenanya memberikan panduan
yang lebih baik daripada utilitarianisme tindakan dalam
pengambilan keputusan. Menurut aturan utilitarianisme,
keputusan yang benar secara moral adalah tindakan yang
mematuhi peraturan/peraturan moral yang mengarah
pada konsekuensi yang lebih baik. Meski konsep ini
terlihat menarik pasien merasa terhambat saat dokter
membuat keputusan, yang mempengaruhi prinsip etika
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fundamental. Masalah etis ini dapat diakomodas; 5

berhadapan dengan pasien yang kompeten untuk be MPers

dalam pengambilan keputusan, sambil menlmhumﬂn
dilema moral pada pasien yang tidak kompeten, misalny,
pada pasien yang mati otak (status vegetatif pEmﬂHEn}_
Berkaitan dengan penarikan dana untuk kelangsungan
hidup/organ, dll. Dalam skenario di atas, dilema dapay
ditangani secara etis dan legal jika pasien telah membyg
arahan keputusan sebelumnya tentang kehidupan Merek,

Z. Deontologi

Etika deontologis, dalam filsafat didefinisikap seha.
gai teori yang menempatkan penekanan khusus
hubungan antara tugas dan moralitas tindakan ma
Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunanideon yang
berarti 'tugas’ dan logos ‘pengetahuan’ Dalam etik
deontologi suatu tindakan dinilai secara moral baik kareng
beberapa karakteristik dari tindakan itu sendiri, bukap
karena produk dari tindakan itu baik. Etika deontologi
berpendapat bahwa setidaknya beberapa tindakan
secara moral wajib terlepas dari konsekuensinya bagi
kesejahteraan manusia, Sebaliknya, etika teleologis (juga
disebut etika konsekuensialis atau konsekuensialisme)
berpendapat bahwa standar dasar moralitas adalah nilai
sesungguhnya dari apa yang ditimbulkan suatu tindakan.
Teori-teori deontologis telah disebut formalistik, karena
prinsip utama mereka terletak pada kesesuaian suatu
tindakan terhadap beberapa peraturan atau hukum.

Filsuf besar pertama yang mendefinisikan prinsip
deontologis adalah Immanuel Kant, pendiri filsafat kritis
Jerman abad ke-18. Kant berpendapat bahwa tidak ada
yang baik tanpa kualifikasi kecuali kemauan yang baik
dan kemauan yang baik adalah keinginan untuk hert{ndﬂ[‘f
sesuai dengan hukum moral dan untuk menghormati
undang-undang tersebut daripada karena kecenderunga”
alami. Diamelihathukum moral sebagai imperatifkategoris
yaitu sebuah komando tanpa syarat. Selain itu, ia percay?

Etike Profesi & Fukum Keperatratan

Pada
nusia,



bahwa isinya dapat dibuat berdasarkan akal manusia saja.
Dengan demikian, imperatil kategoris tertinggi adalah:
"Bertindaklah hanya pada pepatah yang dengannya Anda

dapat pada saat bersamaan akan mewujudkannya sebagai
hukum universal”

Kant mempertimbangkan bahwa perumusan keharu-
san kategoris setara dengan: "Jadi, bertindaklah bahwa
Anda memperlakukan manusia di dalam diri Anda dan di
dalam pribadi orang lain pada saat yang sama sekaligus
sebagai akhir dan tidak hanya sebagai sarana” Namun,
hubungan kedua formulasi tersebut sama sekali tidak
jelas. Bagaimanapun, kritikus Kant mempertanyakan
pandangannya bahwa semua tugas dapat diturunkan
dari prinsip formal semata dan berpendapat bahwa dia
mengabaikan muatan konkret kewajiban moral.

Berbeda dengan konsep utilitarian, deontologi adalah
etika tugas dimana moralitas suatu tindakan bergantung
pada sifat tindakan, yaitu kerugian tidak dapat diterima
terlepas dari konsekuensinya. Konsep ini diperkenalkan
oleh seorang filsuf, Immanuel Kant dan karenanya secara
luas disebut deontologi Kantian. Keputusan deontologi
mungkin sesuai untuk seseorang namun tidak harus
menghasilkan hasil yang baik bagi masyarakat.

Interaksi atau hubungan dokter-pasien secara alami
bersifat deontologis karena praktik pengajaran kedokteran
menanamkan tradisi ini, dan ketika praktik deontologis
ini dilanggar, konteks kelalaian medis muncul. Tradisi ini
mendorong dokter untuk melakukan yang terbaik pada
pasien, memperkuat ikatan dokter-pasien. Ahli ideologi
deontologis (dokter dan staf medis lainnya) biasanya
didorong oleh pendekatan utilitarian oleh profesional
kesehatan masyarakat, manajer rumah sakit, dan politisi
(ideolog idealnya).

Dari perspektif utilitarian, sumber daya sistem pera-
watan kesehatan, energi, uang, dan waktu yang terbatas,
harus diakomodasi dengan tepat untuk mencapai pera-
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watan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Ini dijalany,
dengan peraturan dan pedoman lcllgkar._h Sementary ity
untuk mencapai yang terbaik dalam jumlah terbes,,
melibatkan sedikit bahaya (iatrogenik) dapat diterim,
oleh para ahli ideologi utilitarian. Sahaggi contoh
beberapa kasus polio paralitik akibat vaksin setelgy
vaksinasi polio oral. Dari perspektif deontologis, ytj);.
tarian menggeneralisasi pedoman atau peraturan semep.
tara mungkin ada kasus luar biasa yang mungkin tidaj
diterapkan pada pedoman tersebut. Penyimpangan tip.
dakan dari pedoman tersebut berkontribusi terhadap
kelalaian medis terhadap utilitarian. Konflik semacam
itu dalam pendekatan biasanya ditemukan dalam sistem
perawatan kesehatan saat ini. Demikian pula, keterlibatan
sistem pembayaran pihak ketiga (asuransi kesehatan)
mempengaruhi kerahasiaan antara hubungan dokter-
pasien.

3. Teori Hak

Seperti banyak perspektif etis, pendekatan berbasis
hak juga berakar pada filsuf kuno yang berkaitan dengan
konsep keadilan, serta filsuf hukum alam yang mengakui
potensi hak-hak tertentu yang melekat pada kodrat
manusia. Hak alamiah umumnya dianggap sebagai
anugerah alam atau tuhan yang tidak bisa diambil. Gagasan
modern tentang hak alam sangat terkait erat dengan filsuf
Inggris abad ketujuh belas John Locke (Almond, 1993)
dan pendapatnya bahwa manusia berhak atas kehidupan,
kebebasan, dan properti. Dalam teori kontemporer, klaim
moral ini disebut sebagai hak asasi manusia universal
dan merupakan dasar untuk menetapkan dan/atau
mengevaluasi standar etika dalam tatanan sosial.

Beauchamp dan Childress (2009) mendefinisikan
hak sebagai "klaim yang dibenarkan bahwa individu dan
kelompok dapat membuat orang lain atau masyarakat
memiliki hak untuk berada dalam posisi menentukan
pilihan seseorang, apa yang orang lain harus lakukan
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atau tidak perlu lakukan®. Dalam kasus hak hukum,
klaim tersebut harus dibenarkan berdasarkan asas
dan peraturan hukum. Demikian juga, hak moral harus
menemukan landasan dalam prinsip dan peraturan moral.
Salah satu bentuk hak tidak harus mengarah pada yang
lain, meski perbedaan ini tidak dikenal dengan baik dalam
masyarakat kontemporer.

Beauchamp dan Childress (2009) terus menunjukkan
bahwa, sementara beberapa hak dapat dianggap bersifat
mutlak, sebagian besar lebih baik dianggap sebagai hak
prima facie. Dengan kata lain, sebagian besar hak harus
diobservasi dengan tidak adanya klaim yang bersaing:
namun semua hak cenderung tunduk pada klaim yang
bersaing di beberapa titik. Misalnya, hak fundamental
untuk hidup seringkali ditangguhkan dalam situasi yang
melibatkan pembelaan diri atau pembunuhan selama
perang.

Perbedaan lain yang berguna adalah hak positif dan
negatif, Hak positif adalah hak untuk menerima kebaikan
atau pelayanan tertentu dari orang lain (Beauchamp
& Childress, 2009). Oleh karena itu, hak positif meng-
asumsikan bahwa seseorang (individu atau agen) berke-
wajiban untuk melakukan sesuatu untuk orang lain.
Sementara itu, hak negatif adalah hak untuk bebas dari
tindakan orang lain, jadi hak negatif mewajibkan orang
lain untuk tidak melakukan tindakan yang berhubungan
dengan orang lain secara langsung maupun tidak langsung.
Implikasi penting di sini adalah bahwa hak menempatkan
kewajiban pada individu lain atau entitas sosial, serta
pertimbangan apakah tugas terkait kemudian ditafsirkan
bersifat mutlak.

Konsep hak sangat menarik sebagai dasar argumen
moral dan pembenaran dalam masyarakat demokratis
modern, namun juga terbuka untuk sejumlah masalah
(Almond, 1993). Pertama, tidak ada kesepakatan umum
tentang apa atau siapa yang bisa menjadi subjek hak.
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Kesamaan kesepakatan Serupd i‘d;E;:: ZHL;“thEHm s
yang bisa menjadi hak untuk mela ya. Akhirny, .

pertanyaan tentang apakah hak bisa menjadi tidak dall:t

dicabut atau absolut.

Hak atas kesehatan dapat didefinisikan sebagy; ha
dasar yang dimiliki masing-masing individu, Kargy,
kemajuan teknologi medis yang tinggi, etiologi, Prevaleng
dan prognosis sebuah penyakit Kini lebih dipahap;
Hal tersebut juga membuat peran faktor Peneny,
kesejahteraan sosial sandang, pangan, papan, pendidika,
jaminan sosial menjadi sangat penting. Konsep upy,
menjadi sehatdan tetap sehat mengubah konsep kesehata,
dari pandangan terbatas yang hanya berfokus pag,
pencegahan dan penyembuhan penyakit, menjadi wacap,
yang lebih komprehensif yang mencakup kesejahteraay
fisik, sosial, dan fisiologis. Dengan demikian konteks hak
atas kesehatan berubah sesuai dan memulai klaim untuk
faktor penentu sosial kesehatan. Wacana baru dari konsep
tersebut menyebabkan masalah distribusi sumber daya
untuk faktor penentu sosial kesehatan menjadi subjek
teori keadilan sosial.

4. Teori Keutamaan (Virtue Theory)

Teori keutamaan (virtue theory) adalah istilah yang
luas untuk teori yang menekankan peran karakter dan
kebajikan dalam filsafat moral daripada melakukan tugas
atau tindakan seseorang untuk menghasilkan konsekuensi
yang baik. Sebagian besar teori etika ini mengambil
inspirasi dari Aristoteles yang menyatakan bahwa orang
yang berbudi luhur adalah seseorang yang memiliki
karakter ideal. Ciri-ciri ini berasal dari kecenderungan
internal alami, namun perlu dipupuk, namun begit
didirikan, sifatini akan menjadi stabil. Misalnya, orang yané
berbudi luhur adalah seseorang yang baik dalam banyak
situasi selama seumur hidup karena itu adalah karakterny?
dan bukan karena dia ingin memaksimalkan wutilitas atay
mendapatkan bantuan atau hanya melakukan tugaswy®
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Tidak seperti teori deontologls dan konsekuensialis, teori
etika keutamaan tidak bertujuan mengidentifikasi prinsip
universal yang dapat diterapkan dalam situasi moral
manapun. Teor| etika ini berhubungan dengan pertanyaan
yang lebih luas "Bagaimana seharusnya saya hidup?”, "Apa
kehidupan yang baik?"Apa nilai keluarga dan sosial yang
tepat?”

Sejak kebangkitannya di abad ke-20, etika keutamaan
telah dikembangkan dalam tiga arahan utama: Eudai-
monisme, teori berbasis agen, dan etika perawatan. Eudai-
monisme mendasari kebajikan dalam perkembangan
manusia, dimana berkembang disamakan dengan melaku-
kan fungsi khas seseorang dengan baik. Dalam kasus
manusia, Aristoteles berpendapat bahwa fungsi khas kita

adalah penalaran, dan karenanya kehidupan "layak hidup”
adalah sesuatu yang kita anggap baik.

Teori berbasis agen menekankan bahwa kebajikan
ditentukan oleh intuisi akal sehat bahwa kita sebagai
pengamat menilai sifat yang mengagumkan pada orang
lain. Cabang ketiga etika keutamaan, etika perawatan,
diusulkan sebagian besar oleh pemikir feminis. Ini
menantang gagasan bahwa etika harus berfokus semata-
mata pada keadilan dan otonomi. Argumen ini didasarkan
bahwa sifat feminin yang lebih feminin, seperti peduli dan
mengasuh, juga harus diperhatikan.

Mengangkat keberatan terhadap teorinormatiflainnya
dan mendefinisikan dirinya bertentangan dengan klaim
orang lain, merupakan tahap pertama dalam pengem-
bangan etika keutamaan. Para ahli etika ini kemudian
mengambil tantangan untuk mengembangkan kebaikan
penuhyangbisabertahanberdasarkan kemampuanmereka
sendiri dan bukan sekadar mengkritik konsekuensialisme
dan deontologi.

Ada tiga alur utama pengembangan etika keutamaan:
eudaimonisme, teori berbasis agen, dan etika perawatan.
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a. Eudaimonisme

Eudaimonia adalah istilah Aristotelian yang Secary
longgar (dan tidak memada) diterjemahkan sebgg,,
kebahagiaan. Untuk memahami perannya dalyy,
etika moral kita melihat argumen fungsi Aristote|ps
Aristoteles mengakui bahwa sebuah tindakan tigy),
sia-sia karena mereka memiliki tujuan. Setiap tindakap
bertujuan untuk sesuatu yang baik. Sebagai cnntuh_!
vaksinasi dokter terhadap bayi bertujuan unty
kesehatan bayi. Selanjutnya, beberapa hal dilakukap,
untuk kepentingan mereka sendiri (berakhir pada diy
mereka sendiri) dan beberapa hal dilakukan demi hg
lain (sarana ke tujuan lain). Aristoteles mengklaim
bahwa semua hal yang berakhir dalam diri sendiri juga
berkontribusi pada akhir yang lebih luas, sebuah akhir
yang merupakan kebaikan terbesar dari semuanya
Eudaimonia adalah kebahagiaan, kepuasan, dan peme-
nuhan, nama jenis kehidupan terbaik, yang merupakan
akhir dari dirinya sendiri dan sarana untuk hidup dan
berjalan dengan baik.

Pentingnya etika ini adalah membalikkan hubu-
ngan antara kebajikan dan kebenaran. Seorang utilita-
rian bisa menerima nilai kebaikan, tapi hanya karena
seseorang dengan disposisi yang baik cenderung
menghasilkan konsekuensiyang akan memaksimalkan
kegunaannya. Jadi kebajikan hanya dibenarkan karena
konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam etika keba-
jikan eudaimonisme, kebajikan dibenarkan karena
merupakan unsur konstitutif darj eudaimonia (yaitu,
pertumbuhan dan kesejahteraan manusia), yang baik
dalam dirinya sendiri.

b. Etika Berbasis Agen

Tidak semua akun etika kebajikan adalah eudai-
monis. Michael Slote telah mengembangkan sebuah
nilai tentang kebajikan berdasarkan intuisi akal sehat
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kita tentang ciri-ciri karakter mana yang menga-
gumkan. Slote membuat perbedaan antara teori agen
yang berfokus pada agen dan agen. Teori yang berfokus
pada agen memahami kehidupan moral dalam hal apa
adanya menjadi individu yang baik, di mana kebajikan
adalah disposisi batin. Teori Aristotelian adalah contoh
dari teori yang berfokus pada agen. Sebaliknya, teori
berbasis agen lebih radikal karena evaluasi tindakan
mereka bergantung pada penilaian etis tentang
kehidupan batin agen yang melakukan tindakan
tersebut. Ada berbagai sifat manusia yang kita anggap
mengagumkan, seperti kebajikan, kebaikan hati, kasih
sayang, dll dan kita dapat mengidentifikasi hal ini
dengan melihat orang-orang yang kita kagumi, contoh
moral kita.

Etika Perawatan

Etika keperawatan dikembangkan terutama oleh
para penulis feminis, seperti Annette Baier (1929-
2012), filsuf Selandia Baru, yang menyatakan bahwa
nilai etika keutamaan ini dimotivasi oleh pemikiran
bahwa pria berpikir dalam istilah maskulin seperti
keadilan dan otonomi, sedangkan wanita berpikir
dalam istilah feminin seperti peduli. Para teoretikus
ini meminta perubahan bagaimana kita memandang
moralitas dan kebaikan, beralih ke kebaikan yang
dicontohkan oleh wanita, seperti merawat orang lain,
kesabaran, kemampuan untuk memelihara, mengor-
bankan diri, dil. Kebaikan jenis ini telah dipinggirkan
karena masyarakat tidak cukup menilai kontribusi
wanita. Tulisan di bidang ini tidak selalu secara
eksplisit membuat hubungan dengan etika kebajikan.
Namun, ada banyak dalam diskusi mereka tentang
kebajikan tertentu dan hubungannya dengan praktik
sosial dan pendidikan moral, dan lain-lain, yang
penting bagi etika keutamaan.
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TAN
B. PRINSIP ETIKADALAM KEPERAWA

1. Otonomi (autonomy) - |
Pasien harus memiliki otonomi pemikiran, niat, 4,

tindakan saat membuat keputusan MENEENAl prosedy,
perawatan kesehatan, Oleh karena itu, proses pengambily,
keputusan harus bebas dari paksaan atau pembujukg,
dari pihak lainnya. Agar pasien memblfat keputusan yang
tepat, dia harus memahami semua n:a"ii-m dan manfaat
prosedur serta kemungkinan keberhasilan dari tindakap,
yang akan dijalani. Dikarenakan pengambilan keputusay
sangat teknis dan mungKin melibatkan emosi tinggj
sulit untuk mengharapkan pasien mengambil keputusan
dengan informed consent.

Prinsip otonomi memandang hak individu untuk me-
nentukan nasib sendiri. Ini berakar pada penghormatan
masyarakat terhadap kemampuan individu untuk mem-
buat keputusan berdasarkan informasi tentang masalah
pribadi. Otonomi menjadi penting karena nilai sosial
telah bergeser untuk menentukan kualitas medis bagi
pasien daripada profesional medis. Meningkatnya nilai
otonomi dapat dilihat sebagai reaksi sosial terhadap
tradisi “paternalistik” di dalam perawatan kesehatan.
Beberapa pihak mempertanyakan apakah reaksi balik
terhadap paternalisme yang secara historis berlebihan
yang mendukung otonomi pasien telah menghambat peng-
gunaan paternalisme yang baik terhadap kerugian hasil
beberapa pasien. Penghormatan terhadap otonomi adalah
dasar untuk informed consent dan advance directives.

Definisi otonomi adalah kemampuan seseorang untuk
membuat keputusan Yang rasional dan tidak terpengaru h.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa otonomi mery
pakan indikator umum kesehatan, Perkembangan banyak
penyakit terminal ditandaj dengan hi angnya otonomi
dalam berbagai perilaky. Misalnya, demensia hampif
selalu berujung pada hilangnya ﬂtnnu‘mi. Demensia adalah
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penyakit kronis dan progresif yang menyerang otak dan
mempengarvhi kemampuan untuk membuat penilaian,
dapat menyebabkan kehilangan ingatan, menyebabkan
penurunan pemikiran rasional dan mempengaruhi
orientasi.

Prinsip ini berimplikasi pada pertimbangan etika
kedokteran: “apakah tujuan perawatan kesehatan untuk
berbuat baik, dan diuntungkan darinya?" atau “apakah
tujuan perawatan kesehatan untuk berbuat baik kepada
orang lain, dan masyarakat diuntungkan dari tindakan ini?".
Pasien berhak membuat keputusan tentang perawatan
medis tanpa penyedia layanan kesehatan yang mencoba
mempengaruhi keputusan tersebut. Dengan memper-
timbangkan otonomi sebagai parameter pengukuran untuk
perawatan diri [self), perspektif medis dan etika mendapat
manfaat dari referensi tersirat terhadap kesehatan.

Psikiater dan psikolog klinis sering diminta untuk
mengevaluasi kapasitas pasien untuk membuat keputusan
hidup dan mati di penghujung kehidupan, Orang dengan
kondisi kejiwaan seperti delirium atau depresi klinis
mungkin kekurangan kapasitas untuk membuat kepu-
tusan akhir kehidupan. Bagi orang-orang ini, permintaan
untuk menolak perawatan dapat dilakukan dalam konteks
kondisinya. Jika tidak ada instruksi yang jelas, sebaliknya
orang yang memiliki kapasitas mental diperlakukan sesuai
dengankepentinganterbaikmereka. Haliniakanmelibatkan
penilaian yang berhubungan dengan orang-orang yang
mengenal orang tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal
ini untuk menentukan keputusan apa yang akan dibuat
orang tersebut jika mereka tidak kehilangan kapasitas,
Orang-orang dengan kapasitas mental untuk membuat
keputusan akhir hidup dapat menolak pengobatan
dengan pemahaman bahwa hal itu dapat mempersingkat
kehidupan. Psikiater dan psikolog mungkin terlibat untuk
mendukung pengambilan keputusan,

Teori Dan Pringip Etika Dalam Kepenrwatan



2. Keadilan (justice)
Prinsip ini didasarkan pada gag:an ihah“ra h‘-‘han
dan manfaat pengobatan paru atau eKsperimental har

didistribusikan secara merata di *“?‘3"?“?“:1“: I;E'I“mllnk
di masyarakat. Penerapan P I:hmlu: Utuhlegy,
prosedur yang menjunjung tinge! Semangas TURUM yapy
ada dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penyed,
layanan kesehatan harus mEmF{Emmb?“Ekﬂ' €Mmpgt
hidang utama saat me[‘lgEVﬂ,lUﬂEl keadilan: dlshihugf
yang adil dari sumber daya yang IE“E“HI: kebutuhan be,.
saing, hak dan kewajiban, dan potensi konflik dengay
undang-undang yang ditetapkan. T‘eknulugf reproduks;
menciptakan dilema etis karena pengobatan tidak tersedj;

untuk semua orang.

Akses yang adil terhadap asuhan keperawatan me.
nunjukkan bahwa perawat tersedia untuk memberikan
perawatan dan bahwa penerima perawatan (pasien,
keluarga, atau masyarakat) tahu bahwa perawatan ter-
sedia bagi mereka. Akses dalam praktik antarnegara harus
mempertimbangkan masalah demografis. Berapa ba-
nyak perawat yang berlatih dalam praktik keperawatan
antarnegara? Apakah mereka bekerja penuh waktu atau
paruh waktu? Apa keahlian mereka? Jika keahlian mereka
(misalnya, perawatan kritis) sangat diminati di negara
tempat tinggal mereka dan jika jumlah mereka relatif
sedikit, mungkinkah meminta mereka untuk mencairkan
layanan mereka di negara mereka sendiri untuk memenuhi
tuntutan layanan mereka yang lebih tinggi di negara lain?

Prinsip dasar keadilan adalah kebutuhan. Misalnya
ketikaada dua negara membutuhkan jenis keahlian
perawat seperti perawatan kritis, namun tidak cukup
perawat untuk memenuhi permintaan. Perawat perawatan
kritis di kedua negara ini menjadi sumber daya yans
langka. Apakah mereka harus bekerja lebih keras, lebil
lama dan melakukan pﬂrjalanan lebih ia“h dengan E-Ell
yang sama? Jika demilian, situasi ini jelas tidak mement"
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prinsip etika peradilan. Akan tetapl, jika perawat benar-
benar diberi tunjangan dan gaji sepadan dengan bekerja
lebih keras dan lebih lama dan di tempat-tempat terpencil,
dari mana uang tersebut didapatkan?

Menentukan alokasi sumber daya yang langka cukup
sulit dalam keadaan tertentu, apalagi di dalam kelompok
praktik keperawatan antarnegara, terutama jika ada
negara kaya dan miskin dalam kelompok kompak. Dalam
keadaan seperti ini, bagaimana keadilan sebaiknya di-
sajikan kepada mereka yang paling terpengaruh oleh
perawat dan sumber keuangan yang langka? Pertanyaan
ini pertama dan paling utama adalah masalah etis; dengan
demikian, hal itu menuntut standar keadilan tertinggi.

Kebermanfaatan (beneficence)

Prinsip ini diperlukan agar prosedur keperawatan
diberikan dengan niat baik untuk pasien yang terlibat.
Prinsip ini juga mengharuskan penyedia layanan kese-
hatan mengembangkan dan memelihara keterampilan
dan pengetahuan, terus memperbarui pelatihan, memper-
timbangkan keadaan individu dari semua pasien, dan
berusaha untuk mendapatkan keuntungan bersih. Istilah
beneficence mengacu pada tindakan yang mempromosikan
kesejahteraan orang lain, Dalam konteks medis, ini berarti
mengambil tindakan yang melayani kepentingan terbaik
pasien. Namun, ketidakpastian seputar definisi yang tepat
tentang praktik mana yang sebenarnya membantu pasien.

Childress dan Beauchamp dalam Principle of
Biomedical Ethics [2009) mengidentifikasi kebermanfaatan
sebagai salah satu nilai inti etika kesehatan. Beberapa
ilmuwan, seperti Edmund Pellegrino, berpendapat bahwa
kebermanfaatan adalah satu-satunya prinsip dasar etika
kedokteran. Mereka berpendapat bahwa penyembuhan
seharusnya menjadi satu-satunya tujuan pengobatan.

Dokter diharapkan menahan diri untuk tidak menim-
bulkan bahaya, namun mereka juga memiliki kewajiban
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untuk membantu pasien mereka. Etika sering memhﬂdakah
antara manfaat wajib dan ideal. Manfaat ideal tergjy; dar
tindakan kemurahan hati yang ekstrem atau upayg Unty
memberi manfaat bagi orang lain pada semua kEEEmPHLan
yang mungkin terjadi. Dokter tidak selalu dihfr"'ﬂl‘-‘kan Unty}
hidup sesuai dengan definisi kemurahan hati yang |y 5 ing
Namun, tujuan pengobatan adalah untuk Mempromosijg,
kesejahteraan pasien, dan dokter memiliki kﬂtErampuan
dan pengetahuan yang memungkinkan mereka membany,
oranglain, Karena sifat hubungan antara dekter dan pa sien
dokter berkewajiban untuk: mencegah dan menghap,,
bahaya, serta mempertimbangkan dan menyeimbangk,,
kemungkinan manfaat dari kemungkinan risiko suap,
tindakan. Kebermanfaatan juga bisa mencakup melind ungj
dan membela hak orang lain, menyelamatkan orang-orang
yang berada dalam bahaya, dan membantu orang-orang
cacat.

Contoh tindakan prinsip ini adalah membantu perna-
pasan korban yang tenggelam, memberikan vaksinasi
untuk masyarakat umum, mendorong pasien untuk
berhenti merokok dan memulai program latihan, berbicara
dengan masyarakat tentang pencegahan penyakit menular
seksual (PMS).

4. Tidak membahayakan (nonmaleficence)

Prinsip ini diperlukan agar prosedur yang dilakukan
tidak membahayakan pasien yang terlibat atau orang lain
di masyarakat. Spesialis infertilitas beroperasi dengan
asumsi bahwa mereka tidak membahayakan atau seti
daknya meminimalkan bahaya dengan mencapaihasil
positif yang lebih besar. Namun, karena teknologi repro-
duksi bantu memiliki tingkat keberhasilan yang terbatas
tidak pasti keseluruhan hasil, keadaan emosional pasien
mungkin akan berdampak negatif. Dalam beberapa kasus
sulit bagi dokter untuk berhasil menerapkan prinsip tidak
membahayakan.
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Konsep tidak membahayakan diwujudkan oleh
ungkapan, “pertama, tidak ada salahnya” atau bahasa
Latin, primum non nocere. Banyak yang menganggap itu
sebagai pertimbangan pertama atau utama (primum):
lebih penting untuk tidak menyakiti pasien, daripada
melakukannya dengan baik. Hal ini sebagian karena prak-
tisi yang antusias cenderung menggunakan perawatan
yang mereka yakini akan berhasil, tanpa terlebih dahulu
mengevaluasi secara memadai untuk memastikan tidak

menimbulkan kerusakan (atau hanya tingkat yang dapat
diterima).

Banyak bahaya telah dilakukan pada pasien sebagai
akibatnya, seperti kata pepatah, “Pengobatannya sukses,
tapi pasiennya meninggal”. Tidak hanya lebih penting untuk
tidak membahayakan daripada berbuat baik; penting
juga untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan
pengobatan akan membahayakan pasien. Jadi, dokter
harus lebih jauh daripada tidak memberi resep obat yang
mereka tahu berbahaya dia seharusnya tidak meresepkan
obat [atau mengobati pasiennya) kecuali jika dia tahu
bahwa pengobatan tersebut tidak mungkin berbahaya.
Atau paling tidak, pasien tersebut memahami risiko dan
manfaatnya, dan kemungkinan manfaat tersebut lebih
besar daripada risiko yang mungkin terjadi.

Namun, dalam praktiknya, banyak perawatan mem-
bawa beberapa risiko bahaya. Dalam beberapa situasi,
misalnya dalam situasi putus asa dimana hasilnya tanpa
perawatan akan sangat parah, perawatan berisiko yang
memiliki kesempatan tinggi untuk melukai pasien akan
dibenarkan, karena risiko tidak mengobati juga sangat
mungkinmemhahayakan.]adiprinsipﬁdakmemhahaﬁkﬂn
tidak mutlak dan menyeimbangkan prinsip beneficence
(berbuat baik), karena efek kedua prinsip bersama-sama

sering menimbulkan efek ganda.
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5. Kejujuran (veracity)

Kejujuran adalah prinsip pengajaran kebenarap, day
didasarkan pada pasienserta konsep otonomi. Agar gq.
orang dapat membuat pilihan rasional sepenuhny dia
harus memiliki informasi yang relevan dengan jep,
tusannya. Apalagi informasi ini harus sejelas dan sealy, rat
mungkin, Kebenaran akan dilanggar setidaknya ﬂalnm
dua cara, dengan tindakan berbohong atau pertukary,
informasi keliru yang disengaja. Namun, prinsip kejujurgy,
juga dilanggar dengan kelalaian, penghindaran yap,
disengaja dari semua atau bagian dari kebenaran. Akhjr.
nya, prinsip kejujuran juga bisa dilanggar dengan menye.
laraskan informasi secara sengaja dalam jargon aty,
bahasa yang gagal menyampaikan informasi dengan car
yang bisa dipahami oleh penerimanya atau yang sengaja
menyesatkan si penerima.

Dalam konteks perawatan kesehatan, ada dua penera-
pan prinsip ini secara luas. Pertama, berhubungan dengan
perawatan pasien dan isu-isu seperti informed consent,
Pasien dan keluarga bergantung pada dokter dan perawat
lain untukinformasiyang merekabutuhkan untulkkmembuat
pilihan berdasarkan informasi tentang perawatan mereka.
Mereka juga berharap untuk diberitahu kebenaran tentang
perawatan mereka, termasuk kesalahan atau kejadian
yang tidak diinginkan. Sebagai alternatif, beberapa pasien
atau keluarga pasien tidak ingin disebutkan kebenarannya,
menempatkan dokter, perawat atau profesional perawatan
kesehatan lainnya dalam situasi di mana tugasnya untuk
mendapatkan informed consent terganggu oleh keinginan
pasien atau keluarga,

Aplikasi kedua berhubungan secara umum dengan
etika profesional dan harapan dasar bahwa kita jujur
dalam interaksi profesional kita, Penerapan kejujuran
ini jelas terlihat dalam berbagai isu termasuk hubungan
profesional, standar dokumentasi, praktik penagihan.
manajemen risiko, peer review, hubungan masyarakat
dan pelaporan peraturan, dan kepatuhan,
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6. Kesetiaan (fidelity)

Prinsip kesetiaan secara luas mensyaratkan hahwa kita
bertindak dengan cara yang setia. Ini termasuk menepati
janji, melakukan apa yang diharapkan, melakukan tugas
dan dapat dipercaya. Kesetiaan peran mencakup loyalitas
spesifik yang terkait dengan penunjukan profesional
tertentu, dan Purtillo (2005) mencantumkan lima harapan
yang terkait dengan perkiraan pasien dalam hal kesetiaan
dalam konteks perawatan kesehatan:

a. Perawat memperlakukan mereka dengan hormat.

b. Perawat, pengasuh atau profesional perawatan kese-
hatan lainnya, kompeten dan mampu menjalankan
tugas yang diperlukan dari peran profesional.

Perawat mematuhi kode etik profesional.

Perawat mengikuti kebijakan dan prosedur organisasi
dan hukum yang berlaku.

e. Perawat akan menghormati kesepakatan yang dibuat
dengan pasien.

Kesetiaan mungkin adalah sumber konflik etis yang
palingumum. Dalam situasi tertentu, profesional perawatan
kesehatan menemukan diri mereka bertentangan antara
apa yang mereka yakini benar, apa yang diinginkan pasien,
apa yang diharapkan anggota tim perawatan kesehatan
lainnya, apa kebijakan organisasi yang menentukan dan/
atau apa profesi atau hukum yang dimilikinya.

7. Informed Consent

Informed consent dalam etika biasanya mengacu pada
gagasan bahwa seseorang harus diberi tahu sepenuh-
nya dan memahami potensi manfaat dan risiko pilihan
pengobatan mereka. Orang yang kurang informasi berisi-
ko salah memilih yang tidak mencerminkan nilai atau
keinginannya. Ini tidak secara khusus berarti proses men-
dapatkan persetujuan, atau persyaratan hukum spesifik,
yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, namun
dalam kapasitas untuk mendapatkan persetujuan.

Teart Dan Prinsp Etika Dalam Hrp:mﬂdﬂ@



Pasien dapat memilih untuk membuat keputyg,,
medis mereka sendiri, atau dapat "'Eml“]“suﬁimm Wewe.
nang pengambilan keputusan ke pihak lain, Jika Pasiey,
tidak mampu, undang-undang di selurub dunia menunjyj,
proses yang berbeda untuk mendapatkan / “J'_'r ormed conseny,
biasanya dengan meminta seseorang ditu njuk oleh pasiey
atau keluarga terdekat mereka untuk membuat keputusay
untuk mereka. Nilai informed consent terkait erat dengap
nilai otonomi dan kebenaran.

Tujuan paling penting dari informed consent adalal
bahwa pasien memiliki kesempatan untuk menjadi peserta
informasi dalam keputusan perawatan kesehatannya,
Secara umum diterima bahwa informed consent mencakup
diskusi tentang elemen berikut:

a. Sifat dari keputusan / prosedur

b. Alternatif yang masuk akal terhadap intervensi yang
diajukan

C.  Risiko, manfaat, dan ketidakpastian terkait dengan
masing-masing alternatif

d. Penilaian pemahaman pasien
e. Penerimaan intervensi oleh pasien

Agar persetujuan pasien berlaku, dia harus dianggap
kompeten untuk membuat keputusan dan persetujuannya
harus bersifat sukarela. Sayangnya, pasien sering mera-
sa tidak berdaya dan rentan. Untuk mendorong kesuka-
relaan, dokter dapat menjelaskan kepada pasien bahwa
dia berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
tidak hanya menandatangani formulir. Dengan pemaha-
man ini, proses informed consent harus dilihat sebagai
undangan bagi pasien untuk berpartisipasi dalam kepu-
tusan perawatan kesehatan. Dokter umumnya juga berke-
wajiban untuk memberikan rekomendas dan berbagi
proses penalarannya dengan pasien. Pemahaman pada

bagian pasien sama pentingnya dengan informasi yang
diberikan. Oleh karena itu, diskusi harus dilakukan sesual
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persyaratan orang awam dan pemahaman pasien harus
dinilal sepanjang perjalanan,

Dasar atau persetujuan sederhana mengharuskan
pasien mengetahui apa yang ingin perawat lakukan, mem-
berikan informasi dasar tentang prosedurserta memas-
tikan bahwa pasien menyetujui intervensi tersebut. Asisten
mengacu pada penerimaan pasien terhadap perawatan,
intervensi, atau perawatan klinis. Dasar persetujuan yang
tepat, misalnya saat menggambar darah pada pasien yang
telah memberi darah sebelumnya. Terkadang persetujuan
prosedur tersebut dilakukan secara tersirat (misalnya
pasien datang untuk mengambil darah), namun penjelasan
tentang elemen prosedur tetap diperlukan.

Keputusan yang sesuai dengan proses informed
consent semacam ini memerlukan tingkat keterlibatan
pasien yang rendah karena ada konsensus masyarakat
tingkat tinggi bahwa perlakuan yang ditawarkan adalah
satu-satunya pilihan terbaik dan/atau ada risiko rendah
yang terlibat dalam perawatan tersebut. Jika pasien tidak
menyetujui berdasarkan paradigma dasar, maka diskusi
informed consent yang lebih lengkap diperlukan,
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BAB 4
KODE ETIK KEPERAWATAN

. FALSAFAH ETIKA KEPERAWATAN

Pelayanan kepada umat manusia merupakan fungsi uta-
ma perawat dan dasar adanya profesi keperawatan. Dalam
menjalankan fungsinya tersebut dibutuhkan aturan-aturan
tersendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepera-
watan. Atas dasar tersebut, etika keperawatan didefinisikan
sebagai norma-norma yang dianut perawat dalam bertingkah
laku dengan pasien, keluarga, kolega, atau tenaga kesehatan
lainnya di suatu pelayanan keperawatan yang bersifat profe-
sional. Seorang perawat harus mampu memelihara dan meng-
hargai, mengamalkan, mengembangkan nilai melalui prinsip
etika keperawatan. Praktik keperawatan yang dijalankan ha-
rus selalu berasaskan perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan
profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, serta keseha-
tan dan keselematan klien.

Kebutuhan pelayanan keperawatan adalah universal, kare-
nanya pelayanan keperawatan tidak membedakan kebangsaan,
agama, warna kulit, ras, politik, status sosial, jenis kelamin, dan
sebagainya. Pelayanan ini berdasarkan kepercayaan bahwa
perawat akan berbuat hal yang benar, diperlukan, dan meng-
untungkan pasien dan kesehatannya, sesuai dengan prinsip
etika keperawatan. ltulah salah satu titik tekan adanya etika
keperawatan,
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B. PENGERTIAN KODE ETIK

Kode etik adalah pernyataan standar profesional Yang

digunakan sebagai pedoman perilaku dan lj:-‘“lj:l;:“"}naka
kerja untuk membuat }:epul’u&ﬂﬂﬂﬂdf et a Sistem
norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara t'f'E:ls
menyatakan apa yang benar dan baik, serta ‘?_‘P“ yang tidaj
benar dan tidak baik bagi pmfesiunal.ﬁnde etik menyataka,
perbuatan apa yang benar dan salah, _perl}uatﬂln 4pa yang
harus dilakukan dan yang harus dihindari. Kndeietﬂ-:l Umumny,
menyiratkan aturan pada tiga tingkat: kode .Etlk bisnis, kode
etik untuk karyawan, dan kode praktik profesional.

Kode praktik diadopsi oleh sebuah profesi atau olel
organisasi pemerintah atau non-pemerintah untuk mengatur
profesi tersebut. Kode praktik dapat ditata sebagai kode
tanggung jawab profesional yang akan membahas masalah
sulit, keputusan sulit yang seringkali perlu dilakukan, dan
memberikan keterangan yang jelas tentang perilaku apa yang
dianggap "etis” atau "benar” dalam keadaan seperti itu. Dalam
konteks keanggotaan, kegagalan untuk mematuhi kode praktik
dapat mengakibatkan pengusiran dari organisasi profesional
Federasi Akuntan Internasional (2007) dalam buku Defining
and Developing an Effective Code of Conduct for Organizations,
memberikan definisi sebagai berikut: "Prinsip, nilai, standar
atau peraturan perilaku yang memandu keputusan, prose-
dur dan sistem sebuah organisasi dengan cara yang (a)
berkontribusi terhadap kesejahteraan pemangku kepentingan

utamanya, dan (b) menghormati hak semua konstituen yang
terkena dampak operasinya”

Kode etik bukan merupakan kode yang kaku karena akibat
perkembangan zaman maka kode etik mungkin menjadi usang
atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya,
kode etik tentang eutanasia (mati atas kehendak sendiri),
dahulu belum tercantum dalam kode etik kedokteran namun
kini sudah di{:ﬂnt'I.I.ITIkﬂl'l. I{l}de etik Eﬁﬂusun uleh urganijﬂii
profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etk
tersendiri. Misalnya, kode etik dokter, gury, dan pustakawan.
Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena
mEIa“Eggﬂr kode Eﬁk ﬁdak 5E|a|u hEl'.':"'Ij ITI'E'IHI'Igga]' hu]:.:un'l
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D.

Sebagai contoh, untuk Ikatan Dokter Indonesia, terdapat Kode
Etik Kedokteran. Bila seorang dokter dianggap melanggar kode
etik tersebut maka dia akan diperiksa olch Majelis Kode Etik
Kedokteran Indonesia bukan oleh pengadilan,

C. TUJUAN KODE ETIK PROFESI

2

Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Dalam
hal ini yang dijaga adalah citra organisasi dan mencegah
orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi.
Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan
melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan
anggota profasi yang dapat mencemarkan nama baik
profesi di dunia luar.

Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para
anggota. Yang dimaksud kesejahteraan ialah kesejahteraan
material dan spiritual atau mental. Kode etik umumnya
menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk
melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan.
Kode etik juga menciptakan peraturan yang ditujukan
untuk mengatur tingkah laku yang tidak pantas atau tidak
jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan
sesama anggota profesi.

Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
Dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian
profesi tertentu sehingga para anggota profesi mengetahui
tugas dan tanggungjawab pengabdian profesinya. Kode
etik merumuskan ketentuan yang perlu dilakukan oleh
para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk meningkatkan mutu, kode etik juga memuat tentang
norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha
untuk meningkatkan mutu profesi, sesuai dengan bidang
pengabdiannya.

KODE ETIK KEPERAWATAN
1. Pengertian Kode Etik Keperawatan

Kode etik keperawatan merupakan aturan yang berla-
ku untuk seorang perawat dalam melaksanakan tugas/

Kode Etik Keperazvatan
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Etik Keperawatan adalah kode etjj
perawat nasional Indonesia yang mewajibkan S€0ran
perawal berpegang teguh lﬂl‘hHl’lﬂP kode etk EE'_hln

kejadian pelanggaran etik dapat dihindari. Sesuai Pas;|

24 UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenag,
kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesj, hak

pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional. Ketentuan kﬂdElElik dan
standar profesi tersebut diatur oleh organisasi profeg;
dalam hal ini adalah PPNI,

Syarat kode etik agar efektif:

a. Harus dibuat sendiri oleh profesi yang bersangkutan,

b. Ma mpu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tap g
gung gugat pada para anggota profesi.

C. Merupakan “self regulation” dari regulasi.

d. Pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus.

e.  Direvisi sesuai kebutuhan perkembangan profesi.

2. Fungsi Kode Etik Keperawatan

Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap
anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang
digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi,
pelakasana profesi mampu mengetahui suatu hal yang
boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dia lakukan.
Kode etik profesi merupakan sarana kontral sosial bagi
masyarakat atas profesi yang bersangkutan bahwa etika
profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada
masyarakat agar dapat memahami pula arti pentingnya
suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan
terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan
sosial). Fungsi kode etik keperawatan antara lain:

a. Kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat
bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima
kepercayaan dan tanggung jawab yang di berikan
kepada perawat oleh masyarakat,

b. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk ber
perilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagal
landasan dalam penerapan praktik etika.

Etika Profsi & Hukum Keperawatan
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c. Kode etik perawat menetapkan hubungan profesional
yang harus di patuhi, yaitu hubungan perawat de-
ngan pasien atau klien sebagai advocator, perawat
dengan tenaga profesi lain sebagai teman sejawat dan
denagn masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan
keperawatan.

d. Kode etik perawat memberikan sarana pengaturan
diri sebagai profesi.

3. Macam-Macam Kode Etik Keperawatan

a. Kode Etik Keperawatan PPNI

KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA
KEPUTUSAN MUNAS VI PPNI
NOMOR: 09 MUNAS VI/PPNI/2000

MUKADIMAH
Sebagai profesi yangturut sertamengusahakantercapainya
kesejahteraan fisik, material dan mental spiritual untuk mahluk
insani dalam wilayah republik Indonesia, maka kehidupan
profesi keperawatan di Indonesia selalu berpedoman kepada
sumber asalnya, yaitu kebutuhan masyarakat Indonesia akan
pelayanan keperawatan.

Warga keperawatan di Indonesia menyadari bahwa kebu-
tuhan akan keperawatan bersipat universal bagi klien (indi-
vidu, keluarga, kelompok, dan masyarakat), sehingga pela-
yanan yang diberikan oleh perawat selalu berdasarkan kepada
cita-cita yang luhur, niat yang murni untuk keselamatan
dan kesejahteraan umat tanpa membedakan kebangsaan,
kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan
agama yang dianut serta kedudukan sosial.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan keperawatan kepa-
da klien, cakupan tanggung jawab perawat Indonesia adalah
meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya penya-
kit, mengurangi dan menghilangkan penderitaan serta memu-
lihkan kesehatan dilaksanakan atas dasar pelayanan yang
paripurna.

Kode Etck Kepenmvatan
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Dalam melaksanakan tugas profesional yang bepy

guna dan berhasil guna para perawat mampu dan ﬂf_"“s Mep.
berikan pelayanan vang bermutu dengan 2“‘“’“’-‘ ‘}}Jl‘a d.
meningkatkan integritas pribadi yang Iuhurd b tmy g,,
keterampilan yang memenuhi standar serta dengan kfsgdara.
bahwa pelavanan yang diberikan merupd kan bagian dari Upay.
kesehatan secara menyeluruh.

Dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, dalam mely,
sanakan tugas pengabdian untuk I-'.r:penungar_: l-:r:manustaa,_
bangsa dan tanah air, persatuan perawat n.lslqnal |I'Il1{'il'|ﬁ'5:;
menyadari bahwa perawat Indonesia yang berjiwa 1"v.ll11:*.]5,-.'_‘.L
dan berlandaskan UUD 1945 merasa tepanggil untuk mep,.
naikan kewajiban dalam bidang keperawatan dengan peny:
tanggung jawab, bepedoman kepada dasar dasar sepen.
tertera di bawah ini.

Tanggung Jawab Perawat dan Klien

l. Perawat dalam memberikan pelavanan keperawata:
menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien
dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaar
kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik
dan agama yang di anut serta kedudukan sosial.

2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan se-

nantiasamemeliharasuasanalingkunganyang menghomat

nilai nilai budaya adat-istiadat dan kelangsungan hidug
beragama dari klien.

3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka
yang membutuhkan asuhan keperawatan.
4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahu!

sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya
kecuali jika diperlukan oleh vang berwenang sesuai keten
tuan hukum yang berlaku.

Tanggung Jawab Perawat dan Praktik

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi &
bidang keperawatan melaluj belajar terus menerus.

2. Perawat senantiasa memelihara muty pelayanan keper®
watan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam
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menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan
sesuai dengan kebutuhan klien.

Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada
informasi yang adekuat dan mempertimbangkan kemam-
puan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi
menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada
orang lain,

Tanggung Jawab Perawat dan Masyarakat

Perawat mengemban tanggung jawab bersama ma-
syarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai

kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masya-
rakat.

Tanggung Jawab Perawat dan Teman Sejawat

Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan
sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya
dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan
kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan
secara menyeluruh.

Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak

kompeten, tidak etis, dan ilegal.

Tanggung Jawab Perawat dan Profesi

Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan
standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta
menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan
keperawatan.

Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengem-
bangan profesi keperawatan.

Perawat berpartisifasi aktif dalam upaya profesi untuk
membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif
demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu
tinggi.

b. Kode Etik Keperawatan Menurut ANA

Kode etik keperawatan menurut American Nurses
Association (ANA):

ﬁh&&ﬂﬂm
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perikan pelayanan deng;n

wat mem . Pep,
Pera artabat kemanusiaan dap mk‘;!-.

hormat bagi ;?dﬂk dibatasi oleh pertimyp,
klien yang status sosial atau ekonom; at S,

Pcrtimhangan rak masalah kesehatanny,_ o

ig W (¥]
politik, atau € T
Femmtmelindungi hak kli Privasj 4, -

memegang teguh informasi yang bersifat "“has.'i

perawat melindungi klien dan publik b, kesel
hatan dan keselamatannya terancam oleh Prak,
seseorang yang tidak berkompeten, t dak ”,

atau ilegal. .
Perawat memikul tanggung jawab atas ertin.
bangan dan tindakan perawatan yang g:liiﬂ[t.ml‘._:lJﬁ
masing-masing individu.

Perawat memelihara kompetensi keperawatap

Perawat melaksanakan pertimbangan yang be,.
alasan dan menggunakan kompetensi dan ky;j;.
fikasi individu sebagai kriteria dalam mepg.
usahakan konsultasi, menerima tanggung jawah,
dan melimpahkan kegiatan keperawatan kepag;
orang lain.

Perawat turut serta beraktivitas dalam membanty
pengembangan pengetahuan profesi.

Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi
untuk melaksanakan dan meningkatkan standar
keperawatan.

Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi
untuk membentuk dan membina kondisi kerja

yang mendukung pelayanan keperawatan yang
berkualitas,

10) Perawat turut serta dalam upaya-upaya profes!

untuk melindungi publik terhadap informasi da0
gambaran yang salah sertg mempﬂmh“ﬂm“
integritas perawat.

11] FE‘I‘EWHt hEk&rjﬂEﬂ_ma dEnEﬂ.n ﬂnggﬂlﬂ FrﬂrEE[ ]{E,

sehatan atay warga masyarakat lainnya dala™
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C.

meningkatkan upaya-upaya masyarakat dan nasio-
nal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan publik.

Kode Etik Keperawatan Menurut ICN

International Council of Nurse (ICN) adalah suatu

federasi perhimpunan perawat nasional di seluruh
dunia yang didirikan pada tanggal 1 juli 1989 oleh
Mrs. Bedford Fenwich di Hanover Square, London dan
direvisi pada tahun 1973.

1) Tanggung Jawab Utama Perawat

2)

Tanggung jawab utama perawat adalah me-
ningkatkan kesehatan, mencegah timbulnya pe-
nyakit, memelihara kesehatan, dan mengurangi
penderitaan, Untuk melaksanakan tanggung jawab
utama tersebut, perawat harus menyakini bahwa:

a) Kebutuhan terhadap pelayanan keperawatan
di berbagai tempat adalah sama.

b) Pelaksanaan praktik keperawatan dititikbe-
ratkan pada penghargaan terhadap kehidupan
yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak
a5as manuisia.

¢) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan
/atau keperawatan kepada individu, keluarga,

kelompok, dan mayarakat, perawat mengikut
sertakan kelompok dan instansi terkait.

Perawat, [ndividu, dan Anggota Kelompok Ma-
syarakat

Tanggung jawab utama perawat adalah me-
lakukan asuhan keperawatan sesuai dengan ke-
butuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam
menjalankan tugas, perawat perlu meningkatkan
keadaan lingkungan kesehata dengan men ghargai
nilai-nilai yang ada di masyarakat, menghargal
adat kebiasaan serta kepercayaan individu, kelu-
arga, kelompok, dan masyarakat yang menjadi
pasien/klien. Perawat dapat memegang teguh
rahasia pribadi (privasi) dan hanya dapat mem-

Kode Elk H'rprrmumn
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3)

4)

3)

6)

an bila diperiukan oleh pihg,

berikan keterang ngadilan,

vang berkepentingan atatl pe
aksanaanPraktik Keperawatay,

Perawat memegang peranan penting dalap,
menentukan dan melaksanakan standar prakei
keperawatan untuk mencapal kemampuan yang
sesuai dengan standar pendidikan keperawatap,
Perawat dapat mcngemharfgkﬂ“ pengetahuay
yang dimilikinya secard aktif untuk menopang
perannya dalam situasi tertentu. Perawat sebg.
gai anggota profesi, setiap saat dapat memper-
tahankan sikap sesuai dengan standar profes
keperawatan,

Perawat dan Lingkungan Masyarakat

Perawat dapat memprakarsai pembaharuan,
tanggap, mempunyai inisiatif, dan dapat berperan
serta secara aktif dalam menemukan masalah
kesehatan dan masalah sosial yang terjadi di
masyarakat.

PerawatdanPel

Perawat dan Sejawat

Perawat dapat membangun hubungan kerja
sama dengan teman sekerja, baik tenaga kepera-
watan maupun tenaga profesi lain di luar kepe-
rawatan. Perawat dapat melindungi dan menjamin

seseorang, bila dalam masa perawatannya merasa
terancam,

Perawat dan Profesi Keperawatan

Perawat memainkan peran yang besar dalam
menentukan pelaksanaan standar praktik kepera-
watan dan pendidikan keperawatan. Perawat
diharapkan ikut aktif dalam mengembangkan
pengetahun dalam menopang pelaksanaan pera
wat secara profesional. Perawat, sebagai anggot?

i
o il

organisasi profesi, hﬁrpartisipasi dalam memeli- |

hara !-:I_Tsmhilan sosial dan ekomoni sesuai dengan
kondisi pelaksanaan praktik keperawatan
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HAK DAN KEWAJIBAN DALAM
KEPERAWATAN PROFESIONAL

A. HAK PROFESI KEPERAWATAN

The Bill of Rights diadopsi oleh Dewan American Nurses
Association (ANA) pada tanggal 26 Juni 2001, The ANA Bill of
Rights for Registered Nurses adalah pernyataan kuat tentang
hak setiap perawat yang harus memberikan kualitas tinggi
dalam setiap tindakannya. Selain itu, perawat juga harus
melakukan perawatan pasien di lingkungan yang aman.
ANA percaya bahwa perawat memiliki hak atas lingkungan
kerja yang aman, untuk bekerja dengan cara yang menjamin
penyediaan perawatan yang aman melalui kepatuhan terhadap
standar profesional dan etika.

Di Indonesia, hak-hak perawat diatur pada Pasal 36
Undang-UndangNo. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Pasal
tersebut menyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan
praktik keperawatan berhak:

1. memperclehpelindungan hukum sepanjang melaksanakan
tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi,
standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

2. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari
klien dan/atau keluarganya.



Laman keperawata
3. menerima imbalan jasa atas pelayandl wP ! Yang

telah diberikan; g BN
4. menolak keinginan klien ataul pihaklain yang > 4Ngan
dengan kode etik, standar pelayanan, Standar profeg
standar prosedur operasional, atau ketentuan peratury,,

perundang-undangan; dan
5. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Dalam Undang-Undang yang sama diatur ?}"a hal}":"’a
perawatyang menjalankan praktik keperawatan wajib memili;
STR (Surat Tanda Registrasi). Perawat dengan STR bertugas
untuk mempromosikan dan memulihkan kesehata n, mencegah
penyakit, dan melindungi orang-orang yang dipercayakan
untuk perawatan mereka. Mereka bekerja untuk meringankan
penderitaan yang dialami oleh individu, keluarga, kelompo,
dan masyarakat. Dengan demikian, perawat memberikan
layanan yang menjaga penghormatan terhadap martabat
manusia dan merangkul keunikan masing-masing pasien serta
sifat masalah kesehatannya tanpa batasan status sosial atay
ekonomi, Untuk memaksimalkan kontribusi yang diberikan
perawat kepada masyarakat, diperlukan sebuah perangkat
untuk melindungi martabat dan otonomi perawat di tempat
kerja.

Sewaktu para perawat menjalani praktik sehari-hari mere-
ka, adakalanya terdapat faktor-faktor di tempat kerja yang
menyulitkan perawat untuk melakukan pekerjaan mereka
atau keadaan yang mengancam keamanan dan penghormatan
sebagai profesional. Ada beberapa alat yang bisa memudahkan
diskusi seputar masalah-masalah tersebut. Sebagai salah satu
alattersebut, Bill of Rights for Registered Nurses mengemukakan
tujuh premis mengenai ekspektasi dan lingkungan kerja untuk

praktik keperawatan profesional yang baik. Pernyataan-
pernyataan tersebut antara lain:

1. Perawat berhakmelakukan praktik keperawatan dengan
cara tertentuuntuk memenuhi kewajiban mereka kepada

masyarakat dan kepada mereka yang menerima asuhan
keperawatan.

Etika Profesi & Hukum Erperawatan



Perawat berhak melakukan praktik keperawatan di ling-
kungan yang memungkinkan mereka bertindak sesuai

dengan standar profesional dan cakupan praktik yang sah
secara hukum.

Perawat memiliki hak atas lingkungan kerja yang mendu-
kung dan memfasilitasi praktik etis, sesuai dengan kode
etik keperawatan yang berlaku.

Perawat memiliki hak untuk secara bebas dan terbuka
mengadvokasi diri mereka sendiri dan pasien mereka,
tanpa rasa takut akan pembalasan.

Perawat berhak mendapatkan kompensasi yang setara
dengan pekerjaan mereka, sesuai dengan pengetahuan,
pengalaman, dan tanggung jawab profesional mereka.

Perawat memiliki hak untuk lingkungan kerja yang aman
untuk diri mereka sendiri dan untuk pasien mereka.

Perawat memiliki hak untuk menegosiasikan kondisi pe-
kerjaan mereka, baik sebagai individu atau kolektif, dalam
semua pengaturan praktik.

Hak-hak perawat, menurut Fagin (1975), bahwa perawat
berhak:

a. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksa-
nakan tugas sesuai dengan profesinya.

b. Mengembangkan diri melalui kemampuan kompe-
tensinya sesuai dengan latar pendidikannya.

¢, Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan serta standar kode
etik profesi,

d. Mendapatkan informasi lengkap dari pasien atau
keluargannya tentang keluhan kesehatan dan ketidak-
puasan terhadap pelayanan yang diberikan,

e. Mendapatkan ilmu pengetahuannya berdasarkan per-
kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
bidang keperawatan [kesehatan secara terus menerus,

Hat Dan Kewvajiban Dalam Kepennsatian Mmm’@
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. Diperlakukan secard adil dan jujur baik olel Insg
pelayanan maupul oleh pasien.

g, Mendapatkan jaminan p
kerja yang dapat menim
fisik maupun emosio nal.

h. Diikutsertakan dalam penyusunan dan Penetay,
kebijaksanaan pelayanan kesehatan,

i. Privasi dan berhak menuntut apabila nama hr’likn},a
dicemarkan oleh pasien dan atau keluarganny, sent,
tenaga kesehatan lainnya.

j. Menolak dipindahkan ke tempat tugas lain, by
melalui anjuran maupun pengumuman tertulis karen,
diperlukan, untuk melakukan tindakan yang berge,,
tangan dengan standar profesi atau kode etik kep.
rawatan atau aturan perundang-undangan lainny;,

k. Mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak
atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkap
perjanjian atau ketentuan yang berlaku di institus
pelayanan yang bersangkutan.

ll‘”!‘i:

erlindungan terhadap .

Is
bulkan bahaya baik 51:.:::”

l. Memperoleh kesempatan mengembangkan Karier
sesuai dengan bidang profesinya.

B. KEWAJIBAN PROFESI KEPERAWATAN

Tugas perawat terdaftar bervariasi sesuai bidang keah-
lian mereka. Mereka memainkan peran kunci dalam mempro-
mosikan kesehatan dengan melakukan berbagai layanan
Oleh karena itu, perawat melakukan berbagai tugas mulai
dari pediatrik hingga geriatri, untuk menyediakan layanan
keperawatan yang memadai, vang membuat mereka menjadi
kunci bagi dokter dan pasien, Perawat terdaftar (registered
HUFISEE] terutama berfokug pPada merawat dan mEI’IdId]k
pasien dan anggota keluarganya tentang pemulihan dini
dan cara pencegahan penyakit. Oleh karena itu, perawal
wajibmengembangkan dap menjalankan rencana asuba’
keperawatan, serta menegakkan catatan medis, Secara rinc

@ Etika Profen & Flukem Keperaaajon



tanggung jawab perawat menurul American Nurses Association
(ANA) antara lain:

1{
B
%

Melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan.
Memberikan promosi, penyuluhan, dan edulasi kesehatan.

Memberikan obat, perawatan luka, dan Intervensi lain
sesuai dengan kebutuhan pasien.

Menginterpretasikan informasi pasien dan membua kepu-
tusan tenfang tindakan yang dibutuhkan,

Mengkoordinasikan perawatan, bekerfa sama dengan
beragam profesional kesehatan lainnya,

Mengarahkan dan mengawasi perawatan yang diberikan
oleh petugas kesehatan lainnya.

Melakukan penelitian untuk mendukung praktik peng-
obatan pasien.

Selain ANA, ada pula daftar tugas dan tanggung jawab

perawat terdaftar yang dibuat oleh RN School and Programs
berjudul “Registered Nurse: All Guides about RN" sebagai
berikut:

:
2

Mengamati dan mencatat perilaku pasien.

Berkoordinasi dengan dokter dan profesional kesehatan
lainnya untuk membuat dan mengevaluasi rencana
perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien.

Memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada
pasien dan keluarga mereka, perawat harus menciptakan

lingkungan yang harmonis.

Mendiagnosis penyakit dengan menganalisis gejala pasien
dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk pemu-
lihannya.

Mempertahankan laporan riwayat kesehatan pasien dan
memantau perubahan yang terdapat dalam laporan kese-
hatan.

Melaksanakan perawatandan pengobatanyang diperlukan,
Memeriksa logistik perawatan secara teratur untuk menja-
ga tingkat persediaan.

Huak [an Kewajiban [Dalam Kepenroatan f"rq:.ﬂ'umf@
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Mengubah ob "

kondisi dan responsiyd: _
Mengikuti protokol, porma, dat
pan catatan medis lengkap- ——
Menjaga Iinp,kung!:m kll-‘:t’l:ﬂ"ﬁ HI=ITiS L lan Sesy,,
n prosedur kesehatdait N

:::: fltul!nn penelitian untuk mump.l:rhalkl praktik key, en.
watan dan hasil perawatan kesehatan.

Memberikan perawatan instan ?:e]ama keadaan daryp,
medis, seperti kecelakaan mobil, luka bakar, Serang,
jantung, dan strok.

Membahas pengobatan d
kasus kritis,
Memberikan panduan perawatan kesehatan dan peng,.
gahan penyakit yang diperlukan.

Mengawasi setiap aspek perawatan pasien yang mencakup
aktivitas fisik ditambah diet yang tepat.

Mempersiapkan ruangan, peralatan, dan instrumen dekon.
taminasi.

Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan.

peraturan untuk Meny
iy

engan apoteker dan dokter dajy,,

Mendidik keluarga pasien tentang penyakit dan perawatan-
nya.
Membantu dokter selama operasi.

Mengatasi masalah pasien dan memenuhi persyaratan
mereka dengan menerapkan strategi tim multifaset.

Berinteraksi dengan tim layanan kesehatan untuk menjag
hubungan yang harmonis.

Menghadiri lokakarya pendidikan untuk meningkatkan
pengetahuan profesional dan teknis.

!""I‘-“ﬂlﬂk“k*f“ pekerjaan laboratorium dan memberike®
informasi lengkap kepada dokter tentang kondisi pasie?
selama anestesj,

Merekomendasikan ohat d

' an be an Jainny®
Seperti terapi inhalasj, ntuk pengobat

terapi fisik, dil.
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Seperti halnyahak perawat, kewajiban perawatdiIndonesia

juga diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang
Keperawatan. Pada pasal 37 disebutkan bahwa perawat dalam
melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban:

.

melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan
sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan keten-
tuan peraturan perundang-undangan;

memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode
etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi,
standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat
atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan
lingkup dan tingkat kompetensinya;

mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan
standar:

memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas,
dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan
kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas
kewenangannya;

melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari
tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi
perawat; dan

melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Sementara itu, Fagin (1975) dalam Fundamental of

Nursing menyebutkan bahwa untuk mencapai keseimbangan
hak perawat maka perawat juga harus mempunyai kewajiban
sebagai bentuk tanggung jawab kepada penerima praktik
keperawatan. Kewajiban perawat menurut Fagin adalah
sebagai berikut:

1.
2.

Mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan.

Memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai
dengan standar profesi dan batas kemanfaatannya.

Hak Dan Kewagiban Dalam Keperauatan Mﬂmuni@



_ ; -mati hak pasien.

—

4. ruj asien kepada persd _ i ;

:r:;:m::l-;gpmenlﬂ"“3""“ keahlian atau I-:tnmmlpuim yan
|:L"|'_'Ii|"|.}r|{ﬂl'l'll.'lﬂﬂ'l'lr bila yang bersangkutan tidak dapay

mengatasinya. —
5. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk beep,,

bungan dengan keluarganya, snlanl'm‘ltirlllk h';"[um““ﬁﬂn
dengan peraturan atau standar F"“m‘“‘.l yaig e,

6. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalg,.
kan ibadahnya sesuai dengan agamd dan kE]-"_“I'*-‘iIJ-'ilun
masing-masing selama tidak mengganggu pasien yan,

lainnya.

7. Berkolaborasi dengan tenaga medis (dokter) atau tenag,
kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kese.
hatan dan keperawatan kepada pasien.

8. Memberikan informasi yang akurat tentang tindakan
keperawatan yang diberikan kepada pasien dan atay
keluargannya sesuai dengan batas kemampuaannya.

9, Mendokumentasikan asuhan keperawatan secara akurat
dan berkesinambungan.

10. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keperawatan atau kesehatan secara terus menerus.

11. Melakukan pelayanan darurat sebagai tugas kemanusiaan
sesuai dengan batas kewenangannya.

12. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang

pasien, kecuali jika dimintai keterangan oleh pihak yang
berwenang.

13. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian

yang telah dibuat sebelumnya terhadap institusi tempat
bekerija.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Seperti yang telah dibahas SE]J-EII_[mn}ra_ salah satu priﬂstp
etika dalam keperawatan adalah otonomi. Prinsip ini menjun-

jung hak individu untuk menentukan nasib sendiri. Adanyd

Ettka Profest & Hulum Keperssatan



prinsip otonomi dalam Uy Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan termaktub pada Pasal 56 yang menyebutkan bahwa
setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau
seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya
s:et&lﬂh menerima dan memahami informasi mengenai
tindakan tersebut secara lengkap. Namun demikian tetap ada
pengecualian dalam prinsip otonomi ini, yakni bagi mereka
yang memiliki kondisi berikut:

1. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat

menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
2. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri;
3. Penderita gangguan mental berat.

Selainmemiliki hak untuk menerimadan menolak tindakan
pertolongan kesehatan, setiap orang juga berhak atas rahasia
kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada
penyelanggara pelayanan kesehatan. Hal ini diatur dalam UU
Kesehatan Pasal 57. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa

hakatas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam
hal:

1. Perintah undang-undang;

2. Perintah pengadilan;

3. lzin yang bersangkutan;

4, Kepentingan masyarakat; atau
5. Kepentingan orang tersebut.

Hak pasien yang juga yang diatur dalam UU Kesehatan
adalah hak menuntut ganti rugi terhadap seseorang,
tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini diatur pada
Pasal 58 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun
demikian, tuntutan ganti rugi tersebut tidak berlaku bagi
tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan
nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan
darurat.
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Hal ini secara khusus dibahas pada Pasa Sk 1 halke-hy
klien dan Pasal 40 untuk kewajiban klien. ‘“3 halk kllen Yang
dimaksud dalam pasal tersebut antard lain: |

1. Mendapatkan informasi secard, benar, :;‘_}“5- dan jujy,

tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
2.  Meminta pendapatperawat laindan/atautenagake sehatay,

lainnya;

3. Mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan ko,
etik, standar pelayanan keperawatan, standar profes;
standar prosedur operasional, dan ketentuan peratura,
perundang-undangan;

4. Memberi persetujuan atau pennlﬂk.an tindakan kepera.
watan yang akan diterimanya; dan

5. Memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatan.
nya.

Sementara itu, dalam praktik keperawatan klien berke-
wajiban untuk:

Selain datam UU Kesel:

L. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang
masalah kesehatannya;

2. Mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;

3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan
kesehatan; dan

4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan vang diterima.

D. TANGGUNG JAWAB PERAWAT

Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat
dipercaya dan terpercaya, Sebutan inimenunjukan bahwa
perawat professional menampilkan kinerja secara hati-hati,
teliti dan kegiatanperawat dilaporkan secara jujur. Klien
merasa yakin bahwa perawat hertanggung jawab danmemiliki
kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan
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disiplin ilmunya.Kepercayaan tumbuh dalam diri klien, karena
kecemasan akan muncul bila klien merasa tidakyakin bahwa
perawat yang merawatnya kurang terampil, pendidikannya
tidak memadai dankurang berpengalaman. Klien tidak yakin
bahwa perawat memiliki integritas dalam sikap, keterampilan,
pengetahuan (integrity) dan kompetensi (Kozier, 1983).

Yosep menjelaskan bahwa perawat dituntut untuk
bertanggung jawab dalam setiap tindakannya, khususnya
selamamelaksanakan tugas di rumah sakit, puskesmas, panti,
klinik,atau masyarakat. Meskipun tidakdalam rangka tugas
atau tidak sedang meklaksanakan dinas, perawat dituntut
untuk bertangungjawab dalam tugas-tugas yang melekat dalam
diri perawat. Perawat memiliki peran dan fungsiyang sudah
disepakati. Perawat sudah berjanji dengan sumpah perawat
bahwa ia akan senantiasamelaksanakan tugas-tugasnya.

Contoh bentuk tanggung jawab perawat selama dinas
antara lain mengenal kondisi kliennyamelakukan operan,
memberikan perawatan selama jam dinas, tanggung jawab
dalammendokumentasikan, bertanggung jawab dalam menjaga
keselamatan klien, jumlah klien yangsesuai dengan catatan dan
pengawasannya, kadang-kadang ada klien pulang paksa atau
pulangtanpa pemberitahuan, bertanggung jawab bila ada klien
tiba-tiba tekanan darahturun tanpasepengetahuan perawat,
dan sebaainya.

Tanggung jawab perawat erat kaitanya dengan tugas-
tugas perawat. Tugas perawat secaraumum adalah memenuhi
kebutuhan dasar. Peran penting perawat adalah memberikan
pelayananperawatan (care) atau memberikan perawatan
(caring). Tugas perawat bukan untuk mengobati(cure). Dalam
pelaksanaan tugas di lapangan adakalanya perawat melakukan
tugas dari profesilain seperti dokter, farmasi, ahli gizi, atau
fisioterapi. Untuk tugas-tugas yang bukan tugas perawatseperti
pemberian obat maka tanggung jawab tersebut seringkali
dikaitkan dengan siapa yangmemberikan tugas tersebut
atau dengan siapa ia berkolaborasi. Dalam kasus kesalahan
pemberianobat maka perawat harus turut bertanggungjawab,
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utama ada padapemberi tugyg g,

ng jHWﬂb = dikEnaI [Icngall Rfjpﬂn ﬂﬂ'ﬂ[h

ipun ranggu ; '
meskip lam istilah etik

atasan perawat, 4
Superior. - nurses)lebih banyak beke :

is .
Perawat terdaftar(Ted sehatan lainnya, Peray,,

ke
. ; inada |a}|"aﬂﬂ" .
td] ;U!;I‘I::l ;:iik:;:lr:aari:psahit melakukan banyak tugas tipy.
erda

meniadi tanggung jawahr meqdasar Semua pergy,.
.::;Erﬁ }'Eltig telah diterangkan di hagla"]‘ izil”df;‘:}';. SlFt_El"'h
mendapatkan tingkat pendidikan, PE“E_“ 5:1 t Ualifikag,
yang dibutuhkan, perawat terdaftar dapa memas?mﬂn
spesialisasi yang akan mengubah tugas dan ti“ggﬂng jawat
mendasarnya. Contoh berikut menggambarkan beberap,

peluang yang mungkin dilakukan.

1. Perawat jantung: penyakit jantung me.rupalmn salah saty
penyebab utama kematian. Ferawat_ jantung mernhamu
pasien yang menderita penyakit jantung, pulih dan
operasi jantung dan menerima perawatan untuk semyg
jenis kondisi jantung. Perawat ini menerima pelatihan
khusus untuk mengobati gejala fisik pasien jantung, serta
kebutuhan emosional, nutrisi dan kebutuhan kelompok
pasien ini.

2, Perawat perawatan kritis: pasien dengan penyakit serius,
akut, dan luka memerlukan pemantauan serta perawatan
yang ketat. Perawat perawatan kritis menggunakan
pengetahuan dan keterampilan lanjutan untuk melakukan
penilaian, memberikan terapi dan intervensi intensif, serta

menganjurkan pasien mengoperasikan sistem pendukung
kehidupan.

3. Perawat neonatologi: perawat neonatologi merawat bayi
baru lahir dan kritis yang sakit parah di unit perawatar
Intensif neonatal (NICU) di rumah sakit. Tanggung jawab
meliputi pemberian obat, pencatatan status dan kemajuan

bayl baru lahir, serty mendidik ibu baru tentang bay

mereka dan pertanyaan apa pyn tentang perawatan bayi
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4. Perawat perioperatif: perawat perioperatil atau bedah/
operasi bertugas merawat pasien sebelum, selama, dan
setelah operasi, Perawat ini menjaga ruang operasi steril
selama operasi, Memantau pasien selama operasiserta

mm.nbantu pasien mempersiapkan diri praoperasi dan
pulih dari operasi,

E. TANGGUNG GUGAT DALAM KEPERAWATAN

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi
perawat dalam membuat suaty keputusandan belajar
dengan keputusan ity konsekuensi-konsekunsinya (Kozier,
1983). Perawat hendaknya memilikitanggung gugat artinya
bila ada pihak yang menggupat fa menyatakan siap dan
beranimenghadapinya. Terutama yang berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan profesinya. Perawat harusmampu untuk
menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya. Hal ini
bisa dijelaskandengan mengajukan tiga pertanyaan berikut:

1. Kepada siapa tanggung gugat itu ditujukan?
2. Apa saja dari perawat yang dikenakan tanggung gugat?

3. Dengan kriteria apa saja tangung gugat perawat diukur
baik buruknya?

Penyedia layanan kesehatan bertanggung jawab kepada
pengadilan pidana dan pengadilan sipil untuk memastikan
bahwa kegiatan mereka memenuhi persyaratan hukum. Selain
itu, karyawan bertanggung jawab kepada atasan mereka
untuk mengikuti kontrak tugas mereka, Perawat terdaftar juga
bertanggung jawab kepada badan pengatur dalam hal standar
praktik dan perawatan pasien.

Semua praktisi kesehatan harus memastikan bahwa
mereka melakukan segala sesuatu dengan kompeten dan
mereka tidak bekerja di lvar tingkat kompetensi mereka,
Mereka harus memberi tahu anggota staf senior saat mereka
tidak dapat melakukan kompetensi tertentuUntuk dapat

bertanggung jawab akan pekerjaannya, perawat harus:
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1. Memiliki kemampuan melakukan aktivitas aggy, inte

keperawatan.

2. M:nurlnm tanggung jawab untuk melakukan ting,
keperawatan. _

3. Memiliki wewenang untuk melakukan tindakan kep,
watan tersebut, melalui pendelegasian, pelaksana, E'CEJ!::.
jakan, dan protokol organisas. g
Secara sederhana, 'pertanggungjawaban’ dalam keper,

tan adalah perawat sepenuhnyabertanggung jay,,,

tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, perawa: har,
selalu memastikan bahwa dirinya kompeten untuk mEIa]Tllka:
tindakan yang diminta dan selalu mengutamakan kﬂpentingan
pasien/klien. Sebagai asisten perawatan kesehatan, Perayy
juga harus memastikan bahwa apa yang dilakukanny, telah
melewati pertimbangan tertentu dan berupa tindakap ya
masuk akal. Untuk mengetahui apa tindakan tersebut mag,
akal, perawat harus:

1. Mengetahui dengan jelas alasan dilakukannya tindaks,
tersebut,

L::lh

Wa.
aty

2. Memiliki pengalaman dan telah dinilai kompeten unpy
melakukan tindakan tersebut,

3. Melakukannya sebagai bagian dari rencana perawata
yang disepakati oleh pasien/klien.

Meskipun perawat akan selalu bekerja di bawah pengs
wasan anggota staf terdaftar yang bertanggung jawab atas
keseluruhan perawatan yang diberikan oleh tim, setiap perawat
tetap bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sebagil
bagian dari tim. Pada akhirnya, perawat harusbertanggun
Jawab kepada pasien/kliennya. Dalam perawatan kesehatan
akan ada saat dimana tindakan perawat dapat menyebabkan

kerugian bagi pasien/klien jika tidak dilakukan dengan ¥
yang hati-hati dan kompeten,

Ada juga saat ketika perawat gagal melakukan gesuat!
yang seharusnya dilakukan oleh petugas kesehatan [l-;eia!aian'!r
yang dapat menyebabkan bahaya bagi pasien/klien. Asiste? |

Foteka Profest & Hukum Keperiwaian



perawatan kesehatan be Flanggung jawab secara hukum kepada
pasien/klien atas kesalahan Yang mereka buat, tindakan yang
gagal mereka lakukan, tindakan yang membahayakan pasien/
Klien. Atas hal ini, pasien /klien berhak men gajukan tuntuntan
hukum melalui unda ng-undang perdata. Dalam kasus yang
sangat ekstrem, di mana pasien/klien telah meninggal atau
menderita bahaya serius karena kesalahan atau kelalaian,
kasus tersebut dapat diselesaikan dengan pengadilan pidana.

Perawat juga bertanggung jawab kepada institusi di mana
ia bertugas. Institusi rumah sakit atau tempat pelayanan
kesehatan lainnya bertanggung jawab menentukan kontrak
kerja perawat dengan tugas yang akan dijalankan oleh perawat.
Dengan adanya kontrak tersebut, perawat bertanggung jawab
kepada atasan institusi untuk menjalankan tugas dengan
aman dan efektif dan kegagalan melakukan tugasnya dapat
mengakibatkan tindakan disipliner. Institusi di mana perawat
bertugas juga memiliki tanggung jawab pada perawat, yakni
mendukung terlaksananya pelaksanaan tugas-tugas perawat

dengan aman dan efektif. Dukungan tersebut dapat dilakukan
dengan;

1. Mengatur tugas perawat secara jelas dan memastikan
perawat memiliki kompetensi yang tepat untuk melak-
sanakan tugas tersebut dengan aman dan efektif,

2. Mengatur batasan peran perawat dengan jelas.

Menyediakan protokol yang disepakati sebagai panduan
pemberian perawatan.

4. Memastikan perawatmendapat dukungan dan pengawasan
yang memadai dalam menjalankan perannya.

5. Menawarkan kesempatan untuk berkembang dalam
peran-peran yang dilakukan.

Akuntabilitas juga berarti mematuhi kode etik untuk
petugas layanan kesehatan yang sesuai dengan aturan yang
dimiliki organisasi keperawatan yang diikuti.Perawat harus
memintapada institusinya untuk mendeskripsikan secara jelas
kode etik apa yang berlaku untuk perawat. Di sisi lain, perawat
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5 memastikan aturan tersEhUL

jari da _
juga harus mempelajar dalam menjalankan tugas.tyg,:

kemudian melaksana kannya
keperawatan.

¢ HUBUNGAN PERAWAT, PASIEN, DAN TIM KESEHATA

LAIN
1. Hubungan antara Perawat-Pasien |
Pasien atau klien adalah fokus dari asuhan keper.

watan yang diberikan oleh perawat, sebagal salah sap
komponen tenaga kesehatan. Dasar huhur.lgan antara
perawat dan pasien adalah hubungan yang saling mengun-
tungkan (mutual humanity). Perawal mempunyai hak
dan kewajiban untuk melaksanakan asuhan keperawatan
seaptimal mungkin dengan bio, psiko, sosial, spiritual
sesuai dengan kebutuhan pasien.

Hubungan yang baik antara perawat dengan pasien/
klien akan terjadi hila:

a. Terdapat rasa saling percaya antara perawat dengan
pasien,

b. Perawat benar-benar memahami tentang hak-hak
pasien dan harus melindungi hak tersebut, salah satu-
nya adalah hak untuk menjaga privasi pasien /klien.

€. Perawat harus sensitive terhadap perubahan-peruba-
han yang mungkin terjadi pada pribadi pasien yang
disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, antara
lain kelemahan fisik dan I:el:idakherdayaan dalam
menentukan sikap atau pilihan sehingga tidak dapat
menggunakan hak dan kewajibannyﬂ dengan baik

d. Perawat harus memaham; keberadaan pasien ataV

MIE[I':. sehingga dapat hEl‘Sikﬂp sabar dan tetap memn
perhatikan pertimbangkan etis dan moral

e. Dapat bertanggung ;
atas sepala risikg 5 Jawab dan bertanggung guga!

dalam pﬂmwatan::;: & mungkin timbul selama pasie”
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f.

Perawatsedapatmungkinberusaha untukmenghindari
konflik antara nilai-nilai pribadinya dengan nilai-nilai
pribadi pasien/klien dengan cara membina hubungan
yang baik antara pasien, keluarga, dan teman sejawat
serta dokter untuk kepentingan pasiennya.

2. Hubungan antara Perawat dengan Perawat

Sebagai anggota profesi keperawatan, perawat harus

dapat bekerja sama dengan teman sesama perawat demi
meningkatkan mutu pelayanan keperawatan terhadap
pasien/klien. Perawat dalam menjalankan tugasnya,
harus dapat membina hubungan baik dengan semua
perawat yang ada dilingkungan kerjanya. Dalam membina
hubungan tersebut, sesama perawat harus terdapat rasa
saling menghargal dan tenggang rasa yang tinggi agar
tidak terjebak dalam sikap saling curiga dan benci.

Tunjukkan selalu sikap memupuk rasa persaudaraan

dengan silih asubh, silih asih dan silih asah.

a.

Silih asuh dimaksudkan bahwa sesama perawat dapat
saling membimbing, menasihati, menghormati, dan
mengingatkan bila sejawat melakukan kesalahan atau
kekeliruan, sehingga terbina hubungan kerja yang
serasi.

Silih asih dimaksudkan bahwa setiap perawat dalam
menjalankan tugasnya dapat saling menghargai
satu sama lain, saling kasih-mengasihi sebagai sesa-
ma anggota profesi, saling bertenggang rasa dan
bertoleransi yang tinggi sehingga tidak terpengaruh
oleh hasutan yang dapat membuat sikap saling curiga
dan benci.

Silih asah dimaksudkan bahwa perawat yang merasa
lebih pandai/tahu dalam hal ilmu pengetahuan, dapat
membagi ilmu yang dimilikinya kepada rekan sesama

perawat tanpa pamrih.

Hak Dan Rrwapiban Dalam Keperewatan Profenonal



3. Hubungan antara Perawat dengan Profesi HESEhEhn

yang Lain _

Dalam melaksanakan tugasnyd, PET?"E""H_'Z lthl:iak daﬂal
bekerja tanpa berkolaborast til.-‘ﬂEil‘" pro "35; AN, Profgg
|ain tersebut adalah dokter ahli gizi, tenaga 3h“mtﬂl'ium_

tenaga rontgen, dan sebagainya. .

Setiap tenaga profesi tersebut mempunyai tangg;,,
jawab terhadap kesehatan pasien, hanya pEl_ldekatannh
saja yang berbeda disesuaikan dengan mef'-‘ﬁln!fﬂ masing.
masing. Dalam menjalankan tugasnya setiap profesj
tuntut untuk mempertahankan kode etik profesi p,
sing-masing, Kelancaran tugas masing=m:‘;5ing profes;
tergantung dari ketaatannya dalam menjalankan dgq
mempertahankan kode etik profesinya.

Bila setiap profesi telah dapat saling mengharg;
maka hubungan kerja sama akan dapat terjalin dengan
baik, walaupun pada pelaksanaannya sering juga terjadi
konflik-konflik etis.

4. Hubungan Kerja Perawat dengan Institusi Tempat Ker-
ja

Seorangperawatyangtelahmenyelesaikan pendidikan

baik tingkat akademi maupun tingkat sarjana, memerlukan

suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya baik

di bidang pengetahuan, keterampilan, maupun profesic
nalisme.

Memperoleh pekerjaan yang benar-benar sesudl
dengan kemampuan standar yang telah digariskan oleh
pendidikan yang telah diikutinya sangatlah sulit karen?
besarnya persaingan antara jumlah tenaga yang ad?
dengan sedikitnya jumiah lahan tempat bekerja. Oleh
karena itu, banyak yang beranggapan bahwa yang pentif
bekerja dulu, sedangkan masalah penempatan kerl?
sesuai atau tidak, akan dipikirkan kemudian. Hal ini sang?!
berpengaruh terhadap motivasi untuk bekerja.
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l“ill'-‘ﬂhﬂﬂ pekerjaan yang diberikan sesuai dengan
keinglnan dan kemampuan, maka motivasi kerja akan
menlrrgkat, tetapi bila pekerjaan yang didapatkan tidak
sesuai keinginan dan cita-cita, maka akan terjadi penuru-
nan motivasi kerja yang menjurus terjadinya konflik antara
nilai-nilai sebagai perawat dengan kebijakan institusi
tempat bekerja, Bila terjadi penumpukan konflik nilai

dalam pelaksanaan pekerjaannya setiap hari, lambat laun
akan terjadi:

a.  Buruknya komunikasi antara perawat sebagai peker-
jaan dengan institusi selaku pemeberi kebijakan.

b. Tumbuhnya sifat masa bodoh terhadap tugas yang
merupakan tanggung jawabnya,

c.  Menurunnya kinerja.

Agar dapat terbina hubungan kerja yang baik antara

perawat dengan institusi tempat kerja, perlu diperhatikan
hal-hal dibawah ini.

a. Perlu ditanamkan dalam diri perawat bahwa bekerja
itu tidak sekadar mencari uang, tetapi juga perlu hati
yang tulus,

b. Bekerja juga merupakan ibadah, yang berarti bahwa
hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan
dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung
jawab akan dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun
batin.

¢. Tidak semua keinginan individu perawat akan peker-
jaan dan tugasnya dapat terealisasi dengan baik sesuai
dengan nilai-nilai yang ia miliki.

d. Upayakan untuk memperkecil terjadinya konflik nilai

dalam melaksanakan tugas keperawatan dengan
menyesuaikan situasi dan kondisi tempat bekerja.

¢, Menjalin kerjasama dengan baik dan dapat memberi-
kan kepercayaan kepada pemberi kebijakan bahwa
tugas dan tanggung jawab keperawatan selalu meng-
alami perubahan sesuai IPTEK.
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BAB 6

KONSEP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN ETIK
KEPERAWATAN

A. DEFINISI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIK

Pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai
proses atau urutan aktivitas yang melibatkan tahap pengena-
lan masalah, mencari informasi, definisi alternatif, dan pemili-
han satu dari dua atau lebih alternatif yang sesuai dengan
preferensi peringkat. Menurut Davis (1988) keputusan adalah
hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas.
Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai
unsur-unsur perencanaan. Keputusan dibuat untuk mengha-
dapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap
rencana yang telah digariskan atau penyimpangan serius ter-
hadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Etika adalah prinsip moral yang menuntun perilaku sese-
orang, Moral ini dibentuk oleh norma sosial, praktik budaya,
dan pengaruh religius. Pembuatan keputusan etis adalah
proses menilai implikasi moral dari suatu tindakan. Semua
keputusan memiliki dimensi etis atau moral karena alasan
sederhana semua berdampak pada orang lain. Pemimpin perlu
menyadari keyakinan etis dan moral mereka sendiri sehingga
mereka dapat masalah dengan baik, terutama saat menghadapi

keputusan yang sulit.



Keputusan etis bisa melibatkan .hﬂhl‘l;;f*; 1;'::;3::1:%5,‘
Bidang etika, yang juga dikenal sebagai fils? S
jukkan bahwa ada berbagai cara untuk mernf ;.JI:I':B.I‘I:l'II'IL -
bela, dan merekomendasikan konsep anlf‘_ 3 n‘nd*al; salah,
Misalnya, dari sudut pandang konsekuensialis, h“i;k an '}m“
benar secara moral adalah tindakan :-'i_mE f"f“"g aslikan “51?,
atau konsekuensi yang baik. perspektif utilitarian mengampy
posisi bahwa tindakan yang tepat adalah tindakan yang me.
maksimalkan kebahagiaan secara keseluruhan.

Sebagian besar keputusan etis ada di area abu-abu d.imﬂ'
na tidak ada keputusan yang jelas atau jelas yang dapat ditey.
tukan semata-mata melalui analisis kuantitatif atau pertim.
bangan data atau informasi objektif. Pembuatan keputusap
etis memerlukan penilaian dan interpretasi, penerapan sepe.
rangkat nilai pada seperangkat persepsi dan perkiraan konse-
kuensi tindakan. Terkadang keputusan etis melibatkan pemi.
lihan bukan antara yang baik dan yang buruk, tapi antara baik
dan lebih baik atau antara yang buruk dan yang lebih buruk,

Membuat keputusan etis juga melibatkan pilihan tentang
siapa yang harus dilibatkan dalam proses dan bagaimana
keputusan harus dibuat. Misalnya, jika sebuah keputusan akan
berdampak signifikan terhadap masyarakat setempat, par
pemimpin mungkin merasa berkewajiban untuk mengundang
perwakilan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi.
Demikian pula, keputusan dengan dimensi etika yang signifikan
dapat mengambil manfaat dari konsensus,

B. MODEL-MODEL PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ETIK DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

1. Pengambilan Keputusan Rioetika Husted (Model I)

Secara umum, etika dapat didefinisikan sebagai sistem
standaruntukmemotivasi, men entukan,dan membenarkan
tindakan yang diambil dalam mengejar tujuan vital dan
mendasar. Ini adalah studi tentang kehidupan yang baik
dan cara untuk mewujudkan kebahagiaan, Secara umum
etika ada hubungannya dengan apa yang penting, tujuar
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kita, dan apa yang membuat perbedaan

dalam I{Ehidupan kita, 1““[-",}"-"] panjang

Keputusan etis dalam perawatan kesehatan adalah
keputusan yangsangatmempengaruhi kehidupan manusia,
Pada zaman kuno, penyair Ovid (Krason & Hollberg, 1986)
memandang aborsi adalah hal yang tidak wajar dan tidak
suci. Dia menulis, “Orang pertama yang berpikir tentang
melepaskanjaninyang terbentuk di dalam rahimnyapantas
mati karena senjatanya sendiri"Hal ini adalah contoh
bagus yang mengingatkan kita bahwa dilema bicetika telah
dihadapi di setiap zaman. Sebagai profesional perawatan
kesehatan saat ini, perawat menghadapi dilema bioetika di
semua aspek perawatan kesehatan, mulai dari administrasi
hingga sisi tempat tidur. Untuk mengatasi keputusan ini,
perawat memerlukan proses pengambilan keputusan
yang memungkinkannya mengatasi dilema ini dalam ke-
rangka etis yang rasional dan dapat dibenarkan. Teori
biofetik simfonologi (symphonology) oleh Jems H. Husted
dan Gladys L. Husted(2007) dapat memberi gambaran

model keputusan apa yang harus diambil perawat ketika
menghadapi dilemma etik.

Simfonologi didasarkan pada anggapan bahwa ada
kesepakatan rasional antara semua makhluk. Kesepakatan
ini tersirat di alam dan berupa kesepakatan untuk tidak
melakukan agresi. Dengan kata lain, saya tidak akan
bertindak melawan Anda dan Anda tidak akan bertindak
melawan saya. Tanpa kesepakatan implisit ini, kita tidak
akan mau mengemudikan mobil atau meninggalkan
dinding pelindung rumah kita. Kebebasan dari agresi
ini disebut sebagai hak yang negatif. Kesepakatan ini
merupakan dasar kesepakatan yang terbentuk antara
profesional kesehatan dan pasien, administrator dan
karyawan, institusi perawatan kesehatan dan masyarakat
tempat mereka bertugas.

Dalam setiap contoh kesepakatan, pro fesional keseha-
tan harus bisa mengasumsikan beban kesepakatan yang
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lebih besar Misalnya, petufas k“’wl'“"mf !-'f.:fuju Untyj,
melakukan apa yang pasien inginkan, Jika 'f‘%m"”l‘! bis,
dilakukan, Pasien setuju untuk J'I'IIE.'I'I]-'ﬂ[” pasien, Untyj,
memenuhi tanggung jawabnya dalam rencana I}'Erﬂwﬂtﬂnl
dan tidak menempatkan tuntutan }’H"H_ tidak masy),
akal pada profesional kesehatan, ﬂdmim:-:tmn_]r setujy
untuk memperlakukan karyawan dengan keadilan yang
setara dan karyawan setuju untuk mfl.akukan fungs;
tertentu dalam organisasi. Kesepakatan ini bergantung
pada standar biootika kesetiaan, kemanfaatan, kejujuran,
ketegasan, kebebasan, dan otonomi.
a. Kesepakatan, implisit atau eksplisit, tidak akan ter.
cipta jika kita berpikir bahwa pihak lainnya tidak akan
setia pada kesepakatan (kesetiaan);

b. Siapa yang akan melakukan kesepakatan, kecuali ada
beberapa “kebaikan® yang bisa dicapai (kemanfaatan);

¢. Kesepakatan memerlukan persetujuan dan persetu-
juan hanya dapat diperoleh melalui pembagian infor-
masi yang benar (kejujuran);

d. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan waktu dan
usahanya sendiri, sebuah kesepakatan tidak dapat
dibuat (self-assertiveness);

e. Sebuah kesepakatan hanya berlaku jika pihak-pihak
tersebut tidak dipaksa dengan cara apapun (otonomi);

f. Mereka harus diberi kesempatan untuk memilih seca-
ra bebas (kebebasan);

g Tidak ada yang mau membuat kesepakatan jika itu
berarti kehilangan individualitas /leunikan mereka
(otonomi),

Ketika kita mengumpulkan pengetahuan tentang ke-
sepakatan ini dengan konteks situasinya, kita memiliki
kerangka kerja symphonologicaluntulk memandu pengam-
bilan keputusan yang etis. Hospers (1995), seorang filsuf
Amerika berpendapat bahwa dalam etika semua hal
bersifat kontekstual. Konteks Situasinya adalah realitas
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objektif, sepert adanya waktu dan tempat di mana kepu-
tusan harus dibuat dap mencakup
orang yang terlibat secarg relevan. Hal ini merupakan
55:11311 satu  poin kuat simfonologl. Ketika keputusan
{|.I|:ruat dengan mempertimbangkan konteks situasi, kita
tidak menggunakan konsep tunggal seperti “tugas” atau
“kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar"Kita tidak akan
m?manfaatkan Peraturan, standar budaya, kepercayaan
pnh:?dl, atau emosi untuk mengambil keputusan. Sebagali
gantinya, kita menggunakan situasi seperti adanya standar

b?n&tikﬂ untuk mencapai keputusan etika yang dapat
dibenarkan dan rasional,

kemampuan orang-

Simfonologi membantuy profesional kesehatan meng-
ungkap dilema etika dengan menyediakan kerangka kerja
yang tidak rumit untuk pengambilan keputusan etis.Agar
lebih spesifik, simfonologi didefinisikan sebagai etika
berbasis praktik yang berpusat pada pasien. Ini adalah
etika individualistik yang menyatukan alasan mengapa
sebuah keputusan dibuat dengan tindakan itu sendiri dan
konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakan tersebut.
Simfonologi adalah etika profesional yang memandu
interaksi perawat dengan pasien, satu manusia dengan
orang lain. Teknik ini menuntut agar perawat bertindak
berdasarkan penalaran: bahwa perawat harus memiliki
alasan “untuk” sebuah keputusan yang dimulai dengan
realitas objektif dari situasi daripada alasan "dari" sebuah
keputusan, yang berarti bahwa perawat memulai dengan
subjektivitas, keyakinan, atau perasaannya sendiri yang
tidak diragukan lagi.

Hospers (1972) menjelaskan bahwa dalam etika
semua hal bersifat kontekstual dan konteks setiap tindakan
itu unik dan tidak dapat diganti, bahkan sedikit perbedaan
antara dua situasi dapat menghasilkan perbedaan dalam
keputusan moral kita. Simfonologi mempertimbangkan

situasi di mana tindakan etis berlangsungdan pengetahuan
yang dimiliki perawat untuk dibawa ke situasi tertentu.
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3 e teks pengetal
4 "l ‘II“.' l"““ '.l...}-rr
Ada falinan “konteks SIS - J keputus
) mHluwtwl‘l“"k"" kerangka kerfa di i keputusay iy

e keputusan simbong],,.

Dasar proses i"""']'l‘""hiil'lII1L =S iimfonologi b b
adalah konsep kesepakatan. Faktany t:“ v :.1 . Clary
studi tentang kesepakatan tersebut. h* 1.'-; h'l Cmbyy,
kesepakatan karena sebagal manusia Kitaadata nmkhm

rastonal, unik, bebas, objektif, agertif, pencart k"""j‘““ﬂﬂn.
dan setia. Sebagal orang unik kita tidak seperti “f‘-lrng
lain di dunia, Kita menentukan sendiri hal-hal 1":."13 Ingin
dilakukan. Kita dapat menggunakan kekuatan kita untyy
mengejar tujuan jangka panjang, berurusan - dengy,
realitas objektif, mengendalikan waktu dan usaha ki,

sendiri, menpejar sesuatu agar bisa hidup.

Kesepakatan yang paling mendasar antara manusi
adalah kesepakatan ketidakpercayaan. Kesepakatan in,.
plisit antara orang-orang ini adalah hasil dari kesadaran
bersama dan merupakan dasar dimana setiap interaksj
terfadi. Kesepakatan antara orang-orang yang tidak
melakukan agresi adalah konteks etis paling sederhana dan
paling dasar antara manusia. Hal ini menentukan interaksi
etis apa seharusnya karena tidak ada interaksi yang
mungkin terjaditanpa kesepakatan ini. Dalam kesepakatan,
kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan diri
dengan komitmen yang lain. Kesepakatan perawat-pasien
berkembang dari kesepakatan paling dasar ini,

2, Pengambilan Keputusan Davis &Stadler(Model I1)

Panduan tujuh langkah untuk pengambilan keputusan etis
[Davis, 1999);

a.  Katakan masalahnya

Misalnya, ada sesuatu tentang keputusan ini yang

membuat saya tidak nyaman atay apakah sayd
memiliki konflik kepentingan,
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Periksa faktanya

Banyak masalah hijl

. ang pada pemeriksaan situasi
lebih dEI‘EHt, semen P

tara yang lain berubah secara

radika%.h!isalnya, orang yang terlibat, hukum, kode
profesional, kendala praktis lainnya.

Identifikasi faktor vang relevan
Kembangkan daftar pilihan

Jadilah imajinatif, cobalah untuk menghindari "dilema;
bukan "ya” atau "tidak” tapi siapa yang harus pergi ke,
apa yang harus dikatakan.

Uji pilihannya. Gunakan beberapa tes berikut ini:

1) Uji bahaya: apakah opsi ini merugikan lebih sedi-
kit daripada altern atifnya?

Uji publisitas: apakah saya ingin pilihan pilihan
saya diterbitkan di surat kabar?

3) Ujidefensibility: mungkinkah saya memilih pilihan

ini sebelum komite kongres atau komite rekan
sejawat?

2)

4) Uji reversibilitas: apakah saya masih menganggap
pilihan ini adalah pilihan vang baik jika saya
terpengaruh oleh hal itu?

5) Tes rekan kerja: apa yang dikatakan rekan kerja
saya saat saya menjelaskan masalah saya dan
menyarankan opsi ini sebagai solusi saya?

6) Tes profesional: apa yang mungkin oleh badan
profesi saya tentang etika mengenai pilihan ini?

7) Uji organisasi: apa yang dikatakan oleh petugas
etika atau penasihat hukum perusahaan saya
tentang hal ini?

Buat pilihan berdasarkan langkah 1-5

Tinjau langkah 1-6. Ba gaimana Anda bisa mengurangi
kemungkinan membuat keputusan serupa lagi?

Konsep Pengambilan Keputuzan Erik }fe:pmm,.



al 8 | I b
1) mluh.rh;:-vrmn.lhlrty-IHH'LII”' Mlilulu: :I'I"l : H.
Inelividu (dan g kan polls LEnLanE PECR.,,

opfaan, A7
perubalian pelerfaan, |
2)  Apakah ada cara antule memilik) lebih hanyalk o,

kungan laln kall? |

3)  Apakah ada cara untuk mengubalt Organisas (i,
salnya, menyarankn |1|-r|||:.1||.'m feebljibean i,
pertemuan departemen berikutnya )

C. TAHAPAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIK

1. Identifikasi masalahnya

Kumpulkan (nformasi sebanyak mungkin yang akay
menjelaskan situasi yang dihadapl, Dengan demiklan, pey
ting untuk mencarl dan mencatat sespesifik dan semalk
simal mungkin mengenal masalah yang dihadapl. Menuls
gagasan di atas kertas sering membantu memberikan
kejelasan. Buat garls besar fakta, pisahkan atribut, asums),
hipotesis, atau kecurigaan. Ada beberapa pertanyaan untuk
ditanyakan kepada dirl sendiri: apakah ini masalah els,
legal, profesional, atau klinis? Apakah ini kombinasi dar|
lebih dari satu hal tersebut? Jika ada pertanyaan hukum,
pastikan untuk meminta nasihat hukum,

Pertanyaan lain yang mungkin berguna untuk dita-
nyakan kepada diri sendiri antara lain;

a. Apakah masalah terkait dengan saya dan apa yang se-
dang atau tidak saya lakukan?

b. Apakah itu terkait dengan klien dan Jatau klien yang

signifikan lainnya dan apa yang seda ng atau tidak me-
reka lakukan?

¢. Apakah terkait dengan teknologl dalam penyediaan
layanan atau penyimpanan catatan?

d. Apakah terkait dengan institusi atay lembaga dan
kebijakan dan prosedurnya?
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e. Jike B ;
Jika masalah dapat diselesaikan dengan menerapkan

kebij;
ebijakan lembaga, perawat dapat melihat panduan
lembaga tersehut,

2. Terapkan Kode Etik Keperawatan

Setelah mengklarifikasi masalah, lihat Kode Etik Kepe-
rawatan yang berlaku untuk melihat apakah masalah ter-
sebut df.ipat ditangani dengan sederhana. Saat meninjau
knde. etik, pastikan untuk mempertimbangkan perspektif
multikultural dar kasus tertentu (Frame& Williams,
2005).Ingatlah untuk memeriksa semua gangguan yang
ada saat melibatkan teknologi tertentu. Jika ada standar
atau beberapa standar ya ng berlaku dan spesifik dan jelas,
setelah tindakan yang ditunjukkan harus mengarah pada
penyelesaian masalah. Untuk dapat menerapkan standar

etika, penting bagi perawat untuk membacanya dengan
cermat dan memahami implikasinya.

lika masalahnya tidak terselesaikan dengan meninjau
Kode Etik Keperawatan, maka kita memiliki dilema etika
yang kompleks dan perlu melanjutkan langkah-langkah
lebih lanjut dalam proses pengambilan keputusan etis
(Bradley & Hendricks, 2008). Levitt, Farry, dan Mazzarella
(2015) menunjukkanbahwamodel pengambilan keputusan
bisa memakan waktu lama. Jika itu adalah dilema etika
yang kompleks, maka perawat harus meluangkan waktu
untuk menganalisis dan menilai semua aspek situasi dan
solusi potensinya secara menyeluruh.

3. Tentukan sifat dan dimensi dilema

Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk memas-
tikan bahwa perawat telah memeriksa masalah dalam ber-
bagai dimensinya:

a. Periksalah implikasi dilema untuk masing-masing
prinsip dasar: otonomi, keadilan, beneficiance, non-
maleficence, dan kesetiaan. Tentukan prinsip mana
yang sesuai dengan situasi spesifik dan tentukan
prinsip mana yang menjadi prioritas dalam kasus
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{ masing-masing prins;

ane dialami, Secara teorl masing-mas . ip
::;uuf:,lIIIM nilal yang sﬂmﬂ-_l’“"H h?:‘i:I:ﬂF‘-:ﬂ"Ta[
perlu  menggunakan penilaian  pro tL:m l-:l:hih IULE
menentukan prioritas ketika dua @ dar;
mereka berada dalam konflik.
Tinjau kembali literatur prnl'ﬂsinn.ﬂl Fﬂ“g relevan
untuk memastikan bahwa meiklf'ﬂ“ P'ﬂf“iﬂf\al
terkini yang dipakai dan menyadari keragaman isy
yang terlibat dalam situasi tertentu.

Berkonsultasilah dengan perawat pr”FE5iu"al berpe.
ngalaman dan/atau supervisor yang juga mematuhj
Kode Etik Keperawatan yang sama. 5_"’“ mereka
meninjau kembali informasi yang telah dlkum.li'umﬂﬂr
mercka dapat membantu perawat melihat isu lain
yang relevan atau memberikan perspektif yang
belum dipertimbangkan. Mereka mungkin juga dapat
mengidentifikasi aspek dilema yang sebelumnya tidak
dipandang secara objektif.

Konsultasikan dengan asosiasi profesional untuk me-

ngetahui apakah mereka dapat memberikan bantuan
terhadap dilema tersebut.

4, Menghasilkan potensi tindakan

a.

Lakukan brainstorming sebanyak mungkin untuk tin-
dakan potensial. Jadilah kreatif dan daftar semua pili-

han yang dapat dipikirkan, bahkan pertanyaan yang
tidak diyakini akan berhasil.

Dalam fase brainstorming ini, tujuannya adalah meng-
hasilkan solusi potensial sebanyak mungkin. Jangan

khawatir menilai dan menghilangkan solusi,evalusi
akan dilakukan pada langkah berikutnya,

Bilamungkin, berkonsultasilah dengan setidaknya satu

rekan kerja yang mengikuti Kode Etik Keperawatan
untuk membantu menghasilkan pilihan,
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Pertimbangkan konsekuensi

: potensial dari semua pi-
lihan dan tentukan tindakan

a. Tlmhfang informasi yang telah dikumpulkan dan
prioritas yang telah ditetapkan, evaluasi setiap opsi,
pastikan untuk menilaj konsekuensi potensial bagi
semua pihak yang terlibat.

b. Ren}ingkan implikasi setiap tindakan untuk klien,
bagi orang lain yang akan terdampak, dan untuk diri

sendiri.
c¢. Hilangkan pilihan yang jelas tidak memberikan hasil

yang diinginkan atau yang menimbulkan konsekuensi
yang lebih bermasalah,

d. Tinjau pilihanyangtersisauntuk menentukan opsiatau
kombinasi pilihan yang paling sesuai dengan situasi
dan memenuhi prioritas yang telah diidentifikasi.

Evaluasi tindakan yang dipilih

a. Tinjau ulang tindakan yang dipilih untuk melihat
apakah ada pertimbangan etis baru,

b. Terapkan tiga tes sederhana untuk tindakan yang di-
pilih untuk memastikan bahwa hal itu sesuai: keadilan,
publisitas, dan universalitas (Stadler, 1986).

1) Keadilan: dalam menerapkan ujian keadilan, nilai
rasa keadilan Anda sendiri dengan menentukan
apakah Anda akan memperlakukan orang lain
sama dalam situasi ini.

2) Publisitas: untuk ujian publisitas, tanyakan pada
diri Anda apakah Anda ingin perilaku Anda
dilaporkan di media.

3) Universalitas: uji universalitas meminta Anda
untuk menilai ap.ﬂkﬂh Anda dapat merekomen-
dasikan tindakan yang sama kepada perawat lain
dalam situasi yang sama.

c. Jikatindakanyang dipilih menyebabkan masalah etika
baru, perawat harus kembali ke awal dan mengevaluasi
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- eptinp jangkah proses. Mungkin bl
kembali 8 4h atau perawal mungkip to n
calahnya dengan tidak beng, ik

ilalui dan pera
: Jlah sudah dilelul €N peravigt

lah implementasl.
nya tindakan

1 melaksanakan rencana, Hﬂ“%l
ng tepat tidak berarti akan m,, dah

7. Melaksanakan jalan

2. Perkuat telad untu

karena keputusanyang
diterapkan. Mengambil tindakan yang tepat daj,,,
dilema etika serin gkali sulit dilakukan.

b. Setelah jmplementasl, perlu satu tindakan lain il
menindaklanjuti cituasi untuk menilai apakah ting,.

kan tersebut memiliki efek dan konsekuensi yan

diantisipasi.

D. FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI PENGAMBILAN KE.
PUTUSAN ETIK DALAM KEPERAWATAN

1. Faktor agama dan adat-isitiadat

Apama serta latar belakang adat istiadat merupakan
faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap pe-
rawat disarankan memahami nilai yang diyakini maupun
kaidah agama yang dianutnya. Sebagai negara berketu-
hanan, segala kebijakan atau aturan yang dibuat diupaya-
kan tidak bertentangan dengan aspek agama yang ada
di Indonesia. Faktor adat istiadat yang dimiliki perawat
atau pasien sangat berpengaruh terhadap pembuatan
keputusan etis tetapi kaitan adat istiadat dan implikasi

dalam keperawatan sampai saat ini belum tergali jelas di
Indonesia.

2. Faktor sosial

Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap pemhﬂﬁ'
tan I'i't'!IJ'lltlusazm etis. Faktor ini meliputi perilaku sosial dan
budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum da
peraturan perundang-undangan (Ellis, Hartley, 1980).
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3. Faktor ilmy Pengetahuay

Kemajuan dj bid
katkan kualitas hidy
dengan di

dan teknologi

g keschatan telah mampu mening-
temukannp : ShErtl:: mu_m”"rpa“iﬂ"ﬁ usia manusia
cara prosedur h ¥a berbagai mesin mekanik kesehatan,

aru, dan bahan atau obat baru. Misalnya,

Eg;r:l;ezgx Bangguan ginjal yang dapat diperpanjang
at adanya mesin hemodialisis, Wanita yang

mengalami kesulitan hami] da .
gt pat dibantu dengan berbagai

4. Faktor legislasi dan keputusan yuridis

5 kTFUIJH]mn soslal dan legislasi secara konstan saling
erkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menye-

babkan timbulnya suatu tindakan yang merupakan reaksi
perubahan tersebut. Legislasi merupakan jaminan tinda-
kan menurut hukum, sehingga oprang yang bertindak

tidak sesuai hukum dapat menimbulkan suatu konflik
(Ellis &Hartley, 1990). |

5. Faktor dana/keuangan

Dana atau keuangan untuk membiayai pengobatan
dan perawatan dapat menimbulkan konflik. Walaupun
pemerintah telah mengalokasikan dana yang besar untuk

pembangunan kesehatan, dana ini belum seluruhnya
dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan sehingga
partisipasi swasta dan masyarakat banyak digalakkan.
Perawat sebagai tenaga kesehatan yang setiap hari meng-
hadapi klien, sering menerima keluhan klien mengenai
pendanaan. Dalam daftar kategori diagnosis keperawatan
tidak ada pernyataan yang menyatakan ketidakcukupan
dana, tetapi hal ini dapat menjadi etiologi bagi berbagai
diagnosis keperawatan, analara lain ansietas dan

ketidakpatuhan.

6. Faktor pekerjaan/posisi klien maupun perawat
Dalam pembuatan suatu keputusan, perawat perlu
mempertimbangkan posisi pekerjaannya. Sehagxan besar
perawat bukan merupakan tenaga yang praktik sendiri,

Kinsep Pengambilan Keputusan Etik Keperamatan
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BAB 7

KELALAIAN, MALAPRAKTIK, DAN
DILEMA ETIK DALAM
KEPERAWATAN

A. KELALAIAN (NEGLIGENCE)

Kelalaian (negligence) adalah salah satu bentuk pelang-
garan praktik keperawatan, dimana perawat lalai atau tidak
melakukan kegiatan praktik yang seharusnya mereka lakukan
pada tingkatannya. Perawat juga dianggap lalai apabila mela-
kukan sesuatu yang harusnya dilakukan pada tingkatan ke-
ilmuannya tetapi tidak dilakukan atau melakukan tindakan
di bawah standar yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan
bahwa kelalaian praktik keperawatan adalah ketika seorang
perawat tidak mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu
pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam
merawat pasien atau orang yang terluka menurut ukuran
dilingkungan yang sama.

Kelalaian berbeda dengan malapraktik, malapraktik meru-
pakan pelanggaran dari perawat yang melakukan kegiatan
yang tidak seharusnya mereka lakukan pada tingkatanya teta-
pi mereka lakukan. Kelalaian dapat disebut sebagai bentuk pe-
langgaran etik ataupun bentuk pelanggaran hukum, tergantung
bagaimana masalah kelalaian itu dapat timbul.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyelesai-
kan masalah kelalaian ini dengan memperhatikan dariberbagai



hleum' mﬂﬂUEiﬂll}’ﬂ baik }!ang Me

ik etik, :
sudut pandang. hal:;zpuﬂ pent‘ﬂma [ayaflaﬂ. HE]Ellalan tid
berikan layanan It ik, tetapi kelalaian termasuk dg).

dengan malapra malapraktik ;
z:tn:amalaﬁraktik, artinya bahwa e praktik. iy

ian adalah segala t
selalu ada unsur kEIHta::m::E]:::EEEgZET stamglar SL“]E:kan
g di.]ak"'kan : - k ;:-I:; ian orang lain (Sampurno, Eﬂﬂsja
mengakibatkan cidera/kerus T

Kelalaian yang dilakukan perawat dapa ; Pa omissjq,,
(kelalaian untuk melakukan sesuatu yang fﬁ e '.j“a'
kukan) atau commission(melakukan Sesuatu Secsal‘ﬂ tdak
hati-hati). Selain pembagian tersehut.1 menurut Sampuryg
(2005), kelalaian dapat dipisahkan ITIEI'I].HIIII]I tiga bentuk. Yang
pertama adalah malfeasance. Perawat dikatakan malfeasance
apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak
tepat/layak, misalnya menjalankan tindakan keperawatap
tanpa indikasi yang memadai/tepat. Kedua, misfeasance, yaity
melakukan pilihan tindakan keperawatan yang tepat tetapi
dilaksanakan dengan tidak tepat, misalnya melakukan tindakan
keperawatan dengan menyalahi prosedur. Ketiga, nonfeasance,
hal ini ketika perawat tidak melakukan tindakan keperawatan
vang merupakan kewajibannya, misalnya pasien seharusnya
dipasang pengaman tempat tidur tapi tidak dilakukan,

Pada Pasal 29 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
disebutkan apabila tenaga kesehatan diduga melakukan
kelalalan dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut
harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Sementara
itu, sesuai dengan Pasal 190 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau
tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan
pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak
memberikan pertﬂlungan pertama terhad ap ]]ESiEll yang dalam
keadaan gawat darurat sebagaimana dapat dipidana dengan
e eVl b b dn, end g b
kelalaian rrhEIlgiélIv'.I:'::ia::lt.ka.aﬂr;:I tEna:ga Kisehatan yang melakui.ﬂ"
pimpinan fasilitas pela T oA i 78

yanan kesehatan dan /atau tenaga kese-
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hatan tersebut dipidan; dengan pig
tahun dan denda paling banyak sat

Hal-halyang harys diperhatika
kelalaian adalah sebagaj berikut-

1. Perawat dikatakan lalaj 5

ana penjara paling lama 10
u miliar rupiah,

N perawat dalam menhadapi

pabila melakukan sesuatu
_ _ yang
tidak dilakukan dengan hati-hatj ataukegagalan melakukan

sesuatu yang d.ilakukan dengan bijaksana, dalam situasi
tertentu yang ditunjukkan oleh buks.
2. Seseorang dapat dituntut karena

profesional k'E:EEhEItam Misalnya, seseorang dapat dituntut
Im‘rena kelalaian jika dia menyebabkan luka pada orang
lain saat mengoperasikan kendaraan bermotor.

3. Kﬂi‘ka Seorang perawat dituntut karena melukai seorang
pasien saatdia sedang bertugas, tuntutan hukum semacam
itu adalah untuk “kelalaian”, Seringkali, ini juga disebut
sebagai malapraktik keperawatan karena perawat, dalam
perannya sebagai perawat, dianggap melakukan sesuatu
yang menimbulkan luka pada pasien.

4. Ketika seorang pasien mengaku terluka karena malapraktik
yang dilakukan perawat, bisakah pasien itu menuntut ba-
yaran untuk luka-luka itu? Jawabannya adalah tidak mung-
kin, kecuali jika perawat sepenuhnya setuju bahwa mala-
praktiknya menyebabkan luka tersebut. Jika ada kesepakatan
total tentang penyebab luka dan kerusakan yang diakibat-
kannya, tidak ada tuntutan hukum. Tuntutan hukum hanyalah
sarana untuk menyelesaikan perselisihan fakta.

Unsur-unsur kelalaian tertentu perlu dibuktikan oleh
penggugat. Dengan kata lain, penggugat memiliki tanggung
jawab untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar
seperti yang diklaim. Inilah unsur kelalaian yang harus
ditunjukkan penggugat
1. Penggugat harus menunjukkan bahwa perawat tersebut

memiliki kewajiban kepada penggugat. ,

j itu ada
2. Ji at dapat menunjukkan bahwa tugas i \
l;::ﬁ E]:;gaﬁgams n]:e nentukan standar asuhan yang sesuai.

kelalaian tanpa menjadi

apraktl, D Dilema Etilk Dalam Kepentecaton

Kelalaran, Mal



i an, Penggugp; ]
3. Setelah standar perawatan dltentluk'lna : ¥ ;I:I, 2 L:: har |
" el melan melang,,
menunjukkan bahwa perawal elangh T

standar asuhan tersebut.

4. |Jika memang terjadi pelangga .
buktikan bahwa pelanggaran i
gugat.

ran, penggugat harus p,, :
menyebabkan lukg Deny.

5. Begitu penggugat membuktikan bahwa pelanhggamn ter.
sebut menyebabkan luka tersebut, ‘PE“BE“FM ﬂltus Meny,
buktikan bahwa ada kerusakan akibat pelanggaran terse,
but.

Seorang perawat akan menghadapi tuduhan kelalaj,,
jika dia ditunjuk sebagai terdakwa dalam tuntutan hukyp,
malapraktik medis (sejenis tuntutan hukum P'—‘l'dlﬂtﬂ]- Tuntutay
hukum dapat dilakukan oleh satu atau lebih Penggugat
Penggugat dalam sebuah kasus malapraktik medis biasany,
adalah pasien dan anggota keluarga dekat pasien, sepert;
pasangan dan anak-anak klien. Penggugat harus membya
pernyataan klaim untuk memulai tuntutan perdata dengan
menjelaskan dugaan kelalaian terdakwa. Terdakwa adalah
mereka yang diduga telah merugikan pasien. Terdakwa bisa
jadi tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat, dan badan
hukum, seperti rumah sakit dan otoritas kesehatan lainnya,

Perawat dapat menggunakan satu atau lebih dari perta-
hanan berikut ketika menghadapi tuduhan kelalaian:

1. Tindakan perawat adalah hal masuk akal dan bijaksana da-
lam situasi tersebut.

2. Kesalahan dalam penghakiman. Jika bukti menunjukkan
bahwa insiden tersebut merupakan kesalahan dalam peng:
kajian daripada kegagalan untuk bertindak secara wajar
dan berhati-hati, pengadilan mungkin tidak menyatakan
tidak ada kelalaian.

3. Tindakan terdakwa lainnya, Setiap terdakwa memiliki
kesempatan untuk memberikan bukti dalam pembelaan
mereka sendiri.Mengingatsifat pemberian layanan keseha-
tan multidisipliner, saksi atay terdakwa dapat memberi

Witekar Profiess & Hubum Kepereatan



ka berinteraks denpan
atan selamg kejadian yanp me-

kum. pep
; * "engadilan kemudian harus
menentukan propopgi kelalaian T an haru
masing terdakws. ’ ada, dari masing-

4. Batasan periode

_ gajukantuntutanhukumdalam ktu
yang d'rE“'-:'—lkﬂl'l dalam perundang-und;lri]gan
Setelah periode inj berlaly, pe Nggugat umumnya dilarang
menuntut, walaupun

bawah ada pengecualian untuk anak di
awatal umur dan mereky yang tidak memilik kapasitas
mental.

lu

B. MALAPRAKTIK

Malapraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya
dan tidak selalu berkonotas; yuridis. Secara harfiah "mala”
mempunyai arti ‘salah’ sedangkan “pratik® mempunyai arti
‘pelaksanaan atau tindakan, sehingga malapraktik berarti
pelaksanaan atau tindakan yang salah. Definisi malapraktik
profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter atau
perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu
pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang
lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka
menurut ukuran dilingkungan yang sama.

Malapraktik juga dapat diartikan sebagai tidak terpenu-
hinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh
oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena
tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keter-
bukaan, dalam arti harus menceritakan secara {eias tentang
pelayanan yang diberikan kepada konsumen, ha.tk pleayanan
kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya yang diberikan.

Malapraktik sangat spesifik dan terkait dﬂnganl status
profesional dan pemberi pelayanan dan standar Pﬂrﬂi';ﬂ:;:;
profesional. Malapraktik adalah kegagalan Seﬁm;gkpin Eral-rtil-:
(misalnya, dokter dan perawat) untuk melakukan p

Kelalaian, ”,;,I_'.;Fm.hrk,lj.m Dilema Etik Dalam Keperauafan .{I:D
i
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Malapraktik lebih Iu:lfiI l: ah malapraktik pun mencg,
- ti kelalaian, 15U : ia (crima
::]i::;ﬁ:::}:i:;nknn yang dilakukan denug:;:;"ﬁf :jif:::"nuf
malapractice) dan melanggar undT g[’gm'!!}' ind) ‘sthiggg
kesengajaan tersirat adanya e tau pidana. o
tuntutannya dapat bersifat perdata @
buktikan 4 unsur yang dipe,.

Seorang pasien harus mem : _
lukan untugkp membuat kasus malpraktik.Pertama, pasie,

harus menetapkan bahwa ada hubungar perawat-pasien. Day;
hubungan perawat-pasien, tugas seorang E;HWI:: kepad,
pasien dapat dilihat secara jelas. Dapat dlataiin jarang
bahwa perawat tertentu memiliki kewa]ih:am ifepada Pasien
jika hubungan semacam itu tidak dapat ditunjukkan. Paling
sering, unsur ini akan dipenuhi dengan me ngandalkan catatap
rumah sakit yang mendokumentasikan keterlibatan perawat

dengan beberapa aspek perawatan pasien.

Kedua, pasien harus menetapkan ruang lingkup tugas
yang harus dilakukan oleh perawat. Hal ini biasanya dilakukan
meski saksi ahli bersaksi tentang perawatan yang dibutuhkan,
Ketiga, pasien harus menetapkan bahwa ada pemberhentian
dari “praktik yang baik dan yang berterima’. Praktik yang
baik dan yang berterima paling sering didefinisikan sebagai
perawatan yang akan diberikan oleh perawat secara hati-hati
dalam keadaan tertentu. Perawatannya tidak perlu perawatan
terbaik atau perawatan optimal. Selanjutnya, bila ada lebih
dari satu metode perawatan yang diakui, perawat tidak akan
dianggap lalai jika metode yang disetujui dipilih, walaupun
metode tersebut kemudian ternyata merupakan pilihan yang
salah. Selama perawat memberikan perawatan yang sesual
dengan praktik yang diterima, perawat tidak akan ditemukan
lalai, terlepas dari hasilnya. Terakhir, pasti ada hubu ngan kausal
antara tindakan atau tindakan yang berangkat dari asuhan
keperawatan yang diterima dan cedera pasien, Hubungan inl

harus ditetapkan bukan karena kemungkinan, namun karen?
kesengajaan.

Etika Profess & Hubm Keperzwatan
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Bagaimana carg menghindari tingd
banyangsederhanaadalah mereka tida
dengan memanfaatkan proges keperawatan dan menggunakan

pemikiran kritis, hasil buruk yang biasanya menyebabkan

klaim malapraktik dapat dikuranei
1 gi.Langkah-langkah proses
keperawatan digambarkan sebagai herikft: it

1. Penilaian

akan malpraktik? Jawa-
kbisa dihindari. Namun,

Identifikasi masalah / kebutuhan
Perencanaan

Pelaksanaan

oy B W W

Evaluasi

Dengan memastikan bahwa setiap langkah diambil dan
bahwa tindakan diberikan dengan menggunakan pemikiran
kritis, kemungkinan terjadinya kejadian medis yang merugikan
dapat diminimalisasi, Dalam pemberian obat, ada beberapa
aturan sederhana yang harus diperhatikan: pasien yang tepat,
obat yang tepat, rute yang benar, dosis yang tepat, dan waktu
yang tepat. Kejadian malapraktik biasanya melanggar dari lima
aturan dasar ini dan mengakibatkan seorang pasien terluka.

Dalam kasus kelalaian medis, pertentangan yang biasanya
terjadi mencakup gejala yang dikeluhkan, tanda-tanda yang
ada atau tidak ada, serta perawatan atau pengobatan yang
direkomendasikan. Dalam upaya untuk menentukan fakta,
pengadilan akan memanfaatkan catatan medis. Setiap rekaman
dianggap penting karena bersifat kontemporer dan biasanya
dibuat pada saat tidak ada ketertarikan pada hasil hukum.

Bagi perawat, kesempatan untuk dituntut dalam kasus
malapraktik masih relatif kecil. Namun, dengan meningkatnya
tuntutan yang telah diberikan pada perawat perawatan kritis
dan banyaknya kejadian medis buruk yang terjadi di rumah
sakit, risikonya jelas meningkat. Memanfaatkan asuhan
keperawatan yang baik dan menggunakan pemikiran kritis
secara signifikan akan mengurangi kemungkinan disebutkan
dalam tuntutan malapraktik. Keterampilan ini dikombinasikan
dengan teknik dokumentasi yang baik adalah pendekatan

Kelalaian, Makyprakiik,Dan Dilema Ertk Dalam Keperamatan
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porawil dituntut,

C. DILEMAETIK

Dilema etik yang dihad

ejostaldanperd

gy ksepertirasios =

I;;:Im“.m:lmf:l n:ti'i'ull gaat merawat pasien penyandang cacy,
ema dapat terf;

dile aka ’
atau pasien lanjut usla yang dapat membahayakan keada,,

asien lanjut usia munpgk;
klien sendirl. Misalnya, suuﬁslzﬁ I;;;f-ﬂ e harlalridan ufu::
ingin berjalan tanpa PENBTWAREE L Ficiko cedera pasie
mempromosikan kemandirian, na "

¢ Thompson (1985), dilem;,
karena terjatuh jugatinggi.Menurt lit dimana tidak
etik merupakan suatu masalah yang A iR ada
alternatif yang memuaskan atal situasi dimana ! yang
memuaskan atau tidak memuaskan sebanding. Dalam dilem,
etik tidak ada yang benar atau yang salabh. Untuk membuat
keputusan yang etis, seorang perawat bergantung pada pemi.
kiran yang rasional dan bukan emosional,

Dilema adalah hagaimana menyeimbangkan masalah kon-
tras. Mana yang lebih penting, kemandirian atau keamanan?
Setiap tim kesehatan, pasien, dan keluarga menghadapi tanta-
ngan sepertl ini setiap hari, Tantangan yang lebih besar dapat
dihadapi saat bekerja dengan keluarga yang memiliki bayi baru
lahirdengancacatfisikataumental Apakah etis memperlakukan
anak dengan prosedur yang akan menyebabkan rasa sakit jika
hal itu memberi mereka satu-satunya kesempatan bertahan
hidup? Apakah lebih baik memperpanjang hidup bila kualitas
hidupnya buruk?

Perawat adalah tenaga medis yang berada di garis depan
perawatan kesehatan. Oleh karena itu, seringkali perawat
dihadapkan dengan dilema etik pada tingkat pertumbuhan.
Teknologi memungkinkan orang sakit untuk bertahan hidup
dari penyakit serius. Studl terbary menunjukkan bahwa orang:
orang tersebut dapat bertahan hidup, namun tidak dapat
melanjutkan hidup dengan baik, Perawat me miliki peran dalam

menerapkan praktik klinis dan pendidikan untulk menangan!
masalah perawatan berteknolog| tinggi.

Fateka Frogfess & Hadum Kepenriaton
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U adil. Pasien dengan berbagai
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selama ini tidak mergpy Pera
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diperlakukan dengan hormat” juga meruy
dari profesi perawat,

tuk bermartabat, dan
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Kode Etik ICN lebih lanjut menyatakan bahwa “tanggung
jawab profesional utama perawat adalah untuk orang-orang
yang membutuhkan asuhan keperawatan”, ini juga menentukan
bahwa perawat tidak hanya memberikan layanan kepada
individu, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Ini adalah
tatanan tinggi ketika perawat memperhitungkan banyak
keragaman yang diwakili dalam masyarakat saat ini. Beberapa
dilema etik yang sering dihadapi perawat antara lain:

1. Kebebasan Pasien vs.Kontrol Perawat

Perawat telahmenempuh pendidikan dan memiliki
pengalaman mengenai perawatan, oleh karena itu perawat
sadar akan tindakan klinis terbaik yang bisa dilakukan
untuk pasiennya. Namun, apa yang terjadi bila seorang
pasien menolak saran medis dan membuat kf:putu sanyang
bisa mengakibatkan hasil yang kurang [IFIIIII’HEI? Perawat
akan dihadapkan dilema etis, misalnya ketika memutuskan
apakah pasien persalinan akan mendapatkan maqnfaat f-nl;
sitif dari pengnhat&n nyeri atau mendorong pasien untu

Kelalatan, Malapradtik Dan Dilema Etet Dinlami Hrlp.-rﬂw.ru..®
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tersebut dihad

2. Hak Rep roduks

— o5, pro-life adalah hal Yan,
Argumen "

perdasarkan pada pilai intl [.!.”“. lu‘:,'nlr.ln.-m
sangat pribadi “m:a‘m o-life dapatkah IMMTI lt."_‘!i'-'hu:
indivicu. Jika pi;l“ " on untuk melakukan aborsi? .
mendukung :l::,-fgpl‘ﬂt:'ll'lﬂh perawat t¢ rscl}ulinwlmlmrmuu

o = ' o i ih; ll. e

Pﬁl_‘;:w*lur:zizn otuk melanjutkan ke Iﬂ]miimI u;u.kipu“
pilinan pa: o “yﬂwﬂn}'n?I‘mnﬂam lebih dari 208 jy,,
itu mengancam | b dunia setiap tahun, Perawy
kehamilan terjadi di seluruf

memiliki kemungkinan tinggi untuk menghadapi dilep,
etik ini pada waktu tertentu.

3. Kejujuran vs. Informasi

Keluarga akan sering memilih untuk menahan infor.

masi yang sesungguhnya demi "melindungi® pasien dar
tekanan emosional. Bagi perawat, ini merupakan dilema
etika yang umum: apakah seorang pasien memiliki hak
untuk mengetahui segala hal tentang kondisinya, bahkan
jika berbagi informasi tersebut akan menyebabkan hal
negatif bagi pasien? Apakah kejujuran selalu terbaik?
Bagaimana jika dengan menyembunyikaninformasi pasien
dapat mempromosikan hari-hari terakhir yang bahagia?
Memutuskan informasi apa yang akan dibagi dengan
siapa, bagaimana,dan kapan harus membagikannya dapat
menjadi bagian sulit dari tanggung jawab seorang perawat.

4, Dilema Minor

Bekerja dengan anak-anak menyajikan serangkaian
tantangan etika yang unik. Tidak hanya perawat harus
mempertimbangkan kepentingan terbaik pasien, tapl
mereka harus menyeimbangkan hal ini dengan keinginan.
kepercayaan, dannilai keluarga, Meskipun pasien, keluarg?
dan dokter mungkin selaras dj dunia ideal, di dunia nyatd
masalah EFika seringkali muney. Masalah f.:t{s yang terkall
dengan privasi juga bisa timby] Pada anak di bawah umut
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Meskipun mereka me

i miliki beberapa
privasi, hukum mep pa hak dasar untuk

gharuskan pengungkapan informasi

m hal ini, perawat mendapatkan

keuntungan dari Pemahaman hukum, serta kebijakan

rumah sakit,

Pertentangan Keyakinan

Pengetahuan sains dan pengetahuan empiris seorang
perawat mungkin benar-benar subjektif bagipasiendengan
keyakinan agama atay pribadi tertentu. Agama tertentu
melarang prosedur medis yang bisa berarti perbedaan
antara hidup dan mati, Misalnya, dj beberapa budaya dan
dgama, transfusidarah bahkan ya ng menyelamatkan nyawa
tidak boleh diterima. Upaya perawat untuk menjelaskan
manfaat prosedur yang dipertimbangkan terhadap risiko
penyisihan dapat melampaui batas, Apakah tugas perawat
untuk mendukung keputusan pasien terhadap hak pasien
atau apakah tanggung jawab mereka untuk melakukan
segalanya dengan kekuatan mereka untuk mendesak
mereka melakukan tindakan yang dapat dicegah?Seiring
pengetahuan sains yang terus berkembang, pertanyaan
yang berkaitan dengan etika dan hak asasi manusia
diperkirakan akan tumbuh, berkaitan dengan segala hal
mulai dari penelitian sel induk hingga pengujian genetika,

Pengelolaan Sumber Daya

Jika pasien berada dalam kondisi medis yang sia-
sia dengan biaya perawatan tinggi, pada titik manakah
perawatdapat mengalihkan sumber daya ini kepada pasien
yang dapat benar-benar sembuh? Bagaimana perawat
menyeimbangkan apa yang mungkin dianggap sebagai
keputusan finansial melawan keputusan pribadi terhadap
keluarga? Bagaimanapun, ketika harus berpegang pad?
harapan untuk bertahan hidup dari orang yang dicintai,
tidak ada sumber daya yang dihabiskan sia-sia.Perawat

Kelalaian, Malaprattik,Dan Dilema Etit Dalem Keperawatan @



kan perspektif "gamharan

: rtahan e S
dituntut untuk mempe menangani situasi pribag;

besar” sambil secara bersamaan
yang sangat ketat setiap hari.

D. MENGHADAPI DILEMA ETIK _ |

Dilema etik merupakan bagian jnheren dari [‘.ll'ﬂlfl‘ﬂi kepe.

rawatan, namun bukan berarti perawat tidak memiliki akses

bantuan, American Nursing Association (ANA) menawarkan

pernyataan posisi etika dan hak asasi manusia tentang segala

hal mulai dari DNR sampai hukuman mati untuk membanty

perawat dalam menangani tantangan etika tertentu. Selan-

jutnya, rumah sakit memiliki komite etik mereka sendir

di mana perawat dapat menyuarakan masalah mereka dap
mendapatkan akses ke sumber daya yang bermanfaat.

Pada akhirnya, perawat adalah bagian yang sa ngatdihargaj
dari sistem perawatan kesehatan karena mereka peduli.
Bahkan, dari tahun ke tahun mereka mendapat penghargaan
tertinggi dari publik dalam hal standar kejujuran dan etika,
Kepercayaan ini tidak hanya datang dengan tanggung jawab
yang besar, namun tetap menjadi dasar di mana sistem
perawatan kesehatan dibangun,

1. Dilema Etika Penting dalam Perawatan

Di bidang kesehatan, sering ada dilema etik yang lebih
tinggi daripada di bidang karir lain karena situasi kematian
yang dihadapi banyak penyedia layanan. Kode etik dalam
keperawatan pada dasarnya menyatakan bahwa perawat
bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia
dan memperlakukan semua pasien dengan hormat sambil

mempromosikan kesehatan, meminimalkan penderitaan,
dan mencegah penyakit.

2. Kesehatan dan Reproduksi Wanita

Bagi perawat yang memiliki keyakinan kuat tentang
hak untuk hidup, kesehatan perempuan dan hak reproduksi
mungkin menjadi masalah. Jika perawat memilih secara

pro-choice dalam kehidupan pribadi, bisakah perawal

Ettka Profisi & Hubum Keperowatan



tcrs..ehut m.mnherﬂmn Perawatan yang sesuai kepada
pasiell‘l hamil yang bertekad tUntuk melanjutkan kEhEll':lil"lﬂ
mESrkiDUﬂ hal itu mengancam jiwa? Di sisi lain senrﬂ;g
Pasien yang meminta abors; layak mendapat ::rﬂWﬂH"
berkualitas tinggi jika Perawatnya pro-life. ’ l

Agama dan Kedokteran

Beberapa keyakinan agama melarang penggunaan
angobat modern tertenty, Mereka yang mempraktikkan
dgama-agama ini mungkin melapor ke ruang gawat
darurat atau rumah sakit yang membutuhkan transfusi
darah, misalnya, namun menolak prosedur berdasarkan
kepercayaan pribadi mereka. Perawat mungkin berusaha
untuk menarik sisi logis pasien atau keluarga dengan
mendiskusikan sifat prosedur hidup-mati, namun keperca-
yaan agama sering memenangkan pertentangan ini.
Dalam hal ini, perawat harus belajar untuk menghormati

keinginan pasien sambil memberikan informasi sebanyak
mungkin,

cab

Perlindungan dari Distres

Pasien yang sedang berjuang dengan penyakit jiwa
atau kerapuhan emosional mungkin memiliki reaksi kuat
terhadap informasi mengenai kondisi medis mereka.
Anggota keluarga atau teman pasien mungkin mencoba
untuk melindunginya dengan menyimpan informasi terse-
but. Seorang perawat harus belajar menyeimbangkan hak
pasien untuk mengetahui manfaat dari menghormati ke-
inginan keluarga serta stabilitas mental dan emosional
pasien. Mengetahui informasi apa yang berpotensi menim-
bulkan reaksi kuat juga akan sulit dilakukan.

Distribusi Sumber Daya
Rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya belum
tentu memiliki jumlah perawat yang memadai. Perawat

biasanya bekerja di bangsal-bangsal rumah sakit untuk
memberi perawatan kepada pasien, tapl terkadang mereka

Kelalaian, Malzpradtel, Dan Dilema Eisk Dalam Keperrcatan @



mereka tangan,
h barye hal?ﬂ;genl:;;?nsritﬂskan clistriﬁ::i
t Ea;utigaﬁ yang mudah. Bagaimap,
l::sfmn siapa Yang 1Ehi1;ml::ntmg
daripada orang lain Yans memh: T;:rngiin ta::an;
Seorang pasien dalam keadaan vegetd pa

i dia masih merupakay,
' dah dalam daftar, tapi
E;E:gi;in :audara laki-laki, atau saudara perempuap

seseorang.

Perawat menghadapi sejumlah

| i i ba
sepertinya tidak memiliki jawa :
dalam pikiran pasien, jawaban yang benar mungkin jelas dan

sederhana, sementara perawat merasa bahwa solusi yang
berlawanan adalah satu-satunya pilihan. ?.ela]ar .
sampingkan keyakinan dan pendapat pribadi penting untuk
menjadi perawat yang mengikuti kode etik dan memberikan
tingkat perawatan yang sama kepada setiap pasien yang
datang, terlepas dari seberapa besar kepercayaannyd terhadap
perbedaan pendapat.

E. PERANGKAT KOMITE KEPERAWATAN DAN KOMITE
ETIK RUMAH SAKIT

Tenagakeperawatandi RumahSakitmerupakanjenistenaga
kesehatan terbesar (jumlahnya antara 50-60%), memiliki jam
kerja 24 jam melalui penugasan shift, serta merupakan tenaga
kesehatan yang paling dekat dengan pasien melalui hubungan
profesional. Tenaga keperawatan memiliki tanggung jawab
dan tanggung gugat sesuai kewenangan dalam memberikan
asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan kepada pasien dan
keluarganya. Diperlukan tenaga keperawatan yang kompeten,
mampu berpikir kritis, selalu berkembang serta memilki etika
profesi sehingga pelayanan keperawatan dan kebidanan dapat

diberikan dengan baik, berkualitas,serta aman bagi pasien dan
keluarganya.

memiliki lebi
Dalam hal ini, perawa
sumber daya, tapi ini b
perawat bisa memut

dilema setiap hari ],-"ang
n benar atau salah. Dj

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun
2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit disebutkan

Etika Profesi & Hukum Keperawatan




pahwa komite I""'I"'-'I';H..-mt;u'u adaly

mah sakILYANg mempupyy fungsi g i
n'.(']lillﬁkiﬂkﬂn Pmmﬂimmlhmc lEIi‘lm
mekanisme kredensial, pep, et mm
caon etika dan disiplin D utup

kredensial, pembinaan disiplin
dan kebidanan serta pengemban profes keperawatan

: BAN profeg;
termasuk memberi masykan ’ onal berkelanjutan

BUna pen
pelayanan dan standar asuhap keperawatf Ej:sii?d::;dar

Sementara itu, dalam pendahylygy “Pedoman pen i
sasian Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis E{ehg::"rgam.
ok Rumah Sakit Indonesia (PERSI-MAKERS)" disctuticn
bahwa pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks
dibandingkan ~ dengan beberapa dasawarsg sebelumnya.

Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan
kesehatan pada masa kini antara lain:

1. Semakin kuatnya tuntutan pasien/masyarakat akan pela-
yanan kesehatan bermutu, efektif, dan efisien,

2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kema-
juan ilmu dan teknologi kedokteran.

3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan,
ekonomi, sosial, dan budaya).

4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan
institusi.

Situasi tersebut seringkali menyulitkan komunikasi anta-
ra pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Padahal,
komunikasi yang baik akan memudahkan dan mendulfun%
jalannya keperawatan/pengobatan. Di samping kt{mun.lkalfl
vang baik, pelayanan kesehatan harus memenuhi Tlil
kaidah profesionalisme dan etis. Untuk menangkki d:n- En
yang berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkai katﬁzn
pelayanan kesehatan di rumah sakit dan untuk ?E:]izgehatan
mutu pelayanan kesehatan maka kemampuan ten ngu il
menyelesaikan masalah-masalah medis dan

st )
Kelalatan, Malapraksik Dn [ileuia Erik Dilem Kepe



=

an. Selain itu, rumah sakit perd,
ondukung pelayanan kesehaty,

secara profesional dan perkualitas. Salah satu upay hai

ional di ry
tu dan profesiona mak
pelayanan kesehatan yang hermkt;idah-k:lidah yang tercantup,

sakit adalah dengan memenuhi _ i ey
dalam Kode Etik Rumah Sakit di Indonesid (KO )

KODERS] memuat rangkaian nikairnhi.lni.dan NOIMA-N0om,
moral perumahsakitan Indonesia untuk _duadllmn Eiﬂgj:ﬂ; ﬂ;m
pegangan bagi setiap insan perumahsakitan 5";:13 e alam
penyelenggaraan dan pengelolaan rumah SaKl s “1“’23!&.
KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus difaati oleh
setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapal F'flﬂ}"ﬂnﬂﬂ rummah
sakit yang baik, bermutu, profesional, dan sesuai dengan “ﬂ!‘lm?
dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran. KODERSI pﬂﬂnma kali
disahkan dalam Kongres VI PERSI pada tahun 1993 di Jakarta,
Dalam perjalannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan,

Pada umumnya pedoman yang termuat dalam KODERS]
berupa garis besar atau nilai-nilai pokok yang masih
memerlukan penjabaran yang lebih rinci dan teknis. Untuk
menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan
rumah sakit maka setiap rumah sakit dianjurkan membentuk
Komite Etik Rumah Sakit (KERS). Secara umum KERS bertugas
membantu pimpinan rumah sakit menerapkan Kode Etik
Rumah Sakit di rumah sakit, baik diminta maupun tidak
diminta. Sementara itu, secara khusus KERS memiliki tugas,
wewenang dan tanggung jawab:

rumah sakit perlu ditingkatk
menciptakan struktur yang m

1. Melakukan pembinaan insan perumahsakitan secara
komprehensif dan berkesinambungan, agar setiap orang
menghayati dan mengamalkan KODERSI sesuai dengan
peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah sakit
Pembinaan ini merupakan upaya preventif persuasif,
edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya

penyimpangan atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan

dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi
kasus, dan seminar,

L
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kebijakan atau keputusap
pemilik rumah sakit,
Membuat pedoman pelaksap,

]
rumah sakit yang terkait deng;nepelayanan o

tika rumah sakit
Menangani masalah-masalaly et '
ik ;

rumah sakit, yang muncul di dalam

Memberi nasihat, saran dan
: : ; pertimban
pihak-pihak yang membutuhkan, gan etik kepada

Memharftu mlenyelesaikan perselisihan/sengketa medis
yang terjadi di lingkungan rumah sakit

Menyelenggarakan berbagai kegiatan lain yang dipandang
dapat membantu terwujudnya kode etik rumah sakit.

ol [harm abema ik [halim Keperaviian

Kefalaan, ."-l’ﬂf.lpml.f
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BAB 8
5U-1SU ETIK KEPERAWATAN

p HAK PEMBERIAN PERAWATAN KESEHATAN (HEALTH
CARE AS A RIGHT)

Setiap orang berhakatas perawatan kesehatan yang mereka
butuhkan dan kondisi ]{Ehidﬂpan yang memungkinkannya
hidup sehat, seperti makanan, tempat tinggal, dan lingkungan
yang sehat. Oleh karena itu, perawatan kesehatan harus
diberikan sebagai barang publik untuk semua orang, dibiayai
secara terbuka dan merata.

Hak asasi manusia terhadap kesehatan berarti setiap
orang memiliki hak atas standar kesehatan fisik dan mental
tertinggi yang dapat dicapai, termasuk akses ke semua layanan

medis, sanitasi, makanan yang memadai, perumahan yang
layak, kondisi kerja yang sehat, dan lingkungan yang bersih.
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Kesehata.n
menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia
dan salah satu unsur kesejahteraan yang haruls diwujudkan
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimak-
sud dalam Pancasila dan UUD Republik Indonesia.

Undang Kesehatanbertujuanmeniamm

bagi semua Warga negara
as menyebut

~ Adanya Undang-
Sistem perlindungan kesehatan

Indonesia, Pasal 4 dalam UU Kesehatan secara jel

121



acehatan’ Hal terse
bahwa “setiap orang berhak atis kesehatar | tllmt
JdWa T setlap on S emiliki hak yvang sama dalay,

berarti bahwa setiap orang | i K Bl
memperoleh akses atas sumber day. +
: st hermutu, dan terfangkgy,

Pelayanan kesehatan yang amam. bt vae
juga merupakan hak asasi manusia atas K 1 .

diatur dalam UU tersebut. Selain it negar hmii-l T'I'Il-l';‘l"lulv.llllln
kebebasan setiap individu untuk secara 111;1:111er ;:I:nl ertang.
gung jawab menentukan sendiri pelayanan Reselil J"i ot
dipEl‘llIkﬂn baginya [PJEE'II 5 Avat {T” Untuk lllf"l'l'lf'l'll.!. 1-| hak
asasi atas kesehatan, negara juga telah menjamin bahwy
setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yaig sehat bag
pencapaian kesehatan, mendapatkan informast dan edukas
tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawah,
serta berhak memperoleh informasi data kesehatan dirinys
(termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang
akan diterima dari tenaga kesehatan),

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2015
merilis artikel yang menyatakan bahwa hak atas kesehatan
mencakup kebebasan dan hak.Kebebasan yang dimaksud
mencakup hak untuk mengendalikan kesehatan dan tubuh
seseorang (misalnya hak seksual dan reproduksi) dan bebas
dari gangguan (misalnya bebas dari penyiksaan dan perlakuan
medis dan eksperimen tanpa konsensual). Sementara itu,
hak yang dimaksud termasuk hak atas sistem perlindungan
kesehatan yang memberi setiap orang kesempatan yang
sama untuk menikmati tingkat kesehatan tertinggi yang
dapat dicapai. Oleh karena itu, negara harus menjamin ter-
ciptanya kebijakan dan program kesehatan yang mampu
mempromosikan kesehatan secara luas serta tidak melanggar
hak asasi manusia, termasuk hak atas keschatan. Kebijakan

yang diciptakan juga harus menghormati dan melindungi hak

asasi manusia serta menjunjung tinggi tanggung jawab sektor
kesehatan untuk menjamin kesehatan setiap individu,

Hakasasi manusia untuk perawatan kesehatan juga berarti
bahwa rumah sakit, klinik, obat-obatan, dan layanan dokter
harus dapat diakses, tersedia, dapat diterima, dan berkualitas

@ Ettha Profest & Hykum Kepensiistian



baik untuk semua oran
diperlukan. Perancan
dipandu oleh standar

1

B.Secara adj) g; man

Ban sistem pe
Fawatan
hak asas; Mmanusia b L

ks ikl | erikut:
A niversal: akses terhadap perg
harus universal, dii watan kesehatan

apun dan kapanpun

Us terjangkau dan kom '
untuk semua orang dan dapat diakses secamPrE:iimf;:'r

manapun dan kapanpun diperlukan,

Ketersediaan: infrastrukiy
I perawatan ke
memadai (misalnya rumah sakit ooy

masyarakat, profesional perawatan

farmasi (misalnya obat-obatan) dan alat kesehatan, serta
pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfa'\atkan
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (misalnya
perawatan primer, kesehatan mental) harus tersedia di
semua wilayah geografis dan untuk semua masyarakat.

Keberterimaandanpenghormatan: institusi dan penyedia
layanan kesehatan harus menghormati martabat, membe-
rikan perawatan yang sesuai secara budaya, responsif
terhadap kebutuhan berdasarkan jenis kelamin, usia,
budaya, bahasa, dan cara hidup dan kemampuan yang
berbeda. Mereka harus menghormati etika medis dan
melindungi kerahasiaan klien.

yang
fasilitas kesehatan
kesehatan), sediaan

Kualitas: semua perawatan kesehatan harus sesuai secara
medis dan berkualitas baik, dipandu oleh standar kualitas
dan mekanisme kontrol yang jelas, serta diberikan dengan
cara yang tepat waktu, aman, dan berpusat pada pasien.

Hak asasi manusia terhadap kesehatan juga mengandung
prinsip prosedural berikut (prinsip Ini berlaku untuk
semua hak asasi manusia):

a. Nondiskriminatif; perawatan kesehatan harus dapat

diakses dan diberikan tanpa diskriminasi, be n:lasarlc?n
status kesehatan, ras, etnisitas, usia, jenis kelamin,
seksualitas, disabilitas, bahasa, agama, asal negara,

pendapatan, atau status sosial
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chatan harus mudah dja).

Pransparans: Informast kes |
h l?*:nulmvh geinua orang naunmngklnknn orang untyj,

i mpklaim layan,
melindungl kesehatan mereka danmeng o yanan
keschatan berkualltas. Institusi }-’d“l'-l}:“*l' ]gnta . :tem,
blayal, atau memberikan layanaf esehatan haryg

heroperasl secara Lransparam.
¢, Partisipatif: individu dan masyarakat harus dapat
berperan aktif dalam keputusan yang mempﬂngﬂruh |
kesehatan mercka, termasuk dalam organisasi dan

pelaksanaan layanan perawatan kesehatan.

d. Akuntabilitas: perusahaan swasta dan Icmhargﬂ publik
harus bertanggung jawab untuk melindungi hak atas
perawatan kesehatan melalui standar, peraturan, dan
pemantauan kepatuhan yang dapat dilaksanakan.

Meskipun telah banyak aturan yang mendorong peme-
nuhan hak asasi atas kesehatan, dalam praktiknya pemberian
perawatan kesehatan masth menyisihkan kelompok tertentu,
Kelompok rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat sering-
kali tidak benar-benar mendapatkan hak asasi atas kesehatan,
Tiga penyakit menular paling mematikan di dunia malaria,
HIV/AIDS, dan TBC secara tidak proporsional mempengaruhi
populasi termiskin di dunia, menempatkan beban yang luar
biasa pada ekonomi negara-negara berkembang. Sebaliknya,
beban penyakit tidak menular, yang paling sering dianggap
mempengaruhl negara-negara berpenghasilan tinggi kini
meningkat secara tidak proporsional di antara negara-negara
berpenghasilan rendah.

Di negara-negara tertentu, masyarakat adat menghadapi
hambatan yang signifikan untuk mengakses layanan kesehatan
berkualitas dan terjangkau. Dibandingkan masyarakat umum,
populasi ini memiliki angka kematian dan morbiditas yang jauh
lebih tinggi. Hal ini diakibatkanoleh penyakit yang tidak dapat
dikomunikasikan seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan
penyakit pernapasan kronis. Selain masyarakat adat, orang-
orangyangsangatrentanterhadapinfeksi H1v seringmengalami
kesulitan ekonomi dan diskriminasi sogjal, Populasi rentan
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ini seharusnya menjadi perhatianpara pemangku kebijakan,
Mﬂrﬁkﬂ harus membuat kt'h'l]'ﬂkan untuk meruntuhkan
!llflrjlnalisast yang terjadi dan memudahkan kelompok rentan
inimengakses layanan pencegahan dan perawatan.

Pelanggaran atau kurangnya perhatian terhadap hak asasi
“"-ﬁf‘“mﬂlﬂtﬂls kesehatan dapat memiliki konsekuensi yang
serius. Diskriminasi tersirat atay implisit dalam penyampaian
layanan kesehatan dianggap melanggar hak asasi manusia.
Banyak orang dengan gangguan mental dipelihara dalam
institusl mental melawan keinginan mereka, meski memiliki
kemampuan untuk membuat keputusan mengenai masa depan
mer_*eica, Di sisi lain, ketika ada kekurangan tempat tidur rumah
sakit, seringkali penderita gangguan jiwa dipulangkan sebelum
waktunya. Padahal, tindakan tersebut dapat menyebabkan
tingkat kekambuhan yang tinggi dan kadang-kadang bahkan
kematian. Tentu saja, tindakan ini termasuk pelanggaran hak

asasimanusia untuk menerima perawatan kesehatan yang
memadai.

Selain terhadap pasien gangguan jiwa, perempuan adalah
subjek terbanyak yang mengalami pelanggaran hak asasi
manusia atas kesehatan. Di beberapa negara berkembang,
masyarakat seringkali menolak akses terhadap perawatan dan
layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan.
Hal ini tergolong pelanggaran hak asasi manusia yang sangat
mengakar dalam nilai-nilai masyarakat tentang seksualitas
perempuan. Selain penolakan perawatan, perempuan dalam
masyarakat tertentu terkadang dipaksa melakukan prosedur
seperti sterilisasi, aborsi, atau pemeriksaan keperawanan.

. ABORSI (ABORTION)

Salah satu dilema etis yang dihadapi masyarakat dunia
selama puluhan tahun adalah masalah aborsi. Ada banyak
argumen kuat tentang masalah ini bagi mereka yang mendu-
kung dan menentangnya. Aborsi didefinisikan sebagai peng-
hentian kehamilan. Hal itu bisa dilakukan dengan sengaja
(dengan pilihan) atau secara tidak sengaja seperti pada kegu-

Fin=fiw Eiid Hffﬂu-uuhrl @



kukan oleh Kkorbay
salah kesehatan i,

menjadi penyehal

- dila
guran. Aborsi disebabkan blasan;,f:ﬂn s
pemerkosaan, inses, atau kemt ngllil N
atau bayi. Masalah cosial dan pribd J

lain adanya praktik aborsi. _ ) |
Salah}rsam penelitian menemukan fakta sekitar 60 -"ilt abors;
dilakukan oleh wanita lajang.ﬂetengﬂh PEﬁ?“tESE wanita yang
melakukan aborsi dilakukan di hawah usia 25 tah:;:l. Fakta
lainnya adalah memutuskan apakah akan mengEUBUTEAT atay
nnya untuk diadopsi adalah

merawat bayi atau memberika Ytk o
keputusan sulit untuk dibuat dan dapat menyebabKan trauma
wanita memutuskan

pascaaborsi. Selain ity, ketika seorang : x
untuk melakukan aborsi, keputusan tersebut tidak dilakukan

secara impulsif. Namun, tindakan sebelumny3 mungkin tidak

menentu.

Di negara-negara maju, tindakan aborsi memicu perde-
batan yang panjang hinga menciptakan dua kelompok besar,
pendukung dan penentang aborsi Kelompok pendukung
aborsi biasanya dinamakan kelompok pro-choice sedangkan
kelompok penentang aborsi dinamakan kelompok pro-life.

1. Kelompok Pro-Choice

Yang termasuk kelompok ini adalah mereka yang
mendukung adanya praktik aborsi. Meskipun menganjur-
kan aborsi, kelompok initetap menyatakan bahwa aborsi
adalah pilihan terakhir. Kebanyakan dari mereka mengata-
kan bahwa seseorang hidup setelah lahir. Negara Tiongkok
memegang Kebijakan Satu Anak, yakni hanya mengizinkan
satu keluarga untuk memiliki satu anak dan paling banyak
dua anak. Kebijakan ini mendorong tingginya tingkat
aborsi di negara tersebut,

Menurut hukum Tiongkok, aborsi seharusnya dilaku-
kan secara sukarela. Praktik aborsi atau sterilisasi alias
pemandulan paksa dengan kekerasan telah dilarang sejak
tahun Z00Z. Namun, pada H'Eﬂ}fﬂtaann}ra, di beberapa
provinsi di Tiongkok bagian timur praktik aborsi ilegal
masih terjadi. Menurut laporan tahunan Komisi Kongres
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. Ada banyak cara yang dilakukan untuk me nggugurkan
janin secara aman Maupun tidak aman. Dj beberapa
I‘{E‘gat‘ﬂ, aborsi diterima iika ibu secara mental atau fisik
tidak aman. Terkada Mg seorang ibu mencoba untuk men B-
gugurkan kehamilannya dengan tidak hati-hati, dengan
cara ekstrem bahkan bisa menyebabkan kematian. Banyak
orang pro-choice mengatakan bahwa legalisasi aborsi

akan mengurangi jumlah aborsi yang tidak aman, yang
menyebabkan lebih sedikit kematian.

Kelompok Pro-Life

Urang yang menentang aborsi adalah kelompok pro-
life. Mayoritas masyarakat dan terutama umat beragama
masuk dalam kelompok pro-life. Katolik Roma pro-life
pernah melarang siapapun untuk melakukan tindakan
aborsi. Pro-life mengatakan bahwa seseorang hidup sebe-
lum kelahiran, orang Kristen mengatakan bahwa seseorang
bahkan hidup selama pembuahan. Banyak dokter dan
perawat Kristen tidak ingin mengambil bagian dalam
tindakan ini dan menolak untuk membantu aborsi legal.
Undang-Undang di Amerika Serikat saat ini menyatakan
hak dokter menolak melakukan aborsi, namun meminta
dokter tersebut untuk membimbing pasien ke fasilitas lain.

Dalam Islam, pada dasarnya hukum melakukan abor-
si adalah haram (terlarang). Namun dalam keadaan daru-
rat yang dapat mengancam ibu dan/atau jan:in, ;al:1mf-si
diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dari tim
dokter ahli. Sementara itu, hukum aborsi akibat perkosaan

adalah haram. Namun sebagian ulama memperhulah!fan
aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak

pembuahan.

Fin=Tsu Eipt Keperanentan @




J—
L R polife |

= h .EE _,.._-—-——-'-_._._ _-_‘_-_""'\—-.,
Pro-Choi — 1, Embrio yang tumbuh di.

1. Kehidupan bayi tergantung
pada kesehatan ibu dan akan
lebih baik bagl ibu untuk
memilih sendiri apakah dia
menginginkan bayi tersebut
atau tidak.

2. Ibu adalah orang yang akan
melalui persalinan sebenar-
nya, ia adalah satu-satunya
orang yang melanjutkan
kehamilan dan melahirkan
bayi. Selain itu, dia akan
menjadi orang tua dengan
kewajiban dan tanggung ja-
wab hidupnya sehari-hari.
Dengan demikian, dia bisa
memutuskan apa yang dia
inginkan.

3. Membatasi aborsi akan me-
nyebabkan peningkatan per-
sentase aborsi ilegal dan
tidak aman. Setelah dilaku-
kan komplikasi aborsi legal
kemungkinan besar akan
dicegah karena orang dapat
menerima perawatan yang
mereka butuhkan selama
melakukan aborsi.

. Menghentikan

anggap Sﬂhﬂg.ﬂi manugja
dengan detak ]E“t“ﬂg ﬁng
dimulai sejak usia kehg.

milan.

~ Kehamilan yang tidak direp,.

canakan mungkin bisa dj.
buktikan nanti.

kehamilap
sama saja tidak memiliki be.
las kasih pada anak yang be-
lum lahir

. Jikaibu mengalami kesulitan

keuangan  membesarkan
anak setelah melahirkan,
adopsi merupakan alternatif
yang akan menghormati hak
hidup seorang bayi.

. Aborsi menghadirkan kom-

plikasi dan kematian yang
mengancam jiwa. Komplikasi
ini meliputi infeksi, sepsis,
dan keguguran berulang.

. Wanita tersebut mungkin

menderita gangguan psiko-
logis yang serius (depresi
dan rasa bersalah) setelah
aborsi.

—

Tabel 7.1 Beberapa argumen yang mendukung dan menentang

tindakan aborsi

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009
Tentang Kesehatan pasal 75 dan pasal 76 telah mengatur
bagaimana hukum praktik aborsi, Pada dasarnya setiap orang
dilarang untuk melakukan aborsi, kecuali dalam kedaruratan
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medis tertentu atay Rclmmi]wn aki

L * t II}
pabkan llqlun_‘i-i psikologis bagi kﬂl"h:: Perkosaan yang menye.
medis yang dimaksud a dalah ked Perkosaan, Kedaruratan

. ~ _ arura :
sejak usia dini kehamilan, paj) yangt: medis yang dideteksi
dan/atau janin, yang menp derita pen}rakengantnm nyawa iby

atau cacat bawaan, maypyy Pid & It genetik herqt dan/

sehingga menyulitkan bayi dak dapat diperbaikj

Ltersebut hidyp g;
Tindakan aborsi untuk dy; — P ||uarkandung&n_

dilakukan setelah melaly; konselj o o hehon caput
pratindakan dan diakhiri dengan kop
yang dilakukan oleh konselor yang kom
Selain melalui tahapan konseling, tind
memenuhi syarat berikut:

1. Dilakukan sebelum kehamilan bery

dihitung dari hari pertama haid te
kedaruratan medis;

Peten dan berwenang,
akan aborsj juga harus

mur 6 (enam) minggu
rakhir, kecuali dalam hal

2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keteram-
pilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang
ditetapkan oleh menteri;

3. Dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersang-
kutan;

4. Dilakukan dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.

Apabila tindakan aborsi dilakukan tanpa memperhatikan
syarat-syarat di atas pelaku aborsi dapat diancam hukuman
pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak
satu miliar rupiah. Hal ini termaktub pada pasal 194 UU Nomoer
36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bagaimana perawat seharusnya menghadapi perdebatan
tentang aborsi? Perawat boleh memiliki pendapat Indiuildual
tentang aborsi, namun karena mereka adalah .pmfesw:nal
kesehatan dan pendapat mereka seringkali dilkuti oleh klien,
mereka diwajibkan untuk memahami mengapa mﬂrﬁ-l:
memiliki pandangan tertentu. Perawat harus memi :, r:
alasanjelas tentang nilai yang dianut (baik pro-choice I';Z‘;P :
pro-life) dan mereka harus sampai pada suati pancangs
Secara rasional dan logis.
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wat dalam tugas ini, isu_etik,
o dan diklarifikasl kembali. Untyg
ksa beberapa pendekaty,
si dan bagaimana posis;

Untuk membantu pe
seputar aborsi dapat ditelaah i
melakukan ini, kita bisa ':;E"WLW
filosofis dan historis terhadap @ .
st | dalHD menghadapinya. pada awalnya, aborg;

didefinisikan sebagai pengusiran janin darﬁ_rhlm EE?IHH"
kehamilan 28 minggu, waktu kelangsungan hidup yang “Er."
tukan secara sewenang-wenang. Diskusi ini hanya terkaj
dengan aborsi yang diinduksi. Sejak awal tercataE sejarah
perempuan telah memilih untuk melakukan .-EIIJDI'SI. Orang-
orang Yahudi dan Kristen awal melarang aborsi dengan alasan
praktis dan religius. Kehidupan manusia dipandang hE*‘rharga
dan ada juga pertimbangan praktis untuk menambah jumlah
populasi, yaitu kekuatan yang lebih besar untuk melakukan
pekerjaan fisik yang diperlukan, membela diri dari musuh, dan
memastikan kelanjutan kehidupan masyarakat.

Perawat memiliki kewajiban etis dan moral untuk melin-
dungi dan mempromosikan kehidupan. Dilema keperawatan
pada aborsi terletak pada hak dan tanggung jawab pera-
wat terhadap aborsi versus hak pasien yang memilih untuk
melakukan aborsi. Dengan meningkatnya aktivitas legis-
latif mengenai undang-undang aborsi di setiap negara, posisi
keperawatan menjadi problematis karena harus memper-
timbangkan penghormatan terhadap hak pasien dan advokasi
profesional.

ANA (2001) menjelaskan bahwa peran dan tanggung
jawab perawat serta hak-hak pasien didukung dalam undang-
undang, dan dalam kerangka etika yang diberikan oleh kode
etik keperawatan yang berlaku. Perawat dapat menyetujui
adanya tindakan aborsi jika diindikasikan secara medis.
Namun, perawat harus menghormati pilihan ibu selama aborsi
itu sah menurut hukum. Perawat harus memberikan informasi
alternatif dan menghormati hak pasien atas kebebasan dari
pengenaan dan hak untuk mendapatkan perawatan terbaik di
lingkungan yang memberikan kerahasiaan, keperawatan yang
sesuai dengan budaya dan keperawatan khusys.
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Jika aborsi bertentap :
DeIpATipes [!al:am Penghentian kehamilan q::l-:-g zukl::l?a
kecuall ﬂﬂ?am situasi darurat, di mana knhutull':ant asien tiic;al;
memungkinkan terjadinya substiys;, Yang perlu dili}n atadalah
perawat bertugas memberikan Perawatan secara Enm]'.li!tﬂn.

mendukung apapun pilihan klien, d . ;
pilihan tersebut. » dan tidak menghakimi

Masalah aborsi memang tidak mudah dipecahkan. Apa
yang dapat dilakukan seseorang adalah memahami berbagai
aspek argumen sehingga ketika orang tersebut menghadapi
dilema etika, dia dapat membuat keputusan yang rasional
dan bijaksana dalam menghadapi situasi tersebut, Perdebatan
biasanya terfokus pada politik dan hukum. Namun, dibalik

perdebatan itu pertanyaan etis lebih mendasar yang tidak
selalu mendapat perhatian khusus.

EUTANASIA

Dalam layanan kesehatan yang "berpusat pada pasien’,
banyak orang menuntutuntuk membuatkeputusan independen
mengenai nasib mereka sendiri. Sejalan dengan tren ini, seka-
rang ada dorongan untuk meninjau undang-undang tentang
eutanasia dan bantuan bunuh diri. Masalah dalam perdebatan
eutanasia biasanya berkisar pada pasien yang sakit parah dan/
atau menderita rasa sakit yang tidak dapat diatasi. Namun,
rasa sakit bukanlah satu-satunya penentu eksistensi yang tidak
dapat ditoleransi dan masalahnya menjadi lebih kompleks
saat kualitas eksistensial masalah kehidupan menjadi inti
permasalahan, Hal ini dapat menyebabkan sulitnya pengam-
bilan keputusan bagi petugas kesehatan yang terlibat dalam
perawatan.

Praktik keperawatan harusselalu memperhatikan dan
menghargai kehidupan seseorang, Memang menyelamatkan
dan melindungi kehidupanadalah pekerjaan utama perawat,
lalu bagaimana pertimbangan eutanasia bisa masuk ke dalam

praktik keperawatan? Banyak yang menganggap membantu
seseorang untuk menemukan kedamaian dan mendapatkan
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tuk men :
kontrol atas kematian mereka sebaga! ﬂlﬂ;;: kEFadaETr;Em
kehidupan., Eutanasia memberi kesemp Ssenetatis d“E
tersehut untuk meninggal dengan Lo k.

tidak menderita. _

Dalam praktik sehari-hari menghaﬁflpl eutanasia, pe.
rawat harusmemenuhi empat prinsip etika pﬁ:rawat. Yakni
penghormatan terhadap otonomi (autonomy), tidak memba.
hayakan (nonmaleficence), kebermanfaatan (beneficence), dan
keadilan (justice). Prinsip etika ini terungkap secara eksponen.
sial saat permintaan eutanasia dilakukan oleh seorang pasien
dan perawat harus menemukan cara untuk tidak hanya
mematuhi etika praktik dan mengadvokasi klien, tapi juga
harus selaras dengan keputusan mereka sendiri (melalui
pemikiran dan perasaan etis).

Untuk menghormati prinsip otonomi, eutanasia dapat
dikatakan sebagai praktik yang boleh dilakukan. Hal ini dapat
dibenarkan dari dasar penghormatan terhadap otonomi
individu (Quaghebeur, Dierckx de Casterle & Gastmans, 2009).
Memberikan perawatan kepada pasien dan menghormati
otonomi mereka berarti menghormati permintaan eutanasia
dari pasien, meskipun hal itu mungkin tidak berkorelasi
dengan perasaan pribadi perawat terhadap eutanasia atau
kemampuan mereka (fisik atau mental) untuk melaksanakan
tugas yang diminta.

Integritas profesional perawat juga dapat digunakan untuk
mendukung eutanasia dari sudut pandang otonomi. Integritas
inilah yang bertanggung jawab atas sesama manusia, karena
itu menghormati otonomi mereka. Sejalan dengan tanggung
jawab untuk sesama manusia, eutanasiasaat ini kompatibel
dengan integritas keperawatan. Perawat dengan integritas
profesional harus menghormati otonomi pasien, oleh karenaitu
perawat wajib memberikan perawatan penuh kasih sayang dan
meningkatkan kesejahteraan pasien secara optimal. Eutanasia
sekarang sesuai dengan gagasan profesi keperawatan, karena
martabat manusia dilindungi, keinginan pasien dihargai, dan
pasien menerima perawatan yang memadai (White, 1999).
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sesuai dengan prinsip keadilan(justice), untuk melindungi

kepentingan pasien, eutanasia dapat dipandang sebagai
perawatan yang baik bagi pasien, yang secara etis dibenarkan
sebagai bentuk kematian yang baik. Dapat dikatakan bahwa
tidak hanya tidak adil, tapi kejam apabila kita menolak
permintaan eutanasia (Quaghebeur, et al 2009).

Prinsip etis nonmaleficence berarti keputusan yang diam-
bil tidak membahayakan bagi klien (Potter dan Perry, 2010).
Namun, perawat membahayakan pasien mereka setiap hari
hanya dengan memberikan perawatan seperti kemoterapi
untuk pasien kanker. Meskipun demikian, perawatan ini dapat

diterima, karena manfaatnya lebih besar daripada bahaya awal
(McCabe, 2007).

Sumpah Hipokrates, sebuah sumpah yang secaratradisional
ditegakkan oleh semua perawat dan profesional medis, telah
melarang adanya aborsi dan pembedahan. Meskipun definisi
sebenarnya dari sumpah ini tidak membahayakan, praktik ini
diizinkan karena mereka memanfaatkan kemampuan pera-
watan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Seiring
dengan hal yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan
pasien, seorang pasien mungkin memerlukan perawat untuk
membantu mereka meninggal saat pilihan hidup benar-benar
membahayakan pasien. Dalam situasi ini, kematian akan
menjadi jalan yang terbaik yang dapat diambil (White, 1999).

Dalam pgagasan beneficence, perawat adalah advokat
pasien yang harus melakukan halterbaik, yaknimendahulukan
kepentingan orang lain (Quaghebeur et al, 2009). Perawat
seringkali merupakan orang pertama yang menerima permin-
taan eutanasia dari pasien karena kedekatan dan keterlibatan
perawat dalam kehidupan pasien tersebut. Dalam sebuah
penelitian terhadap perawat di Amerika Serikat, alasan perawat
berpartisipasi dalam eutanasia adalah rasa tanggung jawab
atas kesejahteraan pasien mereka dan hal tersebut adalah cara
untuk membantu meringankan penderitaan dan penderitaan
pasien mereka (De Bal, Gastmas, Dierckx de Casterle, 2008),

Isu-Tru Ktk Keperavsatan @



rkan karena sesungguhpy.

dibena i
BEL SEILIE ek deritaan bisa dilihat tidaj,

mengakhiri rasa sakit dan pen )
mﬁmgbaha}rakan tapi membawa kedamaian dan kenyamangp,

Misalnya,saat dihadapkan pada rasa sakit pasien, Mengurang;
rasa sakit adalah hal yang tepat unmk_dﬂakukﬂ" perawat, Ha
ini karena penyembuhan adalah aktivitas keperawatan untyk
mengurangi penderitaan dan mengf_!mbﬂﬂkﬂﬂ rasa aman ke
pasien, Perawat berkomitmen untuktldak‘hﬁﬂj’ﬂ mencegah dap
meminimalkan dampak penyakit dan meningkatkan .kesehatam
namun untuk mengurangi rasa sakit dan pe-rndentaan yang
dapat ditimbulkan oleh penyakit tersebut (White, 1999).

Beberapa kritik dapat dilihat bertentangan dengan gaga-
san eutanasia sebagai praktik yang baik secara moral karena
didasarkan pada penghormatan terhadap otonomi pasien
(Quahgebeur et al, 2009). Dikatakan bahwa perawat yang
mengadvokasi pasied untuk melakukan eutanasia sambil
menghormati otonomi pasien, tidak menghormati otonomi
mereka sendiri.

Dalam beberapa literatur etika keperawatan, prinsip
nonmaleficence benar-benar menolak eutanasia, karena keru-
sakan ireversibel yang dilakukan pada kehidupan pasien
dipandang terlalu drastis dari intervensi yang digunakan
(Quaghebeur et al, 2009). Menurut prinsip nonmaleficence,
eutanasia tidak dianggap sebagai praktik keperawatan etis yang
baik karena kesucian hidup manusia. Kehidupan manusia layak
dihormati, meski populasi dan orang dewasa sekarang hidup
lebih lama dari sebelumnya karena kemajuan teknologi. Dalam
masalah ini, Asosiasi Perawat Amerika (ANA)berpendapat
bahwa membantu seseorang untuk mati tidak sesuai dengan
peran perawat dalam masyarakat, Dengan membantu pasien

dalam bunuh diri, kepercayaan antara perawat dan pasien
telah hancur (ANA, 2001),

Melakukan yang baik untuk pasien tidak selalu berarti
mengakhiri hidup mereka saat pasien menyatakan ingin
mati, karena ada perbedaan antara menyatakan keinginan
untuk mati dibandingkan dengan keinginan untuk dibunuh
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uaghebeur
ﬁtus % :azl;' 2009). Jika perawat ingin berbuat baik
SSP e PEI‘HIWE’I: harus meningkatkan kualitas dan

i -, - ~Pan pasien. Dalam kasus di mana kesejahteraan
kehidupan tidak dapat lag dicapai, perawat akan terus melakukan
kﬂFEmW“mﬂdﬂﬂﬂﬂn memastikan kenyamanan fisik dan emosional,
duk_ungan pasien dan orang yang mereka cintai, membantu
pasien ke tempat Yang aman, nyaman, dan dum;.i (McCabe,
2007). Masyarakat menaryh banyak kepercayaan pada profesi
I-LEIJFTEWHHH di}ﬂ dengan melakukan tindakan untuk mengakhiri
kehidupan pasien, integritas profesional 1ni bertentangan serta
meruntuhkan kepercayaan yang telah diberikan pada mereka.

F?rﬂwut sebagai individy perlu mengklarifikasi nilai mercka
sendiri, karena implikasi eutanasia sangat besar. Sebagai perawat,
kﬂll'-lmﬁﬂ?ﬂ definitif mengenai posisi mereka dalam hal masalah ini
harus diperjelas. Semua aspek masalah harus dilihat, dipahami
sepenuhnya, dan baru pada saat itu keputusan tentang posisi
perawat harus dibuat. Seorang perawat perlu menghormati tidak
hanya otonomi pasien, tapi juga otonomi mereka sendiri, dan juga
harus tetap setia pada nilai mereka sendiri,

Banyak isu kontroversial yang berbeda akan dihadapkan
pada karir seorang perawat, termasuk bantuan bunuh diri.
Perawat perlu tidak hanya dididik mengenai implikasi tindakan
tersebut, namun dididik berdasarkan pendapat mereka sen-
diri, dengan kemampuan untuk berpikir kritis mengenai isu-
isu kontroversial ini. Perawat perlu dilibatkan dalam politik
keperawatan untuk menjaga integritas emosional mereka saat
menghadapi situasi yang mungkin etis atau tidak etis untuk
dilakukan.

Tindakan eutanasia pada keperawatan adalah subjek
yang perlu diperhatikan secara mendalam. Konsep eutanasia,
dengan cara yang positif, harus mencerminkan prinsip etika
keperawatan meliputi otonomi, kebermanfaatan, keadilan, dan
nonmaleficence. Seorang perawat yang terus memperpanjang
kehidupan yang secara fisik demoralisasi dan men;,i'akit‘kﬂﬂ.
memiliki kewajiban kepada pasien tersebutuntuk meringankan

rasa sakit dan penderitaan.

Fog-Tou Etik Keperawatan @




' Jikaraan mereka untuk
Jika seseorang menaruh hewan pelihara

dieutanasia karena hewan peliharaan tersebut l1dnk_llliglr:1::jmpu
menjalani kualitas hidup yang baik, tindakan pemi 1'(?}!-: dnpf“
dibenarkan, meskipun hewan pciiharuanltrrs.ﬂhut tida, ‘Tﬂ
mengatakan pendapatnyabahwa ia mendenta dan menginginkan
mati. Sebaliknya, scorang manusia memiliki kcumn.tpuan untuk
mengungkapkan perasaannya tentang lﬂﬂiﬂﬂj“ﬂf““ hidup I.lll:mk:?
terlepas dari kualitasnya, Perawat sebaiknya tidak mengingkar
seseorang yang sepenuhnya mampu membuat keputusan Sﬂ“ﬂiff-
kemampuan untuk mengakhiri hidup yang akan segera berakhir
dan ditempa dengan rasa sakit dan penderitaan.

Ada banyak implikasi keperawatan yang berhubungan
dengan eutanasia. Di antaranya adalah pentingnya perawat
menyadari kepercayaan mereka sendiri tentang perawatan
akhir kehidupan. Kesadaran diri akan mempersiapkan perawat
untuk mengatasi hambatan yang akan mereka hadapi saat
menghadapi kematian, Implikasi lain adalah bahwa perawat
harus sadar akan politik dan otoritas hukum. Menjadi aktif
dalam proses politik, perawat dapat memastikan bahwa
mereka tidak akan dipaksa untuk melakukan prosedur yang
bertentangan langsung dengan keyakinan mereka.

. KELOMPOK RENTAN (VULNERABLE POPULATIONS)

Kelompok rentan adalah mereka yang tidak berkecukupan
secara ekonomi, termasuk ras dan etnis minoritas, anak-
anak dengan orangtua berpenghasilan rendah, lanjut usia,
tunawisma, orang-orang dengan Human Immunodeficiency
Virus (HIV). Orang dengan kondisi kesehatan kronis lainnya,
termasuk penyakit jiwa yang parah juga termasuk dalam
kelompok ini. Kelompok ini juga bisa mencakup penduduk di
pelosok pedesaan, yang sering menghadapi hambatan untuk
mengakses layanan kesehatan. Kerentanan individu-individu
ini ditingkatkan oleh ras, etnisitas, usia, jenis kelamin, dan
faktor-faktor seperti pendapatan, jaminan kesehatan, dan tidak
adanya sumber perawatan yang memadai. Masalah kesehatan
mereka sangat bergantung pada faktor sosial, termasuk peru-
mahan, kemiskinan, dan pendidikan yang tidak memadai.

Etida Profest & Hudum Kepenftostan
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Menurut UCLA School O Nursing i
mﬂﬂﬂﬂm pada kelompol sosial th;r-; Hah "}
relatil atau kerentanan terhadap nmsgslinl

Errll[ﬂﬂﬂll ini terbukti pad ah
yang lebih tinggi, hara
Jses terhadap perawatan, dap berky
kelompok rentan sering didiskriminag; ra:s - < aHtas hidup,

lnas 3
put haknya dari masyarakat aryg “ml:;dllri?iggurkan dandics.

ial merek :
pada status sosia a yang lebih
I,an:nr.lllal1 hak dalam h“h““gan pﬁhazillda}:. dan kurangnya

Pasal Sayat (3) Undang.Undang y
Hak Asasi Manusia menyatakan ba
wrmasuk kelompok rentan berhak

dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya,
palam penjelasan pasal tersebyt disebutkan bahwa
dimaksuddengan kelompok Masyarakat yang rentan, a:tzng
lain adalah orang lanjut usia, anak-anak,fakir miskin wanig
hamil, dan penyandang cacat. Sementars itu, menurul; Human
Rights Reference (1994) disebutkan, bahwa yang tergolong ke
dalam kelompok rentan adalah refugees, Internally displaced
persons (IDPs), national minorities, migrant workers, indigenous
peaples, children, dan women.

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga telah
mengantur mengenai kesehatan lanjut usia dan penyandang
cacat, Pada pasal 138 disebutkan bahwa upaya pemeliharaan
kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar
tetap hidup sehat dan produktifsecara sosial maupun ekonomis
sesuai dengan martabat kemanusiaan., Sementara itu, pasal
139 menyebutkan upaya pemeliharaan kesehatan penyandang
cacal harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat
dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Oleh
karena itu, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasiliifaf:
pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kedua kelompok ini
untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial
dan ekonomis.

hwa setiap orang yang
Mmemperoleh perlakuan

fsn-Tvu Ebk H"JP"W“"”@



entan dapat dibagi menjag;

e kacnahatbs Jasi .
Domain kesehatan popu al. Domain kesehata,

3 kategori: fislk, psikologis, dan 508 . |
fisil '-'-‘E"iﬂdl pada kelompolk rentan, lermasl:i 1‘1“ﬂj'::;_ﬁﬂﬂ
berisiko tinggi, orang sakit kronis dan penyan a?LdI l » Hitas,
dan orang-orang yang hidup dengan HIU{ME‘S.L ndividu yang
memilili kondisi medis kronis meliputi Pf"}'ﬂlflt pernapasap,
diabetes, hipertensi, dislipidemia, dan penyakit jantung jt.uga
termasuk dalam populasi rentan yang me mhl:ltuhkﬂn perhatian
khusus. Hampir 87% dari merekayang berusia 65 Fﬂhun ke ata .
memiliki 1 atau lebih kondisi kronis dan 67% dari populasi inj
memiliki 2 atau lebih penyakit kronis.

Dalam domain psikologis, kelompok rentan lermasuk
orang-orang dengan kondisi mental kronis, seperti skizofrenia,
gangguan bipolar, depresiberat, gangguan ADHD, peny alahguna
alkohol dan/atau zat terlarang serta orang yang pernah
mencoba bunuh diri. Sementara itu, di wilayah sosial, populasi
rentan termasuk tunawisma, imigran, dan pengungsi.

Penanganan untuk masing-masing kelompok di atas
berbeda. Perawat sebagai tenaga kesehatan harus memahami
secara jelas mengenai tindakan keperawatan apa yang harus
dilakukan bagi masing-masing kelompok. Elemen inti yang
dirinci dalam tabel di bawah ini merupakan hal mendasar
yang dapat dikombinasikan dalam berbagai pengaturan

keperawatan tergantung pada kelompok masing-masing,
kemampuan infrastruktur, dan hasil ideal.

No Elemen Inti Deskripsi

1. | Pengkajian awal dan pengka- | Evaluasi pasien lengkap sa-
jianulang yang komprehensif

at memasuki program serta
penilaian rutin yang dijad-
walkan untuk menyesuaikan
rencana perawatan untuk

mengembangkan kebutuhan
pasien.

el

Ettka Profesi & Hubum Keperautan
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o mp—

ner
erlakay huniuuuun berkaly

I[-::lmm Iunuxmm atan e
.| ul medi laln) engan
slen dan keluarga o Pl
untuk melenglkapt perawa.

1‘-IIH medls yang difndwallian
Secira teratur,

(1AL

Mengevaluast  dan  mone.
apkan - protokol berbas|s
buktl untuk mengeloln kone
disl  wmum yang  mempe
ngaruhl populast gerlatel dan
kelompok rentan lninnya,
Tempatkan  Individu  dan
orang-orang yang terafllins
(anggota  keluarga, peng-
asuh Informal lainnya, pen-
dukung kllen dan  rekan
kerja) dl pusat semua ke-
putusan  perencanaan - un-
tuk mencapal hasll  yang
lebih balk dan promosikan
pengarahan dirl sendirl,

—

"9 | Melaksanakan perencana;

berbasis protokol

4. | Memasukkan prinsip dan
praktik perawatan yang ber-
pusat pada klien

3. | Manfaatkan manajemen pe-
rawatan berbasis tim yang
berpusat di seputar pera-
watan primer

Koordinasikan layanan  du-
kungan medis, perilaku, dan
dukungan  Jangka  panjang
melalul kerja sama tm peras
watan  multidisiplin, ber
tngERuUng jawal, dan ko=
munikatil, Dokter Ienang
dlanggap sebagal perawatan
primer gobagal Intl tim e
rawaltan, namuan |u-=r.1wnt Jupa
harus mendukung dan IWI;
kolaborasl denpan kulumpul
mullhllr.'lplln untul perawd

.

ran selanjutnyi
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Memfasilitasi pembagian data
dan sistem informasi terpadu

Sﬂdiﬂk“n mekanisme ﬁan

buat pengaturan berbagi da.
tayangdiper!ukan unt‘ukmn_
ngumpulkan, — menyimpap,
mengintEgI‘aSikan, meng-
analisis, dan melaporkan
data secara tepat wakty,
Hal ini untuk memudahkap
koordinasi perawatan. .

Menyelaraskan insentif ke-
uangan

Bantu pengaturan keuangan
dan penghematan potensial
untuk mendorong kerjasama
dan keselarasan di seluruh

rangkaian perawatan.

Kembangkan jaringan dan
kemitraan masyarakat

Perluas jaringan di luar ru-
mah sakit dan dorong hubu-
ngan dengan panti jompo
dan penyedia perawatan
jangka panjang, departemen
kesehatan masyarakat, pusat
komunitas, dan organisasi
lainnya untuk memperbaiki
koordinasi dan  transisi
perawatan,

Menyediakan layanan kese-
hatan non-kesehatan

sediakan layanan nonklinis,
seperti transportasi menuju

layanan  kesehatan dan
jadwal konsultasi untuk
membantu pasien dalam

menerima perawatan yang
dibutuhkan serta dapat
menjalani kehidupan yang
lebih sehat.

Etikia Profess & Huhwn Keperaoatan
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_H'_-!-'__-._'_- F als o S ;
~—Tqawarkan perawatan berba- Masultkan pilihan perawatan

i rumah berbasis ruman yang tepal
waktu, ramah, dan keluarg-

| sentris,
J— S

-f"“ Memasukkan  kompetensi Kembangkan tim _|u:r:|w;1t;1r1
pudaya dan ekuitas standar | dengan kesadaran  akan
| perawatan perspektif budaya dan kefa-
I sihan bahasa individu, dan
pertanggungjawaban  mere-
ka terhadap kualitas metrik
, yang bertujuan mengurangi
kejadian disparitas keseha-
e tan.

Tabel. Pelayanan keperawatan untuk populasi rentan

Sumber: American Hospital Association (2011)

g, ETIKA DAN HUKUM DALAM BIOTEKNOLOGI DAN HU-
MANIORA

1. Reproduksi Manusia
Kemajuan terbaru dalam penemuan bioteknologi

reproduksi buatan pada manusia beruparekayasadan tera-
pi genetik serta penggunaan kloning manusia, seringkali
menyulitkan profesional kesehatan dan masyarakat
umum. Besar kemungkinan teknologi ini akan sangat
mengejutkan dan batas etisnya tidak pastl. Perawat
adalah profesional kesehatan yang dipercaya memiliki
ilmu pengetahuan mengenal kehidupan manusia secara
mamadai, oleh karena itu mereka dipercaya sebagai
pendukung penggunaan etis dari teknologi baru ini,

Ada beberapa pihak yang melihat perkembangan
bioteknologi ini membawa harapan bagi individu yang
tidak subur atau terbebani dengan penyakit genetik.Di
sisi lain, ada juga pihakyang mengkhawatirkan penemuan
ini karena memperhatikan martabat manusia (terutama
wanita, anak-anak, dan keluarga). Di Indonesia, upaya

[im=liw Ktik Keperuroalon



telah diatur pada Pagy)

T -ara alamiah
kehamilan di luar car rentang Kesehatan, Pag,

127 UU Nomor 36 Tahun 2009
pasal tersebut disebutkan
hanya dapat dilakukan oleh pasaia

upaya reproduksi buatay,

bahwa
yan suami istri yang sal

dengan ketentuan:

.

C.

ovum dari suami istyj

: sperma dan . ;
hasil pembuahan sp dalam rahim istri dari

yang bersangkutan ditanamkan
mana ovum berasal;

dilakukan oleh tenaga kesehat&‘f“ yan
keahlian dan kewenangan untuk itu; dan

pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
Berikut ini adalah bidang-bidang utama dari dilema etis

g mempunyaj

dan kontroversi seputar reproduksi buatan pada manusia;

d.

Status moral dari embrio, janin dan organisme yang
diciptakan oleh kloning sebagai fungsi pengurangan
kehamilan secara selektif penggunaan embrio
cadangan yang tidak diperlukan dalam IVF untuk
tujuan penelitian dan menciptakan embrio untuk
tujuan penelitian;

Perlindungan anak sebagai fungsi reproduksi melalui
inseminasi buatan, duplikat identitas melalui kloning,
hak untuk mengetahui warisan genetik dan memiliki
warisan genetik yang dilindungi undang-undang
privasi;

Akses terhadap teknologi reproduksi oleh semua
warga negara;
Integritas hubungan keluarga saat teknologi repro-

duksi dan genetik seperti kloning dan perubahan
genetika digunakan;

Keamanan produk yang dikembangkan untuk kloning
terapeutik dan kurangnya bukti untuk me ngetahui
efek jangka panjang;
Potensi penyalahgunaan pengujian genetik, seperti pe-
nyalahgunaan pengujian di tempat kerja

yang menye-
babkan kehilangan pekerjaan,-‘stigmatisasi;

Etika Profes £ Hubuns Keperstestan



g Moralitas rekayasa
kasus dimana tidak
dapat diberikan:

h.  Moralitas pemilihan
genetik (misalnya me

genetika presimptomatik dalam
ada perawatan terapeutik yang

jenis kelamin dan peningkatan
nciptakan anak yang sempurna);
. Komersialisasi teknologi reproduksi (misalnya infer-
tilitas sebagai bisnis) dan teknolo gi genetika termasuk
teknik kloning (misalnya merawat bagian tubuh dan

proses pembuatan bagian tubuh sebagai barang yang
dapat dibeli dan dijual);

j-  Manfaat potensial dari penelitian sel punca versus
perlindungan embrio manusia:

k. Klaim paten pada organisme hidup untuk mewujudkan
keuntungan masa depan versus genom manusia seba-
gai kekayaan umum; dan

l. Kebutuhan akan informasi yang valid tersedia untuk
umum mengenai semua masalah ini untuk menda-
patkan pilihan informasi publik dan pribadi.

Canadian Nurses Association (CNA) dalam position
statement yang diterbitkan tahun 2002 menyatakan promosi
kesehatan dan pendekatan pencegahan penyakit terhadap
penyebab infertilitas yang diketahui harus diprioritaskan
sebagai cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan
kesuburan. Perawat memiliki peran yang sama pentingnya
dalam memberikan konseling yang tidak memihak kepada
klien, dalam merujuk mereka ke spesialis reproduksi dan
genetika/konselor genetik. Selain itu, perawat juga berperan
dalam menerjemahkan informasi medis teknis kepada mereka
yang berjuang untuk membuat pilihan mengenai penggunaan
teknologi reproduksi dan genetika. Dengan demikian, perawat
memiliki tanggung jawab untuk mengetahui bidang perubahan
biologis, reproduksi, dan genetik yang berubah dengan
cepat, sehingga mereka dapat terlibat dalam diskusi yang
diinformasikan dengan klien dan masyarakat.

Isu-Isu Eiik Kepenmuwatan @



alaman mendalam
Perawat dengan persiapdt e ﬁ::ﬁ konseling genetik
di bidang kesehatan reproduksi ‘j‘":”l n membantu klien serty
memiliki kemampuin rambahan dala bt mengenai risiko/
berkontribusi pada keputusan yang | .:Ii]an rekayasa genetik
manfaat berbagai bentuk I‘E;‘I'::::EL dalam menentukan
manusia. Perawat harus ; - ievaluasi
bagaimana teknologi reproduks! - kg Em:;ﬂ{k:ﬂf;;i' dan mj:g
dipantau, siapa yang harus mengguna an

i keseh
yang harus dianggap sebagal layanan perawatan atan

yang penting.

2. TransplantasiJaringan Tubuh dan Drg-"fn

Teknik bedah modern telah memu ngkinkan seseorang
yang menderita penyakit dan kerusakafl organ atau
jaringan diganti dengan yang Organ dan :rarlingan sehat
dari donor hidup atau mati. Ketika donor hidup, secara
alami ada banyak batasan tentang apa yang dapat
ditransplantasikan, dan organ-organ seperti ginjal adalah
yang paling umum, diikuti dengan transplantasi bagian
hati dan paru-paru. Organ utama yang diambil dari donor
yang mati meliputi jantung, paru-paru, ginjal, dan hati, dan
jaringan meliputi tulang, kornea, kulit, dan katup jantung,

Salah satu pertanyaan etika utama adalah penentuan
kematian. Orang-orang yang mendukung kehidupan
mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan donasi
organ dan pertanyaan penting muncul dengan menentukan
kapan mereka benar-benar meninggal sebelum pengadaan
organ dapat dilanjutkan. Pertanyaan etis penting lainnya
termasuk siapa yang berhak menerima organ; bagaimana
daftar tunggu organ disusun; apakah sebaiknya ada
pembayaran untuk organ dan jaringan; haruskah organ
dan jaringan reproduksi diizinkan untuk transplantasi;

bagaimana sensitivitas agama dan budaya harus ditangani;
kerahasiaan dan privasi donor dan penerima:
informed consent asli: :

keluarga tentang don

memastikan
Serta bagaimana seharusnya konflik
asl organ ditangani?

Efita Profesi & Hubum Keperarwatan



Di Indonesia, transplantasi jaringan tuhuh s i

dianggap salah satu cara penyembuhan nen ki

: 2 vakit dan
pemulihan kesehtan yang sah secara hukum. Secara ki
hal ini diatur pada Pasal 64 hingga Pasal ﬁﬂ' it Hz us;s
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 64 disn?t?:ka:
bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau
iaringan tubuh, implan obat danfatau alat kesehatan
hﬂdﬂh plﬁﬂtik dan IrE:kﬂnﬁtn.lkSi, serta penggunaan SEi
punca. Namun demikian, tindakan tersebut hanya legal
dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan ilegal apabila
dikomersialkan. Hal ini dipertegas dengan aturan
bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang untuk
diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ancaman hukuman
bagl orang yang melanggar larangan ini adalah dihukum
pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling
hanyak satu miliar rupiah,

Untuk tindakan transplantasi sel, baik yang berasal
dari manusia atau hewan, hanya dapat dilakukan apabila
telah terbukti keamanan dan kebermanfaatannya. Untuk
memastikan hal tersebut, tindakan transplantasi harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian
dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas
pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu, pengambilan
organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus
memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan
dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris

atau keluarganya.

Menurut Massachusetts N ‘
menghadapi dilema etis terkait transplantasi organ

jaringan tubuh, perawat dapat menggunakan beberapa

pertanyaan berikut sebagai acuan pengambilan keputusan-

1. Apakah kematian pasien donor cenderung dipa ksakan dan
tergesa-gesa?
Keputusan untuk menarik perawatan yang mendl:::::liﬁ
kehidupan dapat dipengaruhi oleh keinginan

Iruedru Etik Keperauidbi @

urse Newsletter (2011), untuk
dan



u berbagai ¢z
menyediakan organ dan dapat menﬁﬂilltl:sﬁ:“ Sﬂumugr hm ::
dengan keputusan pengambilan kepu

nghin
yang bertanggung jawab.Agar peng:;suhilmr;:nf {]SE
konflik kepentingan ini, Institute ©

membuat dua rekomendasi: |
a, Keputusan, tindakan, dan personil yang te rlﬂ?at .::I alam
| penarikan pengobatan dan deklarasi kematian harus

dipisah dari keputusan, tindakan, dan personil yang
terlibat dalam pemulihan organ tubuh. |

b. Keputusanuntukmenarikpen gobatan hr:l.ru sdilakukan
sebelum diskusi dimulai dari organ dan jaringan.

2. Apakah informasi mengenai donor adalah infarma-::’_ consent?

a. Seorang pasien yang mengharapka n“_kemanan yang
baik”, sebagai donor, menerima kematian yang 5ec;:lm
teknologi lebih invasif daripada yang diketahui pasien
dan keluarga.

b. Tenaga kesehatan wajib memberi tahu pasien bagai-
mana perawatan mereka akan berubah sebagai donor,

3. Apakah keluarga bisa bersama donor pasien pada saat
kematian?

a. Penpaturan harus dilakukan agar perawatan dilakukan
di ICU, dengan kehadirankeluarga atau di ruang
operasi sampai pasien meninggal dunia.

b. Staf harus berusaha menciptakan lingkungan yang
paling mendukung keluarga selama jam-jam terakhir
kehidupan klien.

Berikut adalah beberapa panduan untuk perawat yang
bekerja di bagian transplantasi organ dan jaringan tubuh;

1. Kewajiban pertama perawat adalah kesejahteraan pasien
yang dipercayakan pada perawatan kami.

a. Ada ketentuan dalam Kode Etik untuk Perawat yang
menyatakan, “Perawat, dalam semua hubungan pro-
fesional, berpraktik dengan belas kasihan dan peng-
hormatan terhadap martabat, nilai, dan keunikan

Ftika Profest & Hulum Keperneatan



penyebab eksplisit kema
a.

yang melekat pad; setlap individy, tjg
pertimbangan statys sosial
pribadi, atau sifat mas
Dalam kasus donoy gy
untuk melindungi
kenyamanan pasien

ak dibatast gleh
atau ekonomi, atrihut
alah kesehagap »

gan,puraw:ltmumillklkuwulimm
martabat pagjen dan membuat

Ean seharusnya tigak menjadi
tian seseq rang,

Ketentuan Kode Etik untuk Perawat
"Perawat harus memberikan intervens
hilangkan rasa sakit dan gejala lainnya
yang sekarat, bahkan ketika intervensi tersebuyt
memerlukan risiko mempercepat kematian, Namun,
perawat mungkin tidak bertindak dengan tujuan
mengakhiri kehidupan pasien meskipun tindakan
semacam itu dapat dimotivasi oleh belas kasih,

penghormatan terhadap otonomi pasien dan kualitas
pertimbangan hidup”

Terikat oleh peraturan moral ini, dalam sumbangan
organ yang mendefinisikan kematian secara moral
penting. Sangat penting bahwa perawat yang melayani
populasi pasien yang merupakan donor potensial
dididik dalam definisi kematian yang dapat diterima.

menyatakan,
untuk meng-
pada pasien

Perawat benar-benar memahami prosedur serta etika
transplantasi organ dan jaringan tubuh,

d.

Kode Etik untu Perawat menjunjung tinggi hak atas
penentuan nasib sendiri (Otonomi). “Pasien memiliki
hak moral dan hukum untuk menentukan apa 1rf:r111gi
akan dilakukan dengan tubuh mereka; untuk ||:Iihs:ri
informasl yang akurat, lengkap dan.dapat dimi:gil;t_
dengan cara yang memudahkan penilaian yang tepat.

Keinginan seorang pasien untuk mnnjadiandn::;
memberi orang cara baru untuk mati denE i
dengan membuat kematian mereka bermanfa

kehidupan.

Jani-liwe Eiek KEWWM. @
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INSa®h ST

BAB 9
ORGANISASI KEPERAWATAN

Organisasi profesi adalah organisasi yang terdiri atas para
praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai ahli yang mampu
dan bergabung dalam satu wadah untuk melaksanakan fungsi
sosial yang tidak dapat dilakukan secara individual dan meru-
pakan suatu asosiasi yang bersifat sukarela. Merton (1968)
mendefinisikan bahwa organisasi profesi adalah organisasi dari
praktisi yang menilai/mempertimbangkan seseorang atau yang
lain mempunyai kompetensi profesionaldan mempunyai ikatan
bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak
dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu. Organisasi
profesi menyediakan kendaraan untuk perawat dalam menghadapi
tantangan yang ada saat ini dan akan datang serta bekerja kearah
positif terhadap perubahan-perubahan profesi sesuai dengan

perubahan sosial.
Menurut Azwar (1998), ada 3 ciri organisasi sebagai berikut:

1. Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organi-

sasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi,
dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar

ilmu yang sama.

2. Misi utama organisasi profesi adalah u
kode etik dan kompetensi profesi serta
otonomi profesi.

ntuk merumuskan
memperjuangkan



profesi adalah menetapkan
nan profesi, standar pen-
netapkan kebijakan

3. Kegiatan pokok organisasi
sorta meurmuskan standar pelaya -
didikan dan pelatihan profesi serta

profesi

A. FUNGSI ORGANISASI PROFESI INDONESIA
Dermawan (2014) menjelaskan adsf beberapa pl;.;rann u;ga.
nisasi profesi. Pertama, sebagai pembina, I'El'fﬁif{"a ang, rﬂli'l
pengawas terhadap kualitas dan mutu pendidi nt p;u ;sr
Kedua, sebagai pembina, pengembang, dan Ipengav'vas erhadap
kualitas dan mutu pela}'ﬂnan.ﬁetiga, sebagai pembina, pengem-
bang, dan pengawas kehidupan profesl.

Dalam menjalankan perannya, organisasi profesi memiliki
beberapa fungsi sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan

a. Menetapkan standar pendidikan profesi.

b. Mengembangkan pendidikan profesi berjenjang dan

berkelanjutan.

2. Bidang Pelayanan Profesi

a. Menetapkan standar profesi.

b. Memberikan izin atau rekomendasi praktik.

¢. Memberikan registrasi tenaga profesi.

d. Menyusun dan menetapkan kode etik profesi

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelak-
sanaan riset.

b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi IPTEK
dalam profesi,

4, Bidang Kehidupan Profesi
a. Membina, mengawasi organisasj profesi.

b. Membina kerja sama dengan pemerintah, masyarakat,
profesi lain, dan sesama anggota,

Etika Projesi & Hubwe Keperaoatan



¢,  Membinakerj

a5amadengan orga - ;
- : anisasi sejen
negara lain, jenis dengan

d. Membina, mengupayakan, d

an mengawasi kesejah-
teraan anggota, f

B. pERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)

Ketentuan mengenai pendirian organisasi perawat telah
seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu organi-
sasi keperawatan tingkat nasional yang merupakan wadah
pengembangan bagi perawat di Indonesia adalah Persatuan
perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang didirikan pada tanggal
17 Maret 1974. PPNI merupakan gabungan dari berbagai
organisasi keperawatan, seperti Ikatan Perawat Indonesia
(1P1), Persatuan Perawat Indonesia (PP1), Ikatan Guru Perawat
Indonesi (IGPL), serta Ikatan Perawat Wanita Indonesia (IPWI).

Sebagai organisasi profesi yang berorientasi pada kebu-
tuhan kesehatan masyarakat, yang tercermin dalam rencana
strategik PPNI memiliki beberapa tujuan yang meliputi:

1. Terwujudnya Undang-Undang Praktik Keperawatan serta
berfungsinya Konsil Keperawatan Indonesia dalam rangka
menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan profesi
keperawatan.

2. Bersatunya perawat yang komit dengan kepemimpinan
yang kuat untuk membawa perubahan terhadap pendi-
dikan dan pelayanan keperawatan.

3. Terbentuknya Sistem Penghargaan dan Jejaring _Hﬂri"
Profesional bagi perawat yang didukung oleh Sistem
Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan yang kuat.

4. Terwujudnya Pusat Sistem Informasi Keperawatan Indo-

nesia.

5. Meningkatnya kinerja organisasi profesi ke
dengan Pengurus Pusat yang kuat.
Meningkatnya citra perawat profesional.

i kepera-
Membina dan mengambangkan organisas! pmlrzl.:e;ma
watan antara lain: persatuan dan kesatuan, Ker]

' isasi.
dengan pihak lain dan pembinaan manajemen organisa
Crganiitil EFWWH@

perawatan



in mcnguw;:s! mutu pendi-
tan di Indonesia.
[EK keperawatan dj

B, Membing, mengambangkan dli
dikan dan pelayanan keperawi
9, Membina dan mengembangkan 1

Indonesia. —r
10. Membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota. |

Untuk mencapai tujuannya, pPPNI juga telah rlru.;rulmubl;an
tugas dan fungsinya. Tugas pokok PPNI rf:rhagl Hran; dgn
bidang, yakni pembinaan organisasi, pembinaan prolesi, dan
kesejahteraan anggota. Pada bidang pembinaan organisasi,
PPNI bertugas membina kelembagaan anggotanya dan kader
kepemimpinan., Untuk pembinaan profesi, PPNI bertugas
meningkatkan mutu pelayanan, penghayatan dan pengamalan
kode etik perawat, mengutamakan terbentuknya peraturan
perundang-undangan keperawatan serta mengembangkan
ilmu dan teknologi keperawatan, Sementara itu, untuk
kesejahteraan anggotanya, PPNI bertugas membina hubungan
kerja sama dengan organisasi dan lembaga lain didalam
maupun diluar negeri.

Seperti yang disinggung sebelumnya, PPNI merupakan
wadah bagi tenaga keparwatan di Indonesia. Oleh karena itu,
fungsi utama PPNI adalah sebagai wadah tenaga keperawatan
yang memiliki kesatuan kehendak sesuai dengan posisi jabatan,
profesi, dan lingkungan untukmencapai tujuan organisasi.
Selain fungsi tersebut, PPNI juga berfungsi mengembangkan
dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada
program-program pembangunan manusia secara holistik tanpa
membedakan golongan, suku, keturunan, agama/kepercayaan
terhadap Tuhan YME. Terakhir, PPNI berfungsi menampung,
memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi

tenaga keperawatan serta mengembangkan keprofesian dan
kesejahteraan tenaga keperawatan.

Untuk menjalankan tugas-tugasnya PPNI telah membentuk
struktur organisasi tersendiri, Struktur Organisasi PPNI terdiri
dari Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan. Dewan Pengu-
rus PPNI terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (Pengurus Harian
dan Pengurus Pleno), Dewan Pengurus Wilayah Provinsi,
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pewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Dowan Pengurus
gomisariat, serta Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
cementara itu, Dewan Pertimbangan terdiri dari Dewan Pertim-
i,.ﬂug.-m Pusat, Dewan Pertimbangan Provinsi, danDewan
pertimbangan Kabupaten/Kota. Selain dewan pengurus dan
dewan pertimbangan, ada beberapa jenis keanggotaan PPNI
yang dapat dicermati dalam tabel berikut.

_,_'-"'_'_'_'_._'_'_

mgoaBass | AnggotaKhusis | oz
WEE“W in-| » Perawat warga ne- | Diberikan  ke-
donesia; gara asing yang be- | pada setiap
Memiliki  ijazah kerja di Indonesia | Warga Negara
’ pendidikan tinggi dan telah memenuhi | Indonesia yang
keperawatan, ketentuan  Peme- |telah  berjasa

baik di dalam| rintah RI dan telah terhadap per-
mengikuti  proses | kembangan ke-
adaptasi sesuai pera- | perawatan dan/
oleh pemerintah turan perundangan. |atar organisasi

cesuai dengan ke- |» Memiliki surat per- | PPNl dan di-
tentuan peraturan nyataan yang me- atur dalam pe-
perundang-un-| nunjukkan bahwa FaLtucoy  orEs
dangan; atau me-|  pengusul memiliki nisasi.

miliki ijazah pen- perilaku etis yang
didikan spk atau| baik dari organisasi
spr dalam jangka | profesi negara asal;
waktu selambat- |, Telah teregistrasi di
Iamhﬂtﬂ}’ﬂ tahun negara asal;

2020;

» Menyatakan diri |» Menyatakan dirl un-
untuk  menjadi| tuk menjadi angota
anggota ppni me- PPNI melalui proses
lalui proses pen- pendaftaran anggota
daftaran anggota| pada pengurus Ka-
Pada  pengurus bupaten/Kota atau
kab/kota atau ko-|  Komisariat.

I1-.__‘_-_|_-_
(rganisast “*F’““‘”'"’@

maupun di luar
negeri yang diakui




Mengisi dan me-
nandatangani su-
rat  persetujuan
bersedia meng-
ikutl dan mentaati
anggaran dasar/
anggaran rumah

=

b

——

Mengisi dan me-
nandatangani 54 rat
persetujuan berse-
dia mengikuti dan
mentaati  AD/ART
PPNI dan Kode Etik
Keperawatan Indo-

tangga (ad/art)| nesia; dan

ppni dan kode |, Aktif mengikuti ke-
etik keperawatan| giatan  organisasi
indonesia; dan yang dilaksanakan

PPNI dan atau [katan
dan atau Himpunan
di bawah PPNL

» Bersedia aktif me-
ngikuti kegiatan
organisasi  yang
dilaksanakan
PPNIdan atau ika-
tan dan atau him-
punan di bawah
PPNL

Tabel 8.1 Jenis keanggotaan PPNI

Dalam menjalankan roda organisasi, setiap anggota
PPNI memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban
anggota PPNI antara lain menjunjung tinggi, menaati dan
mengamalkan sumpah perawat, Kode Etik Perawatindonesia,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua
peraturan sertaKeputusan PPNI. Selain itu, setiap anggota PP NI
wajib membayar uang pangkal dan ijuran tahunan (kecuali
anggota kehormatan), menghadiri rapat-rapat atas undangan
Pengurus PPNl serta memberikan inforrnasi yang benar sesuai
kebutuhan kepada pengurussesuai keangotaannya.

Di sisi lain, setiap anggota PPNI berhakmengajukan pen-
dapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada
pengurus PPNI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, memi-
lih, dan dipilih sesuai jenjang kepengurusan organisasi. Ang-
gota PPNI juga mendapatkan kesempatan menambah atau

Etita Profesi & Hukum Kepermwatan



|m~nﬂi'n'-h.-1|mkn|1 ilmu dan lu.-h-ru|npn.-.|.|.;,_.l",mw
dist.hqmga_lﬁllliill organisasi sesuai progr
umnni:iﬂsi serta memenuhi persyarian yang ditetapkan, Selain
ity, anggota PPNI juga berhak mendapatkan perlindungan
Jan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi dan
profesi, apabila memenuhi AD/ART, Kode Etik Perawat Indo-
nesia, Standar Kompetensi, Standar Praktik, Peraturan dan
crundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan organisasi.
Terakhir, setiap anggota PPNI berhak mendapatkan pembelaan
terhadap kasus yang terkait dengan masalah hukum dalam

lingkup praktik keperawatan, apabila anggota tersebut telah
memenuhi kewajiban sebagai angpota.

atan yang
am dan kemampuan

. ORGANISASI KEPERAWATAN INTERNASIONAL

International Council of Nurses (ICN)

International CouncilofNursesatau Konsil Keperawatan
Internasional (KKI) adalah sebuah federasi yang berang-
gotakan asosiasi-asosiasi perawat nasional (NNAs) dari
133 negara di dunia dan merupakan representasi dari
jutaan perawat di seluruh dunia, Didirikan pada tanggal 1
Juli 1899 yang dimotori oleh Bedford Fenwick dan menga-
dakan kongres setiap 4 tahun sekali, berpusat di Geneva,
Swiss,

ICN tidak memiliki keanggotaan secara perseorangan.
Peran perawat yang telah terdaftar dalam asosiasi perawat
nasional dari suatu negara secara otomatis juga terdaftar
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ICN,

Misi ICN adalah sebagai representasi dari profesi
perawat dalam tatanan internasional dan terlibat secara
aktif dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan di seluruh
dunia. Kode etik keperawatan menurut ICN (1973) mene-
gaskan bahwa keperawatan bersifat universal. Kepera-
watan tidak dibatasi oleh perbedaan kebangsaan, ras,
warna kulit, usia, jenis kelamin, aliran politik, agama, dan
status sosial.

Drgranisa it Neperarentan @



2. American Nurses Association (ANA) s
ANA adalah organisasi profesi peraws

Serikat, Didirikan pada akhir tahun 1800 }'EI:E ﬂ;ﬁg;;;:;}:
terdiri dari I'll‘ﬂi.ll"isﬂﬁi‘ |‘.IL'I'HW11|-' -:Jari HEEHT Erank kr_.pﬂ,:
ANA berperan dalam menetapkan stan ar E e

rawatan, melakukan penelitian untoX "?E"mg aH k :
PEIH}“]"H" kcperawatan serta menampllkan Prlﬂ l. k;f}ﬁ'l"aﬁ
watan profesional dengan pemherlakuan legislasi kepera-

watan.

3. Canadian Association of Nurses (CAN) |

CAN adalah asosiasi perawat nasinnﬂl_ di Kanada,
Memiliki tujuan yang sama dengan ANA, yaitu n:lembuat
standar pratik keperawatan, mengusahakan PE“!ﬂEkﬁtHh
standar pratik keperawatan, mendukung peningkatan
profesionalisasi keperawatan, dan meningkatkan kese-
jahteraan perawat, CAN juga berperan aktif meningkatkan
mutu pendidikan keperawatan, pemberian ijin bagi pratik
keperawatan mandiri.

4, National League for Nursing [NLN)

MNLN adalah suatu organisasi terbuka untuk semua
orang yang berkaitan dengan keperawatan meliputi pera-
wat, non perawat seperti asisten perawat (pekarya) dan
agencies. Didirikan pada tahun 1952. Bertujuan untuk
membantu pengembangan dan peningkatan mutu pela-
yanan keperawatan dan pendidikan keperawatan.

5. British Nurses Association (BNA)

BNA adalah asosiasi perawat nasional di Inggris.
Didirikan pada tahun 1887 oleh Mrs. Fernwick. BNA
bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan

seluruh perawat di Inggris dan berusaha memperoleh
pengakuan terhadap profesi keperawatan,

Eiska Profesi & Hukwm Kepermeatan
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NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

Mengingat:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan;
bahwa penyelenggaraan pembangunan keschatan

diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan
keschatan, termasuk pelayanan keperawatan;
bahwa penvelenggaraan pelayanan  keperawatan
harus  dilakukan secara  bertanggung jawab,
akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh
perawal vang memiliki kompetensi, kewenangan,
etik, dan moral tinggi;
bahwamengenaikeperawatan perludiatursecara
komprehensif dalam Peraturan Perundang-
undangan guna memberikan pelindungan
dan kepastian hukum kepada perawat dan
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, perlu membentuk Undang-Undang

tentang Keperawatan.

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang KT Nomor 35 Tuhun 2irl # Tenlang Hr;umwmn@



Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK IN DONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDON ESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

164

Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada
individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam
keadaan sakit maupun sehat,

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi
Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang
diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan
profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan
kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan
ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau
masyarakat, baik sehat maupun sakit.

Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan
oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.

Asuhan Keperawatan adalah rangkalan interaksi Perawat

dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan
pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat
dirinya.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan
tinggi yang menyelenggarakan program studi Keperawatan.

Etika Profest & Hukwm Kepergatan



10.

11

12.

13.

14,

15.

16.

17,

sertifikat Kompetensi adalah g4 tanda
| i v
kompetensi Perawat yang tely) Pehgakuan terhadap

melakukan Praktik Keperawatan Kompetens; untuk

sertifikat Profesi adalah sypqt
melakukan praktik Keperawat
pendidikan profesi.

Pengakuan ynuk
- yang diperoleh lulusan

Registrasi adalah pencatatan regmj terhadap Perawat yang

telah memiliki Sertifikat Kompetensi atay Sertifikat Profesi
dan telah mempunyai kualifikasi terte ‘ .

diakui secara hukum untuk menjalanka

Surat Tandaf Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada
Perawat yang telah diregistrasi,
Surat Izin Praktik Perawat

SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota kepada Perawat sebagai pemberian
kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan,

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat,

Perawat Warga Negara Asing adalah Perawat yang bukan
berstatus Warga Negara Indonesia.

yang selanjutnya disingkat

Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau
masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun
Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh
Organisasi Profesi Perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu
Keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan
mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.

Konsil Keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas
Secara independen.

poaaston 165
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18,

19,

20.

21,

22,

inggi  yan
Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggl  Ydng

menyelenggarakan pendidikan Keperawatan. ‘ Tisak
Wahana Pendidikan Keperawatan yang Iselam'-lm:'-’ﬂ :f: u.t
wahana pendidikan adalah fasilitas, selain ]JETE“r““nd_diEf‘-
yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraar AR
Keperawatan.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya dis
Presiden Republik Indonesia yang memegang kEIkUESHHn
pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dlmakﬂ'{d
dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik e
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

ebut Pemerintah adalah

Pasal 2
Praktik Keperawatan berasaskan:
perikemanusiaan;
nilai ilmiah;

@ ™ P on oW

etika dan profesionalitas;
manfaat;

keadilan;

pelindungan; dan

kesehatan dan keselamatan Klien,

Pasal 3

Pengaturan Keperawatan bertujuan:

b.

o

meningkatkan mutu Perawat;
meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan:

memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada
Perawat dan Klien; dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

Eitrka Profest & Huwkum Keperamwatan



BAB 11
JENIS PERAWAT

Pasal 4
(1) [enis Perawat terdiri atas:

4, Perawat profesi; dan
b. Perawat vokasi.

2) perawat profesi sebagaimana dimaksud
terdiri atas:

. ners; dan

Pada ayat (1) huruf 3

b, ners spesialis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaty
sy (2) dia r dengan Peraturan

BAE III
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN

Pasal 5
pendidikan tinggi Keperawatan terdiri atas:
a. pendidikan vokasi;

b, pendidikan akademik; dan
¢. pendidikan profesi.

Pasal 6

(1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a merupakan program diploma Keperawatan.

(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a paling rendah adalah program Diploma Tiga Keperawatan.

Pasal 7

Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b terdiri atas:

4. program sarjana Keperawatan;
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b. program magister Keperawatan; dan
¢. program doktor Keperawatan.

Pasal 8

- | 5 huruf
Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasa C

terdiri atas:
a. program profesi Keperawatan; dan
b. program spesialis Keperawatan.

Pasal 9

(1) Pendidikan Tinggi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki
izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan,

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau
akademi.

(3) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana
Pendidikan serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi
Perawat.

(4) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:

a. kepemilikan; atau

b. kerjasama.

(5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan .tingkat pertama yang memenuhi persyaratan,
termasuk jejaring dan komunitas di dalam wilayah binaannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur

dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi
dengan Menteri.

Etika Profen & Hukum Keperawatan



Pasal 10

(1) perguruan  tinggi  Keperawatan
pemerintah atau masyarakat ses
peraturan Perundang-undangan,

(2) Perguruan tinggi Keperawatan sebagaimana
ayat (1) melaksanakan tridarma perguruan tin

diselenggarakan  oleh
uai dengan ketentuan

dimaksud pada
ggi.

Pasal 11

(1) penyelenggaraan  Pendidikan Tinggi Keperawatan harus
memenuhi Standar Nasional Pendidikan Keperawatan,

(2) standar Nasional Pendidikan Keperawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional
pendidikan Tinggi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi
pendidikan, dan Organisasi Profesi Perawat.

(4) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka menjamin mutu lulusan, penyelenggara
pendidikan tinggi Keperawatan hanya dapat menerima
mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.

(2) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa
diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan  setelah
berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 13

(1) Institusi Pendidikan tinggi Keperawatan wajib memiliki dosen
dan tenaga kependidikan.

Tentang Keperauatan

' +
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apat herasal dari:
(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bt

a. perguruan tinggi; dan
b. Wahana Pendidikan Keperawatan.
(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada

diberhentikan oleh pejabat yang berwenang s

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
da ayat (1) mempunyal hak
tuan Peraturan Perundang-

ayat (1) diangkat dan
esual dengan

(4) Dosen sebagaimana dimaksud pa
dan kewajiban sesuai dengan keten
undangan.

Pasal 14
(1) Dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan memberikan
pendidikan serta melakukan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan.
(2) Dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan memiliki
kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang
memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan
angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 15

(1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri dan/atau
nonpegawai negeri.

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi
dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan

Etika Profesi & Hikum Keperrsutan



ﬂ,-g:misnsi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atay
cprtifikasi yang terakreditasi,

3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan
[ qntuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi
gandar kompetensi kerja.

lembaga

" gtandar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada
[ ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil
Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri.

(5) Mahasiswa pendidikan vokasi Keperawatan yang lulus Uji
kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh
perguruan tinggi.

(6) Mahasiswa pendidikan profesi Keperawatan yang lulus Uji
Kompetensi diberi Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh

perguruan tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,

BAB 1V
REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN REGISTRASI ULANG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan
dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
Perawat, Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan
pembinaan dan pengawasan mutu Perawat sesuai dengan
Kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 18

1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajlb
memiliki STR.

—
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(2) STRsebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan oleh Konsil

Keperawatan setelah memenuhi persyard tan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pa
a.

b
c.
d

.

da ayat (2) meliputi:

memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatarn;
memiliki Sertifikat Kompetensi atat Sertifikat P
memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/
janji profesi; dan

membuat pernyataan mematuhi
ketentuan etika profesi.

rofesi;

dan melaksanakan

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregis trasi ulang
setiap 5 (lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaim

ana dimaksud

pada ayat (4) meliputi:

a. memiliki STR lama;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi;

e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau
vokasi di bidangnya; dan

f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan,
pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah
lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf e dan huruf f diatur oleh Konsil
Keperawatan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan
Registrasi ulang diatur dalam peraturan konsil keperawatan.
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Baglan Ketlga

Izin Praktik

Pasal 19

) perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib

2) jzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
pentuk SIPP.

3) sipP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh
pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat

kesehatan yang berwenang di kabupaten /kota tempat Perawat
menjalankan praktiknya,

(4) Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), Perawat harus melampirkan:

3, salinan STR yang masih berlaku;
b. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan

¢, surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) SIPP masih berlaku apabila:
a. STR masih berlaku; dan
b. Perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum
dalam SIPP.
Pasal 20
(1) SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

(2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat.

Pasal 21

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan
nama Praktik Keperawatan,

Pasal 22
SIPP tidak berlaku apabila:

& dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;
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b. habis masa berlakunya;
c. atas permintaan Perawat; atau
d. Perawat meninggal dunia.

Pasal 23

: : ' ratura
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Pe n
Menteri

Pasal 24

(1) Perawat Warga Negara Asing yang akan mEI'IIiE‘l‘“."l'[‘:-ﬂ'i praktik
di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensl.

(2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui: penilaian kelengkapan administratif; dan
penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. penilaian keabsahan ijasah oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan;

b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi,

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dengan surat

keterangan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan
Sertifikat Kompetensi.

(5) Selainketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perawat
Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Perawat Warga Negara Asing yang sudah mengikuti proses

evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di
Indonesia harus memiliki STR Sementara dan SIPP

Eitha Profesi &2 Hukwmi Keperaeatan




(2) STRsementara bagi Perawat Warga Negara Asing sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang hanya untuk 1 [satu) tahun herlkutnyﬂ

(3) Perawat Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melak?kan Praktik Keperawatan di Indonesia berdasarkan
atas permintaan pengguna Perawat Warga Negara Asing,

(4) Praktik Perawat Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Perawat
Indonesia,

(5) SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku selama 1 (satu)

tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun
berikutnya,

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik
Perawat Warga Negara Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri vang akan
melakukan Praktik Keperawatan di Indonesia harus mengikuti
proses evaluasi kompetensi.

(2) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
4. penilaian kelengkapan administratif; dan
b. penilaian kemampuan untuk melakukan Praktik
Keperawatan.
(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
a. penilaian keabsahan ijasah oleh menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan;
b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
C. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi.

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalul U
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“ indang-
Kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturai Perundang

undangan.

(5) Perawat warga negara Indonesia lulusan luar IIEE*;E'i F:;E::L::
lulus Uji Kompetensi dan akan melakukan Praktik Kep

di Indonesia memperoleh STR. .

(6) STRsebagaimana dimaksud pada ayat(5) diberikan oleh Konsil
Keperawatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

(7) Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan
melakukan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) wajib memiliki SIPP sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi
kompetensi bagi Perawat warga negara Indonesia lulusan luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri,

BABV
PRAKTIK KEFERAWATAN
Bagian Kesaitu

Umum

Pasal 28

(1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan Klien sasarannya.

(2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Praktik Keperawatan mandiri; dan
b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar
profesi, dan standar prosedur operasional.

(4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/
atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.
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(5) Ketentuan lebih  lanjut  mengenai kebutuhan pelayanan
kesehatan dan/atau  Keperawatan dalam  suaty wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat
bertugas sebagai:

a. pemberi Asuhan Keperawatan;

b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
c. pengelola Pelayanan Keperawatan:
d. peneliti Keperawatan:
e

pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang;
dan/atau

f.  pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu,

(2) Tugassebagaimanadimaksud padaayat (1) dapat dilaksanakan
secara bersama ataupun sendiri-sendiri.

(3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan
akuntabel,

Pasal 30

(1) Dalam  menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan
Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat
berwenang;

4. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik;
b. menetapkan diagnosis Keperawatan;

€. merencanakan tindakan Keperawatan;

d. melaksanakan tindakan Keperawatan;

€. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;

f.

melakukan rujukan;

i Idn
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(2) Dalam menjalankan tugas sebagai

memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai

dengan kompetensi;

memberikan konsultasi Kepera
dengan dokter; .
melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan

aan pemberian obat kepada Klien
u obat bebas dan

watan dan berkolaborasi

melakukan penatalaksan
sesuai dengan resep tenaga medis ata

obat bebas terbatas.
pemberi Asuhan

Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat
berwenang:

a.

—
=

melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyara kat
di tingkat keluarga dan kelompok masya rakat;

menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan
masyarakat;

membantu penemuan kasus penyakit;

merencanakan  tindakan  Keperawatan  kesehatan
masyarakat;

melaksanakan  tindakan  Keperawatan  kesehatan
masyarakat;

melakukan rujukan kasus;

mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan
masyarakat;

melakukan pemberdayaan masyarakat;

melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan
masyarakat;

menjalin  kemitraan dalam perawatan kesehatan
masyarakat;

melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
mengelola kasus; dan

melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer
dan alternatif.
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(1) Dalam menjalankan tugas sph

(2)

(3)

(1)

Pasal 31

Agai penyuly), g, ,
Klien, Perawat berwenang; dan konselgr bagi

a. melakukan pengkajian Kp
tingkat individu dap kelua
masyarakat:

b. melakukan pemberdayaan masyarakat:

c. melaksanakan advokas; dalam perawatap

masyarakat; kesehatan
d. menjalin  kemitraap dalam Perawa
tan
masyarakat: dan kesehatan
e. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling,

Dalam menjalankan tugasnya sebagaj

Keperawatan, Perawat berwenang:

a. melakukan pengkajian dan menetg

b. merencanakan, melaksanakan,
Pelayanan Keperawatan: dan

¢. mengelola kasus.

Dalam menjalankan tugasnya seba
Perawat berwenang:

pengelola Pelayanan

pkan permasala han;

dan  mengevaluasi

gai peneliti Keperawatan,

a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika;

b. menggunakan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atas izin pimpinan; dan

C. menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai
dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 32

Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruh;{ ha::lr:
dapat diberikan secara tertulis oleh !:l?naga medlsdi:pda“
Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan meé

melakukan evaluasi pelaksanaannya.

'l. r ¥ 1 ¥ |.l|.l.f-|-|‘.l.
g Ja Th.!l“l pLily rl!.llgi!fﬂ'm @
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: t(1
(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara delegatif atau mandat.
f untuk melakukan

. delegati
(3) Pelimpahan wewenang secara deleg edis kepada

sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga m
Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung iﬂWﬂb-.

(4) Pelimpahanwewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hanya dapat diberikan kepada Perawat Emfesi
atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang
diperlukan.

(5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan ﬂlEl'! tenaga
medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan

medis di bawah pengawasan.

(6) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan
wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

(7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat
berwenang:

a. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan
kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif
tenaga medis;

b. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas
pelimpahan wewenang mandat; dan

c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program
Pemerintah.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f
merupakan penugasan Pemerintah vyang dilaksanakan

pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga
kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas,

(2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga
kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala
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satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarak
yrusan pemerintahan di bidang hﬂ“h‘“ﬂl‘lﬁﬂtnmpal BBarakan

3) pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
memperhatikan kompetensi Perawat,

(4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan te rte
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat herwenang-mu

a. melakukan pengobatan untuk penyakit ym
um
tidak terdapat tenaga medis: dalam hal

b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan
rujukan; dan

lertenty
dengan

pada sistem

c. melakukan pelayanan kefarmasian secarg terbatas dalam
hal tidak terdapat tenaga kefarmasian,

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Perawat
diatur dengan Peraturan Menteri,

Pasal 35

(1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan
pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan
pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.

(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah
kecacatan lebih lanjut.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan
Klien.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi
berdasarkan keilmuannya. _

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sehagallma na
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BIERIELh
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BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Perawat

Pasal 36

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

d.

memperoleh pelindungan hukum sepanjang melal-_:sanakan
tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar pro fesi, standar
prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien
dan/atau keluarganya.

menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang
telah diberikan;

menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan
dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar
prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan

memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Pasal 37

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

.

melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan

sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode
etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar

prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau

tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup
dan tingkat kompetensinya;
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J, mendokumentasikan
standar;

memberikan informasi yang I"-‘Hgkap,
dan mudah dimengerti mengenaj o
kepada Klien dan/atau keluarganya se

Asuhan Heperawatan Sesuaj dengan

Jujur, benar, jels
akan  Keperawatan
Sual dengan patas

kewenangannya;
 melaksanakan tindakan pelimpahan Wewenang darj tenapa

kesehatan lain yang sesuai dengan kﬂmpetensi Perawat: dang
g melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan aleh

Pemerintah,

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien
Pasal 38

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak:
a. mendapatkan informasi sécara, benar, jelas, dan jujur
tentang tindakan Keperawatan yang akan dilakukan;

b. meminta pendapat Perawat

lain  dan/atay tenaga
kesehatan lainnya;

c. mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode
etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi,

standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan
Keperawatan yang akan diterimanya; dan

€. memperoleh  keterjagaan  kerahasiaan  kondisi
kesehatannya.

Pasal 39

(1) Pengungkapan rahasia kesehatan Klien sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf e dilakukan atas dasar:

. kepentingan kesehatan Klien;
b. pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum dalam
rangka penegakan hukum;

; Tontang Keperawatan £ 183 )
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c. persetujuan Klien sendiri;
d. kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
e. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia ke
diatur dalam Peraturan Menteri.

sehatan Klien

Pasal 40
Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkewajiban:

a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan juju
masalah kesehatannya;

r tentang

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan: dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
BAB VII
ORGANISASI PROFESI PERAWAT

Pasal 41

(1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu wadah yang
menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum.

(2) Organisasi Profesi Perawat bertujuan untuk:

a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan
dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat;
dan

b. mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam
rangka menunjang pembangunan kesehatan.

Pasal 42

Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina,
pengembang, dan pengawas Keperawatan di Indonesia.

Pasal 43

Organisasi Profesi Perawat berlokasi di ibukota negara Republik
Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah,
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BAB VIII
KOLEGIUM KEPERAWATAN

Pasal 44

(1) Kolegium Keperawatan merupakan badan otonom di dalam
Organisasi Profesi Perawat,

(2) Kolegium Keperawatan bertanggung jawab kepada Organisasi
Profesi Perawat.
Pasal 45

Kolegium Keperawatan berfungsi men gembangkan cabang disiplin
ilmu Keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi Perawat
prnfEsi.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium Keperawatan djatur
oleh Organisasi Profesi Perawat.

BAB IX
KONSIL KEPERAWATAN

Pasal 47

(1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Keperawatan dan untuk
memberikan pelindungan serta kepastian hukum kepada
Perawat dan masyarakat, dibentuk Konsil Keperawatan.

(2) Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Pasal 48

Konsil Keperawatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 47
berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 49

(1) Konsil Keperawatan mempunyai fungsi ]JEhgamran,]]EnEtai;I:;
dan pembinaan Perawat dalam menjalankan Pra

Keperawatan.

s BB .
ndang Undang R Nomor 38 rhan 2074 Telang i periis @
LS w b o



- : ada ayat
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimand dimaksud p ¥y

(1), Konsil Keperawatan memiliki tugas:

a. melakukan Registrasi Perawat;

jalankan
b. melakukan pembinaan Perawat dalam menja

Praktik Keperawatan;
¢. menyusun standar pendidikan tinggi Keperawatan; _
menyusun standar praktik dan standar kompetensi
Perawat; dan
e. menegakkan disiplin Praktik Keperawatarn.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Konsil Keperawatan.

Pasal 50

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa
Konsil Keperawatan mempunyai wewenang:

a. menyetujul atau menolak permohonan Registrasi Perawat,
termasuk Perawat Warga Negara Asing;

b. menerbitkan atau mencabut STR;
menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan
pelanggaran disiplin profesi Perawat;

d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Perawat;
dan

sal 49,

e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan Institusi
Pendidikan Keperawatan.

Pasal 51

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Keperawatan
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara

dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

(1) KeanggotaanKonsilKeperawatanterdiriatasunsur Pemerintah,
Organisasi Profesi Keperawatan, Kolegium Keperawatan,
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qsosiasi Institusi Pendidikan Keperawa

' o, a50siasi
pelayanan Kesehatan, dan tokoh masyar

kat,
(2) jumlah anggota Konsil Keperawatan Paling banyak g (sembilan )
orang.

Faslillaﬁ

(3) Ketentuan lebih lanjut  mengenaj SUsunan gy
Fengungkamn. pemberhentian, dan ke
Keperawatan diatur dengan Peraturan pres

BAB X
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Hanisasi,
ahgpotaan Konsil
iden,

Pasal 53

(1) pengeﬁlhangan Praktik Keperawatan

pendidikan formal dan pendidikan nonfor
herkelanjutan,

(2) Pengembangan Praktik Keperawatan bert
mempertahankan atay meningkatkan
Perawat.

dilakukanp melaluj
mal atau pendidikan

Ujuan untuj
keprofesionalan

(3) Pendidikan nonformal atay pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dite
menyelesaikan pendidikan Keperawatan,

(4) Dalam  hal meningkatkan keprofesionalan  Perawat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam memenuhj
kebutuhan pelayanan, pemilik atay pengelola Fasilitas
Pelayanan Kesehatan harus memfasilitasi Perawat untuk
mengikuti pendidikan berkelanjutan,

(5) Pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Organisasi Profesi Perawat, ataulembagalain yangterakreditasi
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

(6) Pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan Praktik Keperawatan yang dldasarﬁ:
pada standar pelayanan, standar profesi, dan standar prose

Operasional.

berkelanjutan
mpuh setelah
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Pasal 54

dibina oleh kementerian yang
bidang pendidikan
lenggarakan

Pendidikan Keperawatan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
dan berkoordinasi dengan kementerian yang menye
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 55

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Kep?rawatan, ati;lz
Organisasi Profesi membina dan mengawasi Praktik Keperaw
sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 diarahkan untuk:

a. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;

b. melindungi masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak
sesuai dengan standar; dan

¢. memberikan kepastian hukum bagi Perawat dan masyarakat.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan
Praktik Keperawatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 55 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1),
Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
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denda administratif; dan/atay
4., pencabutan izin.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata earg
administratil. sebagaimana dimaksud pag
dengan Peraturan Pemerintah,

PENgenaan sanks
4 ayat (2) diatur

BAB XI1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

oTR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat sebelum Undang-

{ndang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaky sampai jangka
waktu STR dan SIPP berakhir.

Pasal 60

selama Konsil Keperawatan belum terbentuk, permohanan untuk
memperoleh STR yang masih dalam proses diselesaikan dengan
prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan,

Pasal 61

perawat lulusan sekolah perawat kesehatan yang telah melakukan
praktik Keperawatan sebelum Undang-Undang ini diundangkan
masih diberikan kewenangan melakukan Praktik Keperawatan
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini

diundanghkan.
BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Institusi Pendidikan Keperawatan yang telah ada sebelum Undang-
Undang ini diundangkan harus menyesuaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 3 (tiga) tahun
setelah Undang- Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Konsil Keperawatan dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

—
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Pasal 64
ai berlaku, semus Peraturan

r mengenai Keperawalan
angan atau

Pada saat Undang-Undang ini mul
Perundang-undangan yang mengatu
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tid ak bertent
belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Un
diundangkan.

harus ditetapkan
dang-Undang ini

Pasal 66

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 307
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di Karangasem, Bali pada 5 Januari 1960, Penulis
menyelesaikan jenjang  pendidikan mulal  dari
Sekolah Dasar (5D) hingga Sekolah Menengah Atas
(SMA) di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Penulis
kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang
o D-1Il Keperawatan pada Akademi Keperawatan
: * (Akper) Ujung Pandang; Fakultas Matematika dan
llmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IKIP Manado; Program Studi llmu
Keperawatan (P5SIK) FK Universitas Gadjah Mada (UGM); Profesi
Ners FK UGM; dan jenjang S2 Hukum Kesehatan Fakultas Hukum
UGM. Penulis memulai karier akademiknya dengan menjadi staf
pengajar pada Akper Departemen Kesehatan Manado (1986-
1991). Sejak 1992 hingga kini, penulis tercatat sebagai dosen
pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes
Kemenkes) Yogyakarta,

Agus Sarwo Prayogi, S. Kep., Ns., M.H. Kes,
lahir di Gianyar, Bali pada 28 Juli 1970, Penulis
menyelesaikan jenjang pendidikan SD hingga
SMP di tanah kelahirannya, lalu melanjutkan
pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di
Yogyakarta; D-1Il Keperawatan di Surabaya; D-IV
di FK UGM; dan meraih gelar sarjana keperawatan
serta profesi ners dari PSIK FK UGM. Penulis
kemudian memperoleh gelar magister kesehatan hukum dari
Fakultas Hukum UGM. Kini, penulis tercatat seabgai dosen tetap
pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.




ETIKA PROFESI 77 HUKUM KEPERAWATAN

Dra. NI Ketut Mendri, S.Kep., Ns. M.Sc., lahir di Harﬂﬂﬂﬂfﬂm-
Bali pada 5 Januari 1960, Penulis menyelesaikan Jenjank
pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah
Menengah Atas (SMA) di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Penulis
#‘ kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang D-11I Keperawatan
‘.,1 pada Akademi Keperawatan (Akper) Ujung Pandang Fakultas

Matematika dan limu Pengetahuan Alam (FMIPA) IKIP Manado;
Program Studi llmu Keperawatan (PSIK) FK Universitas Gadjah
Mada [UGM); Profesi Ners FK UGM; dan jenjang 52 Hukum
Kesehatan Fakultas Hukum UGM. Penulis memulal karier akademiknya dengan
menjadi staf pengajar pada Akper Departemen Kesehatan Manado (1 986-1991).
Sejak 1992 hingga kini, penulis tercatat sebagai dosen pada Pol iteknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Yogyakarta.

i

Agus Sarwo Prayogi, 5. Kep,, Ns., M.H. Kes,, lahir di Gianyar, Bali
pada 28 Juli 1970. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan 5D
hingga SMP di tanah kelahirannya, lalu melanjutkan pendidikan
Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di Yogyakarta; D-lII
Keperawatan di Surabaya; D-IV di FK UGM; dan meraih gelar
sarjana keperawatan serta profesi ners dari PSIK FK UGM.
Penulis kemudian memperoleh gelar magister kesehatan hukum
dari Fakultas Hukum UGM. Kini, penulis tercatat seabgai dosen
tetap pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,

NURSING
ISBN 978-L02-37L-09

1-L
s Pustaka Baru Press
1. Warisar) Km 6. [ :'f"|||-l|'|':-'|r- AT 4 Eaturetno
danbul, Yogwakart: g ?3 1E

602317609

Telp, 0274 43539591, Falka 07 74-44383 10




